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ABSTRAK

Pajak sebagal sumber lerdepan dalam pendanaan pembangunan
mempunyai peran vang shategis guna fercapainys stabilifas ekonomi makro
sehingua periu diperhatikan aspek-aspek yang dapat mempengaruli finggi
rendahnya penerimaan negara. Di sisi lain Persaingan usaha menuntut
perusehaan uniuk selalu mengembangkan stategi perusshaan agar dapat
bertahan atau bahkan berkembang lebih bak melalui Keunggulan biaya
keseluruhan, Pembedaan (diferensiasi) dan memfokuskan diri pada salah satu
segmen pasar yang terbuka. Diferensiasi Perusahaan dilakukan melatui
penggunaan merek pada produk yang dihasilkannya.

Dalam persaingan usaha yang ketal, merek merupakan salab saly
pembeda yang mempunyai 2 karakter elemen pokok yakni Produk atau market
offering yang dipresentasikannya, dan Komunikasi tawaran dan janji mersk vang
bersangkutan, Merek memberikan kualitas dan kepuasan bagi konsumen yang
mengkonsumsi dan segmentasi pasar dan cifra perusahsan bagl Pemegang
Merek yang memproduksi daratau mendisiribusikannya. Melalui merek yang
kuat, orang pribadi atau badan usaha mampu bersaing dan memposisikan dird
sebagal vang ferdepan unluk Rualifikasi jenis dan kelas barang tertentu di
indonesia.

Penerapan perencanaan pajak yang benar sangat perlu dilaksanakan oleh
manajemen perusahaan bukan saja dalam rangka penghematan beban pajak
tetapi juga memenuhl kewajiban pelaporan perpajakan yang tepat pada waktunya
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agar Perusahaan terhindar dar sanksi-sanks! perpajekan. Perencanaan pajak
juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan setelah pajak,
dan kemampuan perusanaan berkompetisi dengan pesaing dalam jenis dan
produikc vang sama untuk meraih kepuasan konsumen dan Keberlangsungan
usaha perusahaan.

Dart lstar belakang lersebul, Penulis mencoba merumuskan pokok
permasaiahan yailu Bagsaimanakah upaya penghindaran pajak yang dilakukan
oleh pemegang merek dalam rangka meminimalisasikan pejak yang terulang ?
Apakah implemeniasi pemenuhan kewsajiban perpajakan yang dilskukan oleh
pemeganyg sudah sesusi dengan kelentuan perpajakan yang berlaku 7 Apakah
fangkah-langkah yang dilakukan oleh Diljien Pajak dalam mengoptimalisasikan
polenst penerimasn paiak darl penggunaan merek oleh pemegang merek di
Indonesia ?

Penelitian ini berfujuan untuk menguraikan upaya-upaya penghindaran
pajak yang dilgkuken cleh perusshaan sebagal Pemegang Merek untuk
meminimalisasikan pajak vang terutang, mengetahui kesesuaian implementasi
pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahazan sebagai pemegang merek
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mengetahui langkah-langkah
yang dilekukan oleh Difjen Pajak dalam oplimalisasi potensi penerimaan pajak
dari penggunaan marek oleh perusahaan sebagai pemegang merek di Indonesia.

Metode penslitian yang digunskan dalem penulisan fesis ini adalah
deskriplif analisis dengan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang bertujuan
untuk  mendeskripsikan  atau  menjelaskan  suatu  pemenuhan kewajiban
perpajakan oleh pemegang merek di Indonesia apa adanya.

Hasll penelitan  menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu
perencanaan pajak, Perusahaan dapat melakukan tindakan yang merupakan
penghindaran pajak danfatau penyelundupan pajak, Pelaporan pajak yang
ditakukan Perusahaan dianggap benar dan telah patuh pada ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku, kecuali apabila terdapat data atau informasi dari pihak
fainnya yang dapat membukiikan bahwa data dan informasi mengenai kewajiban
perpajakan yang dilaporkan isinya tidak benar, dan terjadinya hambatan pada
kapasitas seorang Account Representative {AR) dalam memberikan penggalian
potensi perpajakan dan pengawasan terhadap wajib pajak, dapat diatasi dengan
taamwork dan interaksi sesama dalam wadzh forum AR.

it
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Untuk itv diharapkan Dwektoral Jenderal agar mempearbaki sistem
informasi  perpaiakan  dan  meningkatkan performa mapping  walib  pajak,
melakukan Memorandum Of Linderstanding dengan Direktoral MHak Atlas
Kekayaan intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan konsisten
atas kebliakan yang dilakukan dalam melakukan reformasi kebijakan dan
pelayanan dalant sistern adminisirasi rnodern.
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ABSTRACT

Tax as a forefront source for development funding plays a strategic role in
macro-economic stability and that one should consider any influential aspects
which in turn affect the ups and downs of the state revenue. Otherwise, business
competition inquires any organization to usually develop corporate strategy for its
better sustainability and growth through total cost advaniage, differentiation and
focus on open market segment. The corporate differentiation is managed by
assigning brand to its products.

In stiff business competition, the brand serves a differentiation whose 2
(two) major features, they are, product or marketing offering it represents, and
offering communicatiqn and promise of the brand. Brand represenis quality,
customer satisfaction, market segmentation and corporate image for the Holder
that creates and/or distributes the brand. Through sound brand, person or
corporate body is able to compete and keep itself in the precursor position over
qualifications and types of certain goods in Indonesia.

The application of sound tax planning is so necessary for the corporate
management not only to cut fax duty but also meet tax report liability in time in
order to avoid any tax penalty. Tax planning is expected as well to increase
corporate income after tax and its competition with competitors in the same type
of products for customer satisfaction and corporate sustainability.

For the purpose of this background, the writer tries to illustrate problem

statement, i.e., How 1o avoid tax evasion by the brand holder for reducing tax

v
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dgue? Does mplementation of the tax payment by the brand holder match with the
applicabie rules of taxalion? Are steps performed by the Directorate General of
Taxation appropriate (o oplimize potential tax revenue  from brand-use by any
brard hoiders in Indonesia?

This study aims at dealing with tax evasion committed by the company as
the Brand Holder for reducing tax due, recognizing adjustment of tax payment by
the company as the brand holder with the applicable tax regulation and identifying
steps ever taken by the Dirsctorate General of Taxation for optim'izing potential
tax revenue from the brand-use by the company as the brand holder in Indonesia.

Research method applied in this wriling of thesis is descriptive analysis in
qualitative approach; a study for describing or illustrating common tex payment by
the brand holderis} in ndonesia,

Research results reveal thal, for purpese of tax planning, the Company
may have taken steps 1o avord any tax evasion, reporl faxes effectively and
efficienily according i¢ the applicable ax regulgfions except otherwise data or
information is available from other parls  of which they prove that dale and
information about tax payment is misrepresented, and current stumbling blocks
in the capacily of Account Represeniative (AR} in providing exploitation of
potential taxes and conirol over tax payers. This point of case could be resoived
by means of teamwork and interaction inside the AR Forum,

For that purpose, the Directorate General of Taxation is anticipated to
improve Tax Information System and raise performa mapping of the tax payers,
enters into Memorandum of Understanding with the Direclorate of Inteliectual
Property Rights under the Ministry of Law and Human Rights, and get consistent
with any stratagic plan for pofiey and service reform in the modem tax
administration system.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
1.4.1 Perusahaan dalam Persaingan Usaha

Keadasan dunia usaha i Indonesia beiakangan inl sudah mula
menampakkan perkembangan yang cukup berartl. Hat ini dapat dilihat dari kiim
investasi di indongsia pada belakangan mi yang cenderung mengalami
peningkatan. Perkembangan ini tidak lepas dari rencana iangka panjang
Indonesia untuk menghadapi era perdagangan bebas yang akan dilaksanakan di
Indonesia yang merupakan negara berkembang pada tahun 2010 mendatang.

Perdagangan bebas memberikan  kemudahan  Indonesis  untuk
mengembangkan daerah industri dan pemasaran ke seluruh pelesok dunia, Akan
tetapl, perdagangan bebas tidak selalu menguntungkan. Dengan adanya
globalisasi dan perdagangan bebas, persaingan dalam dunia usaha bukan hanya
menjadi milik para pengusaha dalem negen melainkan juga turut diramaikan oleh
pengusaha yang berasal dari luar negerl. Unluk tu para pengusahs harus
mempersiapkan perusahsannya secara menyeluruh agar mampu  berseing
dengan pengusaha yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Sebagaimang sebuah prganisme, perusahaan akan mengalani berbagal
kondist yaitu {1) tumbuh dan berkembang secara dinamis, (2) berada pada
kondisi statis dan (3} mengalami proses kemunduran atau pengkenstan, Dalam
rangka fumbuh dan berkembang ini perusahaan bisa melakukan ekspansi bisnis
yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan (nfernal growth), dan pertumbuban
dari luar perusahaan {external growih).

Pertumbuhan  internal  adalah  ekspansi yang dilskukan dengan
mambangun bisnis ateu unit bisnis baru dan awal (slarf-ups business). Jalur ini
memerlokan berbagal pentahapan mulai dari riset pasar, desain produk,
perekrutan fenaga ahli, fest pasar, pengadaan dan pembangunan fasifitas
produksifoperasi sebeium perusahaan menjual produknys ke pasar. Strategi
pertumbuhan eksternal dilakukan mefalul Merger dan akuisisi dan merupakan
jalur cepat untuk mengakses pasar baru atay produk baru tanpa harus
membangun darl nol Terdapatl penghematan wakiu yang sangat signifikan
antarg pertumbuhan infernal dan eksternal melaiut merger dan akuisisi.
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Persaingan usaha menuniut perusshaan untuk selalu mengembangkan
strategi peruszhaan agar dapat bertahan atau bahkan berkembang febih baik.
Untuk it perusahaan perlu mangembangkan suatu strategl yang tepat agar
perysahaan bisa mempertahankan eksistsnsinya dan memperbaiki kinerjanya,
Porter mengatakan bahwa sualu perusshaan dapat memilih strategi untuk
mencapal sasaran vang akan ditujy, terdapat fga macam stralegl umum vang
dapat dilzkukan di sebush pasar, yaity:'

1. Keungguian blaya kessluruhan,

Datam hal im bisnis usaha mencapai biaya produksi den distribusi

terendah sehingga harganya lebih rendah dar pada pesaing dan

mendapatkan pangsa pasar. Perusshaan dengan strategi ini harus
terampil dalam rekayasa pembeli, produksi maupun distribusi dan tidak
partu terampit dalam menjual,

2. Pembedaan {diferansiasi).

Di sini bisnis berusaha mencapal kinerja terbaik dalem manfaat

pelanggan yang diinginkan kebanyakan pelanggan  dalam  pasar,

Perusahaan dapa! menjadi yang terbaik dalam pelayanan mutu, gaya,

teknoiogi dan seterushya, namun sulit untuk menjadi semuanya.

Perusahaan akan membina kekuatannya yang memberikan keuntungan

kompetitif dalam persaingan. Jadi perusahaan yang membel kotmponen

yang terbaik, memadukannya dengan bak, memeriksanya dengan telitl
dan seterusnva.
3. Fokus,

Diginl bisnis memickuskan dirf pads salah sstu segmen pasar yang

sempit, dan fidak mengejar pasar umum. Perusahaan mengenali

kebutuhan segmen ini dan melakukan keunggulan biaya atau pembedaan
dalam segmen sasaran itu.

Dalam melakukan kegiatan usaha untuk mencapai laba, Perusahasn
harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuban konsumen, Kemampuan
organisasi dalam menentukan siapa vang menjadi konsumen danrt produk/fjasa
vang dihasilkan merupakan saleh satu kunci keberhasilan organisasi. Berikutnya
barylah organisasi dapat memfokuskan diri untuk mengidentifkasi kebutuhan

' Biip Kotler, Markeling Monagemeni @ Anatysis, Planning, Implementaiion, and Conirol,
{N&w York : Prentice HaB international, 1987), Hal 87
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konsumen, cara-cara memenuhl kebutvhan lu dan akhimya mengusahakan
konsumen unluk fetap mengkonsumsi produk yang ditawarkan perusahaan.

Produk adalah semua yang dapsl ditawarkan kepada pasar untuk
diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan
keinginan atau kebutuhan pemakainya. Produk tidak hanya terdiri dari barany
yang berwujud, tetapi definisi produk yang lebih luas melipuli objek fisik, jasa,
kegiatan, orang, lempat, organisasi, ide alau campuran dart hab-hal lersebut

Sebuah produk dibual berdasarkan  spesifikasi, tetapl  konsumen
menggunakannya dengan harapan unuk mendapatkan beberapa manfaat dari
produk itu. Orang mempertimbangkan produk dar perspektif yang berbeda dan
kemudian membawa harapan yang berbeda pula pada diti mereka. Hal itu
mengapa pengembangan produk harus menekankan nilai pada pelanggan
daripada nilai pada teknologh

Produk vang dihasiikan ¢lgh perusahaan dapat berupg barang alaupun
jasa. Katika perusahean menawarkan produknys kepada masyarakat sebagai
kensumen, petusahaan harus memiliki keyakinan bahwa produk yang akan
diluncurkan ity memang dirancang untuk dapat memuaskan keinginan
konsumen. Olel karena itu, proses merancang sebuah produk, bukan sekedar
menyangkut penentuan ranfzat 2pa yang akan dipenuhi, melainkan juga
menyangkut Kepulusan disain produk, nama merek, mersk dagang, laminan,
citra produk dan layanan konsumen,

Merek adalah nama, istilah, landa, symbol, disain atau kombinasi dari
unsur-unsur inl, yang dimaksudkan sebagai pengenal barang atau jasa dari
penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Nama msrek adalah bagian dart
merek yang dapat diucapkan. Sebagai contoh Disneyland, Hilton, Club Med dan
Sizzier. Tanda merek adalah bagian dari mersk yang dapat dikengli namun tidak
dapat diucapkan, seperli symbgl, disain, wama atau hunuf yang khas. Contohnya
lengkungan ermas McDonald's dan huruf H pada Hilton.

Pengembangan nama merek merupakan unsur kunci pengembangan
identitas merek. Karakteristik yang dikehendaki dari nama merek antara lain®
adalah:

*Fandy Tiiptono, Brand Management & Strateqy, (Yogvakara | Andi, 2008), Hal 11,
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Nama merek harus menggambarkan manfaat dan kuaiitas produk.
Misalnya Dairy Quesn, Comford Inns, Pizza Hut, Burger King, American
Airlines.

Nama merek harus mudah diucapkan, dikenali dan diingat. Lebih
membanty bila nama ilu pendek. Misainya, Wendy's, Hilton,

Nama merek harus khas, Misalnya Ef Torilo, Avis, Bennigan's.

Lntuk perusahean basar di masa mendatang ingin memperiusas pasar ke
luar negeri, nama itu harus mudah ditedemahkan ke dalam bahasa asing.
Beberapa perusahaan mengzlami bahwa nama merekz bermnskna
negative biia diteriemshkan ke dalam bahasza Negarz yvang ingin
dimasukinva.

Nama merek harus dapat terdaftar dan terlindungi bukum.

Kotter menambahkan bahwa suaty merek adalah svatu simbol vang

komplek yang menjelaskan enam tingkatan pengertian®, yaitu:

1.

Atribut produk;

Merek memberikan ingatan pada albibut - alnbut terdentu dard susatu
praduk, misalnya jika kita mendengsr merek Nufrised, tentunya Kita
teringat akan minuman rasa jeruk,

Manfaat;

Alribut - atribut  produk vang dapat diingat melalui merek barus dapat
diterjernahkan dalam bentuk manfaat bgik secara fungsional dan manfaat
secara  emosional, misalnya atnbut  kekuatan kemasan  produk
manteriemahkan manfaat secara fungsional dan atribut harga produk
menterdemankan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan
harga diri dan status.

Nitai;

Merek mencerminkan nilai vang dimiliki oleh produsen sebuah produk,
misainya merek Sony mencerminkan produsen elektronik yang memiliki
teknolegi yang canggih dan modern.

*Fandy Tiiplons, Stralegi Femasaras, {Yogyakarta : Andi, 2007), Hal 104
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Budays,

Mergk mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya Mercedes
mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien, dan berkualitas
trggi.

Kepribadian,

Merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian terientu, misainya
lsuzu Panther yang diasosiasikan dengan kepribadian binatang panther
yang kuat (imesin kust dan {ahan lama).

Pengguna;

Merek mengelompokkan lipeipe konsumen yang akan membeli ateu
mengkonsumsi sualu produk, misalnys Yamaha Mio untuk konsumen
remaja dan wanita,

Konsumen melihat merek sebagal bagian produk yang penting dan merek

dapat menambah nilal produk, Untuk mendapatkan nilal tambah bagi produk
yang dilasikan, Perusahaan mempunyai empat pilihan ketika harus memilih
strategi merek. Perusahaan dapat memperkenalkan perfuasan linf (merek yang

teleh ada diubah ke dalam bentuk, ukuran, dan rasa yang baru untuk kategori

produk yang sudah ada), perfuasan merek (nama merek yang ada diperkenalkan

ke kategori produk baru), aneka merek (nama merek baru diperkenalkan ke
kategori produk yang sama), atau merek baru {merek baru untuk kategori produk
yang baru}.

Kategori Produk
Yang felah ada Baru
Periuasan Perivasan
Yang ieldh | Ln Merek ada
Nama Mersk Ancka Morek
Baru Merek Bary

Gambar 1.1 Empat strategi merek
Sumber : Fandy Tjiptono, Brand Management &
Strategy, Hal. 16
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Dalam menempatkan suatu merek dalam produk, Astous and Seguin

(1998} membagi bentuk brand placement dalam tiga jenis yaitu:

1

1.1.2

Implicit Brand Placement

Jenis dari Brared placment dimana sebuah merek [ produk / perusahaan
tampil dalarn sebuah produk tanpa disebutkan secara formal. Sifat brand
placerment ini adalah pasil sehingga nama mersk, logo ataupun nama
pergsshazn muncl ianpa gdanmya penjelasan apappun mengenai
manfaal ataupun kelebinan.

infegraled Explicit Brand FPlacement

Jeris darl brand placement dimana sebuah merek 7 praduk / perusahasn
disebitican secara formal dalam sebuah program. Sifat brand placement
ini adaleh aktif, dan pada tipe ini manfaatl ataupun keunggulan prodik
dikemunikasikan,

Non Integrated Explicll Brand Placement

Janis dari brand placement dimanga sebuah merek / produk / perusahaan
disebutkan sscara formal dalam sebuah program telapi tidak terintegrasi
dalam isi suatu produk,

Potenisi Merek di Indonesia
Merek mengindikasi sumbser atay pembuat suatu produk. Hal inl untuk

mendapatkan jamiran atau periindungan hukum bahbwa merek yang digunakan
perusahaan tidak ada yang menyalahgunakan sshingga merusak citra
perusshaan, Sssual dengan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek {selanjutnya UU Merek ), Perusahaan dapat memiiiki
hak atas merek atas penggunaan merek di Indonesia.

Hak atas Merek adalah hak sksklusif yang diberikan olsh Negara kepada
pernilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jengka
wakty fertentu dengasn menggunakan sendii Maerek fersebuf zisu
memberikan 2in kepada pihak kin untuk menggunakannya.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek pada

suatu produk, Perusahaan harus mendafiarkan mersknya ke Kantor Merek
Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hek

Asast Manusia {selanjufnya Diffen HaKl). Perusshaan tercaiat secara resmi
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sebagai pemegang merek ketika merek vang didaftarkannya telah terdaftar
dalam Berita Resmi Merek vang dikeluarkan oleh Ditjen HaKl,

Dari data yang diperoleh dari Kanlor Merek Ditjen HaKl, pendaflaran
mergk atas sualu produk sangst signifikan, Pertumbuhan merek yang didaftarkan
oleh perusshaan ferus berkembang dari tabun 2001 sampai ssat inl. Pada
pericde 2001 - 2002, pertumbuhan pendaftaran merek hanya 6 % atau sebeasar
28,426 merek untuk tahun 2001 dibanding dengan tahun 2002 vang hanya
sebesar 30.004. Sedangkan di lahun 2007, merek yang didafiarkan oleh
perusahaan ke Ditjen HaKl sebesar 43,258 alau terjadi pertumbuhan sebesar 52
% dibanding dengan tahun 2001,

Potenss lainnya adalah pencetatan mergk yang digunakan oleh pihak
kKedua sebagai pengguna merek di Indonesia melalui lisensi dengan pemilik
merek yang tercatat dalam Berita Resimi Merek sebagaimana telah diamanatkan
oleh ketentuan pasal 48 Undang-LUndang Merek.

Syarat dan tala cara permohonan pencalalan perjanjian Lisensi dan
kelentuan mengenal peranjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Melihal perkembangan yang positif ke depan terhadap penggunaan merek
dalam sistem nerdagangan di Indonesia, Pemerintah Republik indonesia bersama
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyiapkan revisi Undang-Undang Merek beserta
peraturan pelaksanaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur masalah hukum
teniang penggunagn merek di indonesia,

1.1.3 Pajak sebagai Beban Perusahaan

Pajak merupakan pungutan berdasarkan  undang-undang oleh
pemerintah. Secara administrative pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi
paiak langsung {direct fax} dan pajak tidak langsung {indirect fax). Beban pajak
langsung umumnya ditanggung oleh Perusahan baik orang pribadi atay badan,
sedangkan pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat,

Pajak vang diasumsikan sebagai biaya atau beban sangat mempengaruhi
pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan laba {profit). Secara

* Ketorangan vang diberkan oleh Bapak Tarsisius Didik Taryadl, Kasubdil Pelayanan
Hukurn Direkloral Merek Oijen HalKl Depariemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, pads saat
wawanecara ¢ Kanlor Marek JI. Raya Baan Magot KM 1 Tangerang pads tenggal 4 Nopsmber 2008
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ekonomis pajak merupskan unsur pengurang laba  yang lersedia bagl

perusahaan unluk dibagl sebagal deviden maupun diinvestasikan kembali.

Walaupun paisk dilelapkan melalul undang-undang vang mendapal persetujuan

wakibwakil rakyal, tidak semua wajib pajak rela membayar pajak. Pada

dasarnya, tidak seorangpun senang membayar pajak, asumsinya antara lain °

1.

Waijib pajak berusaha rmembayar pajak yang terutang sekecil mungkin
sapaniang hal tersebut dimungkinkan oleh Undang-undang.

Waiib paiak cenderung menyelundupkan pajak yakni usaha penghindaran
paisk yang lerulang sscara legsl Penghindaran pajak dilakukan
sepanjanyg Wajib pajak tersebut mempunyal dasar yang meyakinkan
bahwa kemungkinan besar mergka tidak akan ditangkap dan/atau yakiry
orang lainpun berbuat hal yang sama.

Darl aspek persaingan usaha, Paisk dapal mempenganunt Hingkat

persaingan usahe antar Perusahaan yang memproduksi harang yang sejenis

uyntuk dapat dikonsumsi oleh masgyarskat. Karayan dan Swenson (2007)

menjelaskan dua keadaan pajak dari pesaing yang mempengaruhi Perusahaan

dalam suatu persaingan usaha yakni® :

1.

Beban Pajak Pesaing Tinggl (Migh Tax’s Rate Competiory,

Keadaan ini merupakan suatu keuntungan bagi Perusahaan. Beban pajak
pasaing yang lebih Hnggl menyebabkan iingginya beban operasional
sehingga Pesaing menstapkan harga jual produk  lebih tinggi dari
Perusahaan. Perbedaan harga jua)l merupakan suatw keuntungan bagi
perusahaan umtuk membuat konsumen memilin produknya daripada
produk pesaing dengan jenis produk dan kualitas yang sama

Beban Pajak Pesaing Rendah {Low Tax's Rate Competifor)

Keadaan Ini merspakan suatu keuntungan bagl Pesaing. Beban pajak
Perusahan yang lebih finggl menyebabkan tingginya beban operasional
sehingga Pesaing menetapkan harga jual produk pesaing lebih rendah
dari Perusahaan. Perbedaan harga jual memupakan sustu kerugian bagl

¢ &mmmé 2gin, Manajemen Parpojekan, {Jskaria - Salomba Empal, 2007), Hal 43
& Jhoo E. Karaysn dan Charles W. Swenson, Strategic Businsss Tax Planming, (New

Jersey: Jhon Wiley & Sons Inc, 2007}, bal 155178,
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perusahaan unfuk membual konsumen memilh produknya daripada
produk pesaing dengan jenis produk dan kualitas yang sama

Bagi peruszhagn, pajak merypakan beban yang mengurangi laba bersih

ysaha sehingga manajemen selalu berupaya untuk mencapai beban pajak yang

paiing efisien. Upaya tersebut ditakukan dengan berbagai cara baik secara legal

maupun illegal. Tujuan dari perencanaan pajak adalah membuat agar beban

pajak serendah mungkin dengan lidak melanggsr undang-undang stau peraturan

perpajakan yang ada. Manfaat perencanaan pajak pada umumnya adalaghe

1.

Penghematan kas kelugr, dslam hal inl pemusnasn psisk dapat
mengurang beban pajak yvang merupakan biays bagi perusshaan.
Mengalur aliran kas {cash flow)}, dalam hal inl pemcanaan pajak dapat
mengestimast  kebuluhan  kas untuk  pajak  dan  menentukansaat
pembayaran sehingga dapat perusahaan menyusun anggaran kas yang
lebih akurat.

Upaya Wajib Pajak untuk mengurangi pajak dapat dilakukan dengan tiga

cara {Tjiptono dan Husain, 2000, 475] antara lain:

1.

Penghematan pajak {lax saving), yailu upava walib pajak mengsiakkan
ulang pajak dengan lalen menahan dirt untuk membsll produk vang ada
PPN-nya, mengurangi jam kera sehingga penghasiiannya kecll dan
terhindar dari pajak penghasilan yang besar.

Penghindaran pajek {iax avoidancse), yaitu upaya wajib pajak tidak
melaksanakan perbuatan yang dikenakan pajak atay manipulasi
penghasilan secara legai (memanfaatkan kelemahan tUndangundang),
Penyefundupan pajak (tax evasion), yaitu upaya wajib pajak dengan
penghindaran pajak secara ifegal {melawan ketentuan Undangundang}
dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenamya. Seperti yang
telah diuraikan di atas, pembayaran pajak oleh wailb paiak kepada
negara bukanlah semala luran warga negars yang bersifal sukarela,
Pembebanan pajak merupakan suatu kewajiban yvang harus dijalankan
cleh waiib pajak yang mendasarkan legalitas darni pslaksanaannys afas
dasar undangundang, vang juga memuat sanksl yanp dikenakan
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terhadap waiib pajak yang melalaikan pelaksanaan kewajibannya, baik
sengaja maupun tidak.

indonesia memiliki polens datarn menggali peasrimasn pajak dari sekior
pangaunaan merek pada sualu produk oleh perusahaan bak digunakan sendin
maupun dilisensikan kepada pihak keligs sesual dengan ketentuan peraturan
yang beraku. Sampai dengan saat ini, pembahasan dan analisa mengenai
upaya-upaya penghbindaran pajak oleh Perusahaan sebagai pemegang merek
dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajgRannya  belum  dilakukan
pencliian secara mendalam, maka  dalam penulisan tesis inf diben judul ©
Analisis Perencanaan Pajak Bagi Psrusghaan Pemegang Merek di
Indonesia Dalam Rangka Meminimaligasi Pajak Terutang”.

1.2  PERUMUSAN POKOK PERMASALAHAN

Penerapan perencanaan pajak yang benar sangat perlu dilaksanakan
olelt manajemen perusahaan bukan saja dalam rangka penghematan beban
pajak fefapi juga memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan vang tepat pada
wakiunya agar perusahaan terhindar dar  senksisanksi  perpalskan.
Perencanaen pajek juga dihargpkan mampu meningkatkan  pendapatan
perusahaan setelah pajak, dan kemampuan perusahaan berkompetisi dengan
pesaing dalam jenis dan produk yang sama untuk meraih kepuasan konsumen
dan keberlangsungan usaha perusanaar.

Suatu perencanasn paiak  oleh Perusahaan mempunyal  suatu
konsekuensi hukum bilamana perencanasn fersebut dilakukan sebagal upaya
penghindaran pajek oleh perusahaan. Mal tersebut dilakukan Perusahaan untuk
meminimalisasi pajak ferutang. Kesesuaian pemenuhan kewajiban pada pola
manajemen perusahaan dengan ketentuan perafuran perpajakan yang berlaku
pun menjadi salah satu faktor kunci ada atau tidaknya beban pejak dalam benfuk
sanksi administrasi dan pidana yang dapat merugikan citra dan Reberdangsungan
usaha Perusahaan. Oleh karena ity diperiukan adanya pengawasan optimal
yang dilakukan Dillen Pajak sebagal sarana dan wadah uniuk menggali potensi
perpajakan dan menimbulkan compliantary assessment oleh perusahaan.
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Dart uraian lersebul diglas, dapat dirumuskan  dalam liga pokok
permasalahan penelitian sebagai berkut .
1. Bagaimanakah upays penghindaran pajak yang dilakukan oleh pemegang
merek dalam rangka meminimalisasikan pejak yang terutang ?
2. Apakah implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan yang ditzkukan
oleh pemegang sudah sesual dengan ketentuan perpaiakan yang berlaku ?
3, Apskah lengkah-langkah vang dilakukan ofeh Ditlen Pajek  dalam
mengoplimalisasikan potensi pensrimaan pajak dar penggunasn merek
oleh pemegang merek di Indonesia 7

1.3  TUJUAN PENELITIAN
Dari pokok permasalahan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian

sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya-upaya penghindaran pajak yang dilakukan cleh
perugahaan ssbagai Pemegang Merek uniuk meminimalisasikan pajak
yang terutang.

2. Mengetahui kesesuaian implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan
oleh perusahaan ssbagsl psmegang merek  dengan  Ketentuan
perpaiakan yang berlaku,

3, Mengelahui langkah-langkah vang dilakukan oleh Difjen Pajak dalam
rangka mengoplimalisasikan potensi penerimaan pajak dari penggunaan
mersk oleh perusahaan sebagai pemegang merek di Indonesia

1.4  SIGHIFIKANSI PENELITIAN
1.4.1 Signifikansi Akademis

Secara zkademis, peneliiant ini diharapkan meniadi penelitian lanjutan
tantang upaya-upaya penghindaran pajak oleh Perusahaan sebagai Pemegang
merek di Indonesia. Dalam Peneliian ini, konsep perencanaan pajak oleh
perusahaan sebagai wajib pajak dilakukan dalam bentuk penghindaran pajak
(tax awvoidance) dan penggelapan pajak {fax evasion) dalam rangka
meminimalisasi pembayaran pajak vang teritang.

Penelitian ini juga dilakukan dalam kerangka teort administresi pajsk
khususnya pemenuhan kewsjiban perpgjakan yang dilskukan oleh perusahaan
sebagal pemegang merek dan subyek pajek di Indonesia yany dikdasarkan pada
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kepaivhan formal dan matleridl sesuat dengan kelspluan perpajakan yang
berlaku. Peran pengawasan yang dilskukan oleh Difen Pajak dalam
mengoptimaliasi generimaan pajak dart penggunaan merek oleh perusahaan dan
menegakkan law enforcement.

1.4.2 SBignifikansi Praktis

Signifikansi praklis atas penclitian untuk member masukan atau alternalf
kepada pimpinan Direkiorat Jenderal Pajak dalam mengawasi pelaksanaan lax
planning perusahsan sebagal pemegang merek sebagal upaya penghindaran
paiak terulang. Pengawasan yang opltimal berbanding lurus dengan peningkatan
penenmaan dan kepatuhan perusshaan dalam melaksanakan pemenuhan
kewajiban perpajakannya di Indonssia.

15  SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis inl menggunakan sistematika sebagai berikut :

1. BAB | PENDAHULUAN
Merupakan bab pendahuluan yang membahas latar belakang masalah,
pokok pemmasalahan, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

2. BABI TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN
Bab ini. menguraikan teori dan konsep yang berkailan dengan lalar
belakang masalah dan tujuan penulisan tesis ini. Bab i juga
menguraikan metode penshiian vang digunakan.

3. BAB M KETENTUAN DAN PERKEMBANGAN MEREK Di
INDONESIA
Dalern bab inl diuralkan ketenuan dan perkembangan merek di
ndonesia.

4. Bab iV ANALISIS PERENCANAAN PAJAK GLEH PERUSAHAAN

SEBAGAL PEMEGANG MEREK DI INDONESIA

Dalam bab ini diuratkan upaya-upaya penghindaran pajak yang dilakukan
oleh perusashasn sebagal Pemegang Merek unluk meminimalisasikan
pajek yang tervtang. Digambarkan pula kesesualan implementasi
pemenuhan kewaiiban perpajakan oleh perusahaan sebagail pemegang
mersk dengan Relentuan perpajakan yang berlaku dan dilanjutkan
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dengan uraian langkah-tangkah yang dilakukan oleh Diljen Pajak dalam
rangka mengoplimalisasikan potensi penerimaan pajak darl penggunaan
merek cleh perusahaan sebagal pemegang merek di Indonesia

Rab V SIMPULAN DAN SARAN

Merupskan bab penutup dengan menyampaikan sinpulan dan saran,
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BAB U
TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

24. PERPAJAKAN
211 Definisi Pajak
Pajuk dalam istilah asing dientaranya fax {Inggris), import Contribution,
taxe, droil (Perancis), Stenuer, Abgabe, Gebuhr {Jerman); impuesto confribution,
fributem gravemen, \asa (Spanyol} dan HBelasling (Belands). Ada berbagai
pengertian atau definist tentang pajgk yang diberikan oleh para ahli, khususnya
pada shi dibidang keuangan negara { Public Finance), ekonomi, maupun hukurn,
Definisi mengenai Pajak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah:
Menurut Larking, secara umwim pajak dapat didefinisikan sebagai herkut

"In general a tax may be defined as a government fevy whith is not
in return for a specific hanefit and Is not imposed by way of fine or
penafly {e.g. for non-complisnice with the law), except in some
cases where refated 1o lax-related offences”’

Menurut Seligman ssbagaimana dikutip oleh Brotodihardjo, pajak
didefinisikan sebagai berikut:

“Tax is a compulsory contribution from the person to the government
to defray the expenses Incurred in the common interest of aff,
without reference to special benefits conferred™

Sommerfeld dan kawaan-kawan, menyalakan pengerlian pajak sebagat
berikut

Y. . .any nonpenal yet compuiscry fransfer of resources from the
private lo the public seclor, levied on the basis of predetermined
criteria and without receipt of a specific benefit of equal vaiue, in
orcder to accomplish some of a nation's economic and social
objectives.™

?iiazzy L arking, IBFD Inlomstions! Toax Glozsery. { Amsterdam ; 1BFD, 2008), Haladd
¥, Santoso Brotodihardin, Peagantay #my Hukum Pajak, {Bandung | PT Relika Aditama,
20033, Hal, 4.

*Ray M. Sommerfeid, Hershal M. Anderson dan Horace R, Brock, An introduction fo
Faxstivn, (New Yok : Harcous? Brace Jonovich Inc, 1981}, Hal 1.
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Brotodihario memberikan definisi pajak sebagai berikut ;

Pajak adalah bartuan, baik secara langsung maupun tidak langsung
yanyg dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari
barang unluk menuiup belanja pemerintah. ™

Dari definisi tersebut dapat divrakan beberapa unsur pokok pajak yaitu :

1.

juran deri rakyat kepads negara;

turan berall wrunan, pemunggutan jumiah uang yang harus secarg rutin
glsh setiap anggota masyarakat

fajek dipunggut berdasarkan undang-undang,

Pajak pada hakekatnya merupakan beban yang harus dipikul oleh rakyat,
pemungguian pajak tanpa dasar hukum atau undang-undang dapat
dikatakan perampokan gtau pemerasan oleh negara kepada rakyatnya.
Oleh karena perlu legalitas yang mendasari pemunggutan pajak, artinys
bahwa segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, sepert
pajak dan lain-lain harus ditetapkan oleh undang dalam hal ini dengan
persetujuan Dewan Parwakilan Rakyat (DPR)

Pajak dapat dipaksakary,

Pemerintaly dalam hal ini pelabat alau petugas vang berweneng
memungaut pajak diberikan kewsnangan untuk melakukan tindakan yang
meamaksa wajib pajak memenubi kewajiibannya . Tindakan dapat diambil
baik dalam bentuk sanksi adminisitrasi maupun pidana yang berakibat
hitangnva kebebasan individu,

Tidak memperoleh kontraprestasi langsung;

Paiak dipunggut stau ditarik oleh negara kepada rakyatnya lanpa
mengakibatkan Himbuinya kewsjiban bagi pemerintan terhadap pembayar
pajak secars individu melaikan kontrapestasi diberikan secara kolektif
sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah unfuk memberikan
kesejahteraan dan kemnakmuran masyarakat.

Pajak digunakan untuk kepentingan umum;

Hasill pajak digunakan untuk membiayal pengeluaran-pengeluaran rutin
pemeriniah  dan bila terdapat surplus disebut juga public saving
digunakan sebagai sumber utama untuk membiayai pubfik invesment.

Parotodibaro, Op. cit,, hal.19
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2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi paiak berarli kegunean atau manfaat pokok dari pajak itu sendir.
Safri Nurmantu'’ menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungst, vaitu fungsi
budgeter dan fungsi reguisrend, Pajak berfungsi budgeter, yaitu untuk
mengumpulkan vang pajak sebanvak-banyaknya sesuai dengan undang-
undang vanyg beriakyu yang pada waktunya akan digunakan untuk
membiayal pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin
dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (surplus) akan
digunakan sebagai tabungan pemerintah. Sedangkan fungsi regulerend
adalah suatu fungsl bahwa pajak-pajak tersebut digunakan sebagal suatu
alat untuk mencapal tujuan-tujuan tertentu.

Meski demdkian, dalam pandangen Richard Burton dan Wirawen
B, lyas' terdapat pula fungsi lain dari pajak yang saat ini mengemuka,
yaitu fungst demockrasi dan Ringsi redistribusi.  Fungsi demokrasi
menyatakan bahwa pajak merupeakan salah satu penjelmaan atau wujud
gistem  gotong-royong, lermasuk Kegiatan pemerintahan  dan
pembangunan demi kemaslahatan manusia. Sebagai impiamant:@sinya,
pajak memiliki konsekuensi unfuk memberikan hak-hak timbal-balik yang
rmeskipun tidak dilerirna langsung. telapi diberikan kepada warga negara
pembayar pajak. Demikian selanjuinya, hingga pajak akan berfungsi
redistribusi, yaitu mengimplementasikan unsur pomerataan dan keadilan
dalam masyarakat Bila pajak diterapkan dengan balk maka dapat
dipastikan terjadi bsberapa dampak pajak terhadap perekonomian dan
berbagai aspaknya.

2.1.3 Sistemn Perpajakan

Terdapat tiga unsur pokok peraunggutan pajak yang harus saling terkait
satu sama lainnya. Kesuksesan pelaksanaan perpajakan tergantung pada
keharmonisan ketiga unsur tersebut., Ketiga unsur'™ tersebut adalah :

V'Qatri Nurmaniu, Pengantar Perpaiaken, (Jekarta: Granit, 2005), hal. 30

*2 Richard Burion dar Wirswan B, llvas, Hukum Pajak, (Jakarta: Sslemba Empat, 2004),
Hal 8.

PHaula Rosdiana dan Resin Terigan, Perpajakan: Teon dan Aplikasi, (Jakarta : PT Raja
Grafindo Perkasa, 2008), Hal. 9338
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2.14

Kebligkan Perpajakan

Kebijakan perpajakan merupakan pemilihan unsurunsur dari berbagai
alternatif perpajakan yang lersedia terhadap tjuan yang akan dicapai.
Pemilihan unsur-unsur tersebut berhubungan dengan siapa yang akan
dikenakan pajak (subjek pajak), apa yang skan dikenakan {obiek pajak)}
carg perhitungan dan prosedur pajak,

Undang-undang Pajak

Dari berbagal kebijakan perpajaken tersebut diatas 2gar dapat
memberikan  kepastian hukum i{entang pemunggutan pajak  harus
dirumuskan dalam suatu peraturan formal yang disabut dengan undang-
undang pajak dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang yang baik
harus mudah dimengedt dan mudah dipahami sshingga  fidak
menyusahkan pembuat dan pemakat undang-undang itu sendirl.
Administrasi Perpajakan

Administrasi pajak merupzkan insfrumen untuk mengoperasionalkan
kebijakan perpajakan dan hukum perpajakan yang berlaku, Administrasi
Pajak merupakan kunci bagi berhasilnya kebijakan perpajakan.

Teknik Pemungutan Pajak
Terdapat empat sistem pemunggutan pajak menurut Mansury™ yaitu

sebagat berikut

1.

Official Assesment system yailu suatu sistem pemunggutan pajak
dimana wewenang untuk menghitung besamya pajak terhutang oleh
seseorang berada pada pemunggutan atau aparatur pajak, dalam hat ini
wajib pajak besifat pasi, menunggu ketetapan dar aparatur pajak, hulang
baru timbul bila sudah ada surat keletapan paiak dari aparatur pajak

Seif Assesment sytsem yaily sistem pemunggutan pajak dimana
wewenang untuk menghitung besamya pajak ferhutang berada pada
wajib pajak dalam sistern ini wajib pajak harus akiif menghitung,
memperhitungkan, menyetor dan metaporkan sendiri pajaknya.. Fiskus

¥ Mansuty, Pajak Penghasiien Larjulan Fasca Reformasi 2000, {Jakara: Yayasan

Pengembangan dan Penyebaran Pengsiehuan [YP), 2002}, Hal2b
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tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak lerhutung kecuall
wajib pajak menyalahi aturan.

3. Full seif Assesment system yaitu suatu sistem perpajakan dimana
wewenang untuk menghitung besarnya pajak terhutang oleh wajib pajak
berada pada wajib pajak itu sendini, dalam sistermn ini wajib pajak tidak
harus akiif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan
melaporkan sendird palaknve. Fiskus tidak twrul campur dalam penentuan
besarnya pajak yang terhulang.

4. Bemi Fuli Seif Assesmernl vaitu gistern pemunggutan pajgk campuran
antara selft assesment dan official assemsement.

Adriani, sebagaimana dikitip oleh Brotedihardjo, mengemukakan teknik-
teknik psmungutan pajak pada peleksanasnnya ferdini atas 3 {tige) bagian,
yaitu ™
1, Waijib Pajak menentukan sendid jumiah pajak vang ternutang sesual

dengan ketentuan undang-undang perpaiakan.

2. Ada kerja sama antara Waijib Pajak dengen Fiskus {ietap kata terakhir
ada pada Fiskus) dalam bentuk:

d. Pemberitahuan sederhana dari Wajib Pajak .

b. Pembernitahuan yang lengkap dan Waijib Pajak.

3 Fiskus menentukan sendin {di luer Wajib Pajak) jumlab pajak vang
terutang.

Di dalam sistem psmungutan pajak, terdapat asas-asas yang harus
diperhatikan. Banyak pendapat ahli yvang mengemukakan tentany asas-asas
perpajakan yang harus ditagakkan dalam membangun suatu sistern pemungulan
pajek, diantaranya yang paling terkenal adalah pendapat Adam Smith yang
dikenal dengan four maxims, yaitu equity (adil), cerlainty (pasti). convenience
{mudah) dan economy {ekonomi).

Nightingale, menyatakan bahwa dalam sualu sistemn perpajakan modem,
pemungutan pajak yang ideal harus mencakup asas-asas berikut °

“grotodihardio, op.cit, Hal, 64,
*¥ Kath Nigtingale, Taxation, Theory and Practice, ( United Kingdom : Pearson Education
Limited, 2000) Hal. 7
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Simpie, certain and convenient (Saderhana, pasti, dan nyaman}

Pajak mest relatit sederhana bagi Wajib Pajak untuk mengelahui
kewajibannya, dan diadminisirasikan sedemikian rupa agar Wajib Fajak
menyadari jumigh yang harus mereka bayar, dan tanggal jatuh fempo
pembayaran, (ara pembayaran yang mudah dan nyaman,

Flexible (Flexibel).

Struktur dan trait pajak mesti fleksibel, sehingga rmudat dirubah untuk
menyesuaikan dengan perubahan keadaan,

Adminisiratively efficient (Secara admnistrasi efisien):

Biaya administrast pajak harus lebih rendah dar] penerimaan pajak, balk
bagi otoritas pajak maupun bagi Wajib Pajak dalam rnemenuhi kewajiban
pajaknya (blaya kepatuhan harus bisa serendah mungkin).

Neutral {Netral).

Pajak disebut neteral bila ig Hidak mendistorsi pilihan ekonomis, distorsi
pilthan ekenomis dikenal dengan islilah beban lebih perpajakan {fhe
exess burden of taxation), menyebabkan efek substitusi yang
menyebabkan inefisiensi ekonomi. Semua aktivitas ekonomi mempunyai
biaya dan manfaat yang terkalt dengannya, misalnya biaya untuk bekerja
dapal disebut kehilangan wakiu  untuk  bersenang-senang, dan
manfaatnya lalah upah yang diterima; ketika pajsk dimasukan dalam
persamaan ini distorsi fimbul datem bentuk Tax Wedge. Tax Wedge ini
adalah selisih antara biaya marginal dari akiivitas dan manfaat marginal
vang diterirna, tingkat distorsinys ditentukan oleh besamya lax wedge.
Setiap paijak yang dibebankan di dalam aklivitas ekonomi berefek lidak
nelrat dan pemerintah juga berharap efeknya tidak nelral kalau akan
dipakai di dalam kebijakan fiska: sebagai alat manipulast perekonomian.
Dalam hal ini, tingkat netralitasnya yang penting ketka mengevaluasi
sistem perpajakan.

Equitable (Adif)

Pajak harus wajar 'agar para VVajib Pajak dapat menetimanya. Terdapat
kecenderungan besar untuk menghindari pajak bifa sistem pajak
dianggap tidak adil, sering dissbutkan bahwa bila ada penghindaran
pajak secara besar-besaran maka yang salah adalah sistern
perpalakannys, bukan Waijib Pajaknya. Ada dua jenis keadilan yang periu
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diperhatikan, yaitu: {3} keadilan horizontal, mensyaratkan Wajib Pajak
dengan situasi yang sarna dipedakukan sarna, (i} keadilan veriikal,
mensvyaratkan Wajib Pajsk dengan situasi yang berbeda diperiakukan
dengan berbeda,

2.1.5 Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Patuh mempunyal  ani  {aal,  tnduk, melaksanakan apa vyang
diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh suatu norma  hukum.
Bilamana dikaitkan dengan adminitrasi pajak sustu kepatuhan menund
Nurmantu dapat didefinisikan sebagai suslu kesadaan dimana Wajb Pajak
memenuhi semua kewajban perpajakan dan melaksanakan nak perpsjakannya.
Nurmaniu membagi dua kepatuhan dalam sistern adminisiasi paiak  yailu
Kepatuhan Formal dan Kepatuhan Materit.”

Kepatuhan formal adaiah suaty keadsan dimana waiib pajak memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesual dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepafuhan materiil adalah suatu keadaan
dimana Waiib Pajak secara substantif atau hakekal telah memenuhi semua
ketentuan material perpajakan |

International Tax Glossary memberikan definisi kepatuhan sebagai suatu
tingkat dimana wajib pajak patuh terhadap semua peraluran perpajakan dengan
mengumumkan sscara terbuka besamya penghasilan yang diperoleh dan
membayar tepat pada wakiunya, sebagaimana terural sebagai berikut

‘Degree to which a taxpayer complies {or falls to complv} with the

tax rudes of his country, for example by declaring incoms, filling a

return and paying the fax due in a tirmely manner”

Bilamana suaitu ketentuan suatu norma hukum dilanggar maka terjaditab
ketidakpatuhan  atau pelanggaran hukum. Dalam  penefiian  empirisnyva
Chambles, yang dikulip Soemitro, menyatakan bahwa motif dari pelanggaran
sualy Kkeltentuan hukum dibsdakan menjadi dua yaknl perilaku jahat yang
ekspresif dan instrumental. Perilaku jahat yang ekspresif dilakukan karena
merupdkan suatu kenikmatan ssndiri bagi pelakunya, dan bukan dijalankan
untuk mencapal tujuan lain. Sedangkan perlaku jahat yang instrumental
bertujuan untuk mencapal maksud-maksud tertentu, diluar perbuatan &u sendini.

YSafr Nummantu, Panganiar Perpajakar, {Jakerta: Granil, 2005} hal. 148-149.
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2,185 Upaya-lpaya Pemerintahh Dalam Mengoptimalisasi Penerimaan

Pajak

Dalam rangka menyelamatkan penerimaan negara dari sekior pajak,
pemeriniah dapat melakukan intervensi, baik yang bersifal langsung {(direct
government invoivernent) ataupun tdak langsung (government influence) yakni
melalui reguiasi. Menurutnya regulasi yang efektif unluk mencapar kepentingan
publik mermpakan fungsi pemerintah yany esensial. Parnyataan vang lengkap
mengenal hal tersebut adalah sebagai berikut:

*Effective regulation lo achieve a specified public interest is an
essential function of government. A good regulaiory system
supports national economic activily, development, and equily in
many ways -~ definition properly righls and avoiding neesdiess
iitigation, fostering compelition, carredding failures, and promoting
efficient and equitable social and environmental policies™

Senada dengan hal yang di atas Yudkin yang dikulip oleh Rahayy, jugs
menyabutkan  bahwa dalem  upaya mengantisipasi  kesaiahan atau
ketidakbenaran Wajlb Pajak dalam melaporkan pajaknya, sistem perpajakan
harus dilengkapl dengan ketentuan mengenai pengliian maupun pemeriksaan
atas laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tersebut. Di samping itu, upaya
untuk melakukan faw enforcement atas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib
pajak serta pengetahuan fiskus mengenal masalah perpaiskan juga merupakan
hat yang penting untuk c:ii;:uerhatiiwz*zfﬁi

Selain pentingnya pemeriksaan dan pesnyesmpumaan peraturan afau
regulasi yang efekiif uniuk menangkal parkfik-eraktik penghindaran pajek, jugs
diperiukan adanya keria sama aplar administrasi pajak baik domestic maupun
infemasional melaiui periukaran lnformasi sebagaimana cleh Gnazzo vang
dikutip oleh Rahayu sebagat berikut;

“There are two ways of combating tax avoidance and tax evasion
and accordingly, reducing the magnitude of the underground

“oalvatore Schiave Campo and Patchampat Sundaran, To Serve and lo Preserve :
Improving Public Administration i a Comparelive World, (Jakarts, 2000}, hal.24 -25, sebagaimana
dikutip oleh Ning Rahayu, dalam Disertasl yang berudul *Prakiek Penghindaran Sgiak {Tax
Avoidsnce) pads Forsign Direct Investment vang Berbenivk Subsidiary Company (PT PMA) 4
inc&masi&i (Suatu Kafan Terhadap Andl Tax Avoidance), Jakerta: U, 2008, hal 65

¥ Ming Rahayy, "Praklek Penghindaran Fajsk {Tax Avojdance} pada Foreign Disect
invesimant yvang Berbentuk Subsidiary Company {PT PMA) di Indonesia {Sualu Kajian Terhadap
Arti Tax Avoidange), Disertag Doktor (2008) ba! 858
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gconomy, namely by improving the efficiency and effectiveness of
the tax administration and reviewing legal regulution and promoting
cogperation between the tax administration te combat lax evasion
and tax avoidance of the internal and international levels "™

Kemudian OECD (Organization for Economic Co-operation and
Developmenr) yang dikutip Rahayu, memberikan rekomendasi kepada negara-
negara anggolanya untuk mengantisipasi prakiik-prakitk penghindaran pajak
sebagai berikut:

“Pertama: memperkual perataran-peraturan  perpajakan  soria
pemeriksaan dan penyidikan pajak dalam upaya mendeteksi dan
mengantisipasi praktik-praktik penghindaran pajak.

Kedua: memfasilitasi, meningkatkan serta memperluas pertukaran
informasi antar administrasi pajak internasional dalam memerangi
praktik penghindaran pajak.

Ketiga: melakukan pertukaran pengalaman secara berkesinambungan
mengenai faktik-taktik untok mendeteksi dan mengantisipasi praktik-
prakiik penghindaran pajak serta meningkatkan rax complianee.”™

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pemerintah dalam hal ini
Ditien Pajak sebagai institusi vang menangani perpaiaken dapat melakukan
langkah-langkah dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah sebagai
benikut:

1. melakukap penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan;

2. melakukan - pengawasan/pemeriksaan  atas  pelaksanaan  kewajiban
perpajakan wajib pajak;

3. meningkatkan pendidikan perpajakan bagi aparat perpajakan (fiskus);

4, melakukan pertukaran informasi (exchange of information) baik di tingkat

domestic maupun internasional.

# ibid., Hal 86

¥ OECD, HarmfulTax Compefiion, An Emerging Globel Jssus, (1988, ssbagaimans
dikertip aleh Ming Rahayu, dalem Diseriasi yvang berfjudul “Prakiek Penghindaran Faipk {Tex
Avotdanca) pada Forelgn Direct Invesiment yang Berbonluk Subsidiary Company (PT PMA) di
Indonesia (Sualu Kajian Terhadap Ank Tax Avaidence}, Jakarla: W, 2008, hal 66
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2.2 PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)

Pada umumnya semua perusahaan didirkan mempunyal maksud dan
tujuan yang ingin dicapai oleh pemiliknya. Tujuan utama adaish untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-basarnya sehingga dapal meningkatkan
nitai perusahaannya, yang pads skhirnye dapal memberikan kesejshieraan
kepada slakeholder. Untuk mencapal fujuan tersebul, manajemen perusahaan
harus menjalankan fungsinya dengan efisien dan efeklif dalam mengsiols
sumber days dan dana yang ada secara oplimal, Salah satu fungsi manajemen
adalah perencanaan, Fungsl perencanaan memberikan fujuan dan sraharn
kepada mangjsmen perusahaan, menentukan yang akan dikerjakan, kapan akan
dikeriakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengeriakannya.

221 Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan paiak adalah langkah awal dalam mansgjemen pajak. Pada
tahap ind dilakukan pengumpulan dan penelilian terhadap peraturan, dengan
maksud dapat diseleks! jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada
umumnya penekaran perencanasn pajek adalah meminimumkan kewajiban
perpalakan.

Secara umum perencanaan pajak ({tax planning) dapat diartikan sebagai
proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang
pajak bak pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada diposisi lebih
rendah. Sepanjang bal tersebut memungkinkan baik oleh ketentuan maupun
peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ada satu hal pun dalam undang-
undang yang melarang seseorang untuk melakukan suatu manasjemen pajak,
yang bertujuan untuk meminimalkan psmbayaran paiak.

Suaty perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan
penghematan afau lax saving dan penghindaran pajak {tax avocidance). Tidak
termasuk didalamnya perencanaan paiak atau fax evasion.

Larry, Friedman, dan Anders, menyatakan bahwa:

"Tax planning Is the sistematic analysis of differing tax options
aimed at the minimization of tax Fability in current and fulure fex
periods"#

22”02&;?&2}%3? . Larry, Jak P Friedman dan Susan B. Anders, Dictionary ¢f Tax Terms,
{Mow York : Baron's Guids, 1884 hal 300
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economy, namely by: Improving the efficiency and effectiveness of
the tux admintstration and reviewing legal reguiation and promoting
copperation between the tux acninistration to combat tax evasion
and wax avoidance af the internal und internationdd fevels "™

Kemudian OQECD (Crganization for Economic Co-operafion and

Development) yang dikutip Rahayu, membenikan rekomendasi kepada negara-

negara anggotanya untuk mengantisipasi prakok-prakiik penghindaran paiak

schagat berikut:

“Pertama:  memperkuat  peraturan-peraturan  perpajakean  seria
pemeriksaan dan penyidikan pajak dalam upaya mendeteksi dan
mengantisipasi praktik-praktik penghindaran pajak.

Kedua: memfiasilitasi, meningkatkan serta memperiuas pertukaran
informast aptar administrasi pajak internasional dalam memerangi
praktik penghindaran pajak.

Ketiga: melakukan pertukaran pengalaman secara berkesinambungan
mengenai taktik-taktik untuk mendeteksi dan mengantisipasi praktik-
prakitk penghindaran pajak serta meningkatkan zx compliance.™

Jadi berdasarkan pendapat para abli di atas, maka pemerintah dalam hal ind

Ditjen Pajak sebagai institusi yang menangani perpajakan dapat melakukan
langkah-langkah dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak adalah sebagai
benkut;

1
2.

2.2

meelakukan penyempumaan ferhadap peraturan perpajakan;

melakukan  pengawasan/pemeriksaan  atas  pelaksanaan  kewajiban
perpajakan watib pajak;

meningkatkan pendidikan perpajakan bagl aparat perpajakan (fiskusg);
melakukan pertukaran informasi (exschange of information) baik di tingkat
domestic maupun internasional,

PERENCANAAN PAJAK {TAX PLANNING}

* o, Hal 66
3 OEGD, MarmfulTax Compeliton, An Emerging Globsl Issue, {(1998)., sebagaimana

ditadip oleh Ming Rahayw, datem Disertast yvang begudyl “Frakiek Penghindaran Pajak {Tax
Avoidance} pada Forelgn Dirsct Invesimend yang Boshentuk Subsidiary Company (PT PMA) i
Ingdonssia (Suaty Kejian Teshadap Anli Tax Aveldance), Jakarta: UL, 2808, hai 66
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Fada umumnya semua perusahaan didirkan mempunyal maksud dan
tujuan yang ingin dicapai oleh pemiliknya. Tujuan utama adslah uniuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-besamya sehinggs dapat meningkatkan
nilai perusahaannva, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan
kepada stekeholder. Untuk mencapal tujuan tersebut, manajemen perusahaan
harus menislankan fungsinys dengan sfisien dan efektif dalam mengelola
sumber daya dan dana yang ada secara oplimal Saiah salu fungsi manajemen
adalah perencanasn. Fungsl perencansan memberikan hyuan dan srahan
kepada manajemen perusahaan, mengniukan yang akan dikeriakan, kapan akan
dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan siapa yang akan mengeriakannya.

2.2.1  Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adslah langkah awal dalam manajemen pajek. Pada
tahap ind diakukan pengumpulan dan penelifian terhadap peraluran, dengan
maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Pada
umuminya penekanan perencanasan paiak adalah memininumkan kKewajiban
permajakan,

Secara umum perencanaan pajak (fax planning) dapat diartikan sebagai
proses pengorganisasian usaha wajib pajak sedemikian rupa, sehinggsa hutang
pajak bailk paiak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada diposisi lebih
rendah. Sepaniang hal terssbul memungkinkan baik olegh ketentugn maupun
peraturan perpajakan yang berlaku, Tidek ade satu hal pun dalam undang-
undang vang melarang seseprang untuk melakukan sustu manajemen pajak,
yang bertujuan untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan
penghematan atau fax saving dan penghindaran pajak (lax avoidance). Tidak
termasuk didalamnya perencanaan pajak atau fax evasion.

Larry, Friedman, dan Andars, msnyatakan bahwa:

“Tax planning /s the sistematic analysis of differing tax options
aimed at the minirmizefion of tax Habilily in current and fufure tax
periods™*

Spitz, menyatakan sebagai berikut:

*Crumbiey D. Lamry, Jak P Frisdman dan Susan B. Anders, Dictionary of Tax Terms,
{Mew York ; Barron's Guide, 1994) hal 300
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Spitz, rnenyatakan sebagai berikut:

"Tax planning is the process of taking into consideration all relevant tax
factors, in the light of the material non-fax factors, for the purpose of
determining: whether," and if so when,’” how; and with whom, to enter into
and conduct transactions, operalions and relationships, with the object of
keeping the lax burden falling on taxable events and persons as fow as
possible while attaining the desired business, personal and other
objectives.?

Lumbantoruan mengemukakan sebagai berikut :

“Manajemen pajak sebagaimana cara untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajaknya dapat ditekan

serendah mztingkin guna memperoleh laba dan liquiditas yang

diharapkan”.
Selain itu, Zain mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan
mendefinisikan sebagai berikut ;

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait
dengan konsekuensi potensi pajak, tekanan pada pendalian setiap
transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah
bagaimana pengeluaran tersebut dapat meminimalkan jumtah pajak

yang dibayarkan kepada pemerintah melalui apa yang disebut

dengan penghindaran pajak dan bukan penyelundupan pajak yang

merupakan tindakan pidana yang tidak dapat di tolelir.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat ditarik pengertian bahwa pajak
adalah proses dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan sumber daya manusia yang mengelola kewajiban pajak perusahaan
yang bertujuan untuk membantu mewujudkan target laba perusahaan,
melaksanakan kewajiban perusahazn, mempertahankan tingkat likuiditas yang
memadai, dan semuanya itu dilaksanakan dalam konteks kepatuhan dan
ketaatan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak dapat dikatakan sebagai tindakan legal bila wajib
pajak memanfaatkan celah dari ketentuan yang ada. Manajemen perencanaan
pajak akan menghasilkan penghematan pajak sangat tergantung kepada
persepsi dan motivasi wajib pajak. Seandainya motivasi tersebut adalah

memininalisasikan beban pajak hal ini bukan hal yang baru, karena upaya

BPgany Spitz, Intemational Tax Planning , Second Edition, (London : Butterwarth, 1983),
Hal.1

2"Sc:phar Lumbaniaroruan, Akuiansi Pajak, (Jakarta: Gramedia Widia sarana Indonesia,
1996), hal 483

¥Mohammad Zain. Manajemen Perpajakan, {Jakarta: Salemba Empat 1997), hal 29
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meminimalkan pajak sudah terjadi  sejzk pumungguian pajak di berfakukan,

terutama pilak vang memandang bahwa tidak zda kewajiban moral untuk

membayar pajak.

Perencanaan pajak berfungst sebagai mengestimasi jumiah pajak dimasa
vang akan datang yang dibayar secara formal maupun material, dan melakukan
efisiensi pajak tidak semala-mata dengan menghindari pajak, tetapi juga
menghindar sanksi-sanksi atas kesalahan dan kelalaian atas pelaksanaan
kewajiban pajak. Fungsi pelaksanaan pajak dilakukan dengan melzsksanakan
hasil perencanaan pajak baik dari aspek formal maupun meterial sebaik
roungkin,

Scholes dan Woleson, menyatakan bahwa aklivitas yang dilakukan
olefs Waiib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dilakukan dalam 3 (tiga)
fipe perencanaan pajak, yaitu®®
i. Gonverting income from ons type fo another (Konversi penghasilan dari

satu ipe penghasilan ke fipe yang lainnya). Misalnya konversi dari

penghasilan kena pajak {faxable income) menjadi penghasilan tidak
kena pajak {nontaxable incoms) atau konversi dari bukan biaya figkal

{non-deductible expense) menjadi biaya fiscal {deductible expense)

2 Shifting income from one pocket lo ancther (Pengalihan penghesilan dari
salus kanfong ke kantong lainnya). Misainya pengalihan penghasilan
dani deviden menjadi penghasilan dari bunga dengan mengatur
strukiur permodalan,

3, Shifting income from one ime period to ancther {Pengalihan penghasilan
dart satu peticde waktu ke pericde izinnya). Misalnya pengalihan
penghasilan pada tahun sekarang ke tahun berikuinya dengan cara
menunda pembualan fakiur penjualan pada akhir tahun pajak.
Sedangkan fungsi pengendalian pajak adalah untuk memastikan apakah

pelaksznaan Kewajiban pajak sesuai dengan rencana dan telzh memenuhi aspek

formal maupuh material, lidak melanggar ketentuan alaupun peraturan
parpaiakan vang bersku dan mengevaiuasi selauh mana perencanaan pajsk
yang dibuat setalah dilaksanakan dalam mencaga! hasil seperti yang diharapkan.

“myron 8. Sholes dan Mark A. Woleson, Taxes and Rusiness Stralegy @ A Planning
Approach, {Mew Jarsey : Prenfice Hali, Inc, 1992}, Hal 13
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Tax avoidance adalah rekayasa Tax affairs yang masih letap berada
dalam bingkai ketentuan perpajakan. Tax avoidance dapat terjadi dalam bunyi
ketentuan atau teriulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-
undang atau dapat juga terdapat dalam bunyi kelentuan perundang-undangan
tetapi berlawanan dengan jiwa dari undang-undang.

Sedangkan tax evasion adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan atau
tidak dilakukan dengan wjuan untuk menghindari pajak terutang dengan cara
yang bertentangan dengan undang-undang. Tax evasion dapat terjadi bilamana
perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan
peraturan perundangan-undangan.

Zain membagi fax evasion dengan dua unsur perbuatan yakni kelalaian
dan kesengajaan.”” Tax evasion dengan unsur kelalaian dapat disebabkan oleh
ketidaktahuan, kesalahan, kesalahpahaman atau kealpaan dalam melakukan
pemenuhan kewajiban perpajakan bersifat pelanggaran perpajakan. Sedangkan
tax evasion dengan unsur kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang bersifat kejahatan atau pidana perpajakan.

Dalam suatu perencanaan pajak, Ambrisioc M. Lina berpendapat bahwa tax
avoidance dan fax evasion mempunyai akibat yang sama yakni berkurangnya
penyetoran dana pajak ke kas negara atau bahkan tidak ada dana pajak yang
masuk ke dalam kas negara, akan tetapi mempunyai cara yang berbeda secara
hukum yaitu;

“Tax evasion and tax avoidance have different legal connotation,
although their end results is the same; that of reducing or altogether
removing tax liability. It is tax evasion if reduction is made by some
means contrary to law; It is tax avoidance if reduction is made by
taking advantage of some means aflowed by law, or at least not
contrary to law. Tax evasion constitutes fraud; avoidance does not.
Evasion is illegal; avoidance is not."®

Secara sederhana Mardiasmo® mengutarakan beberapa perencanaan
dalam bidang perpajakan dengan tujuan penghematan perpajakan dapat
dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Z77ain, Op. Cit. Hal. 51
% Nurmantu, op. cit. hat 151
% Mardiasmo, Perpajakan, {Yogyakarta: Andi , 2002) Hal: 282
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Memanfaatkan secara oplimal ketentuan perpajskan yang berlaku
khwsusnya barbagai celah kelemahan peraturan yang menguniungkan
wajib pajak

Mengambil keuntungan dengan pemithan bentuk-bentuk usahs yang
tepat

Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga dapat diatur
secara keseluruhan pengunaan tarif paiak dan potensi penghasitan
Menyebar penghasilan ke beberapa tabun untuk menghindan pengenaan
pajak dengan tarif vang tinggl.

Menurut Suandi sefidak-fidaknya adz tga hal yang perlu diperhatikan

didalam merencanakan pajak {fox planning)™ :

i

Tidak melanggar kelentuan perpajekan. Bila suatu perencanaan pajak

{Tox avoidance) ingin dipaksakan dengan melanggar undanga-unciang;

buat wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbzhaya dan
mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.

Secara bisnis masuk akal, kKarena perencanaan pajak merupakan bagian
yamgy tidak terpisahkan dari stralegi perencanaan menyeluruh baik langks
panjang maupun jangka pendek.

Bukti-bukti pendukungnya memadai, misainya dukungan dar perdanjian
{Agreement), faktwr (nvoics) dan juga perakuan akuntansinya
fAccountong Treatment)

Oleh karena itu setiap wajib pajak akan membuat perencanaan pajak atas

setiap tindakan secara seksama. Dengan demikian bisa dikalakan bahwa tax

planning adalah proses pengambilan tax factor yang relevan dan non tax factor

yang material untuk menentukan: apakah, bagaimana, dengan siaps untuk

melakukan transaksi, operasi dan hubungan dagang yang memungkinkan dan

sejalan dengan tercapainya fujuan perusahaan.

2.2.2 Notivasi Perencanaan Perpajakan

Motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah berbeda antara Wajib

Paiak yang satu dengan vang lain, dengan jenis usaha ateu industri vang sama

ataupun herbeda. Dalam paper yang dipresentasikan pada rapat CESTQO (The

® oy Suandy, Perencensan Pajak, {Jakara: Salemba Empat, 2008), Hal.10
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Councll of Executive Secretaries of Toex Organizations} di Seoul pada tanggal 2

sampal dengan 8 April 1980, Yoingco dan Guevara menyebutkan tiga faklor

yang memaotivasi Wajib Pajak melakukan tax avoidance dan evagion, yaitu™'

1.

Econormic factors (Fakior-faktor ekonomil.

Secara umurn, model ekenomi menggambarkan penggelapan pajak (fax
evasion) sebagai maksimalisast profif atau aklivitas raaksimaiisasi utififas
dengan pertimbangan biaya dan marntaat (costs and benefits} tertentu.
Wajib Psjek dipandang sebagai manusia yang rasional yang akan
memilih tingkat penggelapan pajak yang mana yang akan meamberikan
ekspetasi yang maksimal, menimumkan ekspekiasi bisvs sehingga
memaksimalkan penghasilan  sesudah pajagk fucome  after tax)
Ekspekiasi biaya dilain pihak dikaitkan dengan kemungkingn dends dan
penalll bils terdeteksi. Model int mencerminkan bahws kepulusan uniuk
menghindari pajak adalah berhubungan fangsung dengan teril pajak dan
hertolak bsiakang dennan tarif denda, tingkat pendeteksian dan biaye
psikis.

Psychological attitudes (Sikap psikologis)

Ahli psikologi pajak mengatahul bahwa penggelapan pajak adalah suatu
sifat yang ditentukan oleh interaksi dard berbagal kekuatan; sosial, politik,
kultural dan psikologis. Sikap umum dan orentasi sifat dari Wajib Pajak
terhadap kepatuhan perpalakan disebut juga etika pajak. Pradisposisi ini
dibentuk olgh interaksi dari bebeorapa fakior sepertl, aspirasi atau
persepsi terhadap keadian dan rasionalisasi alas kebigkan atau
persspsi terhiadap keadilan dan ragionalisasi atas kebilakan pengeluaran
pamerintah, crientasi sosizl yaitu sikap yang dipengaruhi oleh latar
bslakang sosial si Wajib Pajak dan pemahaman atas sistem perpajakan,
dan persepsi atas kesempatan untuk melakukan penggelapan pajak,
kemungkinan dideteksi dan penerapan sanksi dan penalti dimana Wajib
Pajak akan kurang terfarik untuk menghindari pajak kelika dia
berparsepsi bahwa berkurang kesempatan uniuk menggelapkan pajak,
probabififas pendeleksian linggl dan sanksinya berat,

Nangel Q. Yoingeo dan Miwida M. Guevera, Tax Evasion, Tex Avoldsnce and The

Undergreund Ecanormy, (Seoul : The Councll OF Execulive Secretariss of Tax Oragnizations, 18813,

Mal. 61
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Legal and administrative determinanis  {(Oeterminan  legal dan
administrasi}

Determinan  administratif  merujuic  pada  efisiensi  dari  administrasi
perpajakan, sementara deterrninan legal merujuk pada kecukupan/
kelengkapan dari strukiur perpajakan.

Menurut Suandy motlivast walib pajak dalam melakukan perencanaan

pajak bersumber pada tiga unsur sistem perpaiakan: ¥

1
2.
3.

Ad 1.

Kebijakan perpajakan {Tax FPoficy)
Undang-undang perpajakan (Tax Law)
Administrasi perpajakan {Tax Administration)

Kebilakan Perpajakan {Tax Policy).

Kebijakan perpajakan merupakan merupakan panduan atau
piigkan dalam melgksanakan pemungguian pajek. Paisk sebagai salah
satu unsur kebilakan fiskal dalam perkembangannya digunakan untuk

memberikan dorongan bagi investasi dalam pemberian (ax hofiday atau —

invesment allowance vyaitu pembebasan pajak atau barang-barang :

tertentu atau diberikan  penguranagan atas pendapatan kena pajak. |
Kebijakan perpaiakan merupakan alternatif dan berbagal sarana .

hendak dituju dalam sistem perpajakan. Dari berbagal aspek kebijakan

pajak. Unsur-unsur berikut mendorong dilakukannya sualu perencanaan

pajak yaitu jenis pajak yang dipunggut, siapa yang menjadi objek pajak

berapa besamya tarif pajak dan bagaimana prosedumya.

. Undang-Undang Perpajakan (Tax Law)

Suatu kenystaan bahwa dimana pun tidak ada undang-undang
vanyg dapat mengalur permasalahan secara sempurna, sehingga untuk
melaksanskan undang-undang tersebut selalu ditkuti dengan dengan
ketentuan seperti perafuran pemerintah, keputusan presiden, keputusan
menti atau keputusan lainnya dalam rangka pelpksanaan bahasa
undang-undang yang kadang-kadang sangat sulit ditafsirkan artinya untuk
dilaksanakan,

Rouandy, op.cit., Hal. 11
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Namun fidsk jarang kelentuan pelaksanaannya bertentangan
dengan undang-undiang Hu  sendii kama disesuakan dengan
kepentingan pembuat kebijakan dalam mecapsi lwjuen yang lain yang
ingin dicapai. Keadaan ini memunculkan ceish bagi waiib pajak untuk
menganalisis dengan cermal kesempatan tersebut untuk digunakan
dalam perencanaan pajak.

Ad.3, Administrasi Perpajakar (Tax Administration)

Sebagat negara yang sedang berkembang membangun yang
didukung dengan wilayah geografiis yang sangat luas, indonesia saal ini
masih belum dapat melakasanakan adminisirasi pajek secara oplimal,
Hal ini mendorong walih pajek untuk melaksanakan perencanaan pajak,
dengan demikian wajib pajak terhindar dari sanksi administrasi,

22,3 Tahapan Perencanaan Pajok
Agar perencanaan pajak dapat berjalan sesuai dengan tujuan menurut
Suandy™ diperiukan tahapan-tahapan yang terencana sebagal berikut :
1. Menganalisa informasi yang ada
Fads thap it perencans  pajak  harus  menganalisis  dan
mempertimbangkan semua aspek yang mungkin leribat dalam perencanaan
pajak. Perfimbangan ini menimbang segala kemungkinan keberhasiian maupun
kegagalan dalam pelaksanaan perencenaan pajak. Fakiorfakior yvang periu
diperhatikan antara lain :
a. Fakta yang relevan
Dalam era globalisast serta lingkat persaingan yang semakin ketat maka
sessorang manager pajak dalam merencanakan pajak untuk suatu
organisasi dituntut harus benar-benar menguasal situasi ysng dihadapi
baik dari segi internal maupun ekternal dan selalu mengalami perubahan-
perubahan yang tedadi agar tex planning dapat dilakukan secara tepai,
menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi yang mempunyai dampak
perpajakan,

Finid | Hal 14
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Faklor paiak

Dalam menganalisis seliap permasalahan vang dihadapi tidak terfepas

dari dua hal utama yang berkaitan dengan faktor-faktor andara bain |

)

2)

Berkaitan dengan perpajakan nasional yang dianut oleh suatu
negara

Sikap fokus dalam menafsirkan peraturan perpajakan  balk
undang-undang dalam negri maupun perjanjian pajak.

Secara komprehensif fakior-fakior pajak dapat diuraikan sebagai berikut

1.

2).

3

4)

Tipe paiak yang ada

Dalam penyusunan sualu kebijakan perpajakan, pemerintah akan
menentl pajak yang disesuikan dengan fujuant yang akan
tercapal, Oleh karena ilu seorang perencana pajek  harus
mengelahul secara pasti kewajiban perpajakan yang akan
dihadapi baik pajak domestik maupun pajak luar neg.

Masalah penafsiran terhadap suatu undang-undang perpajakan
Penetuan definisi suatu istilah terkadang menimbulakan masalah
baik dalam korteks hukum perpajakan sendii maupun dalam
hubungan dengan sistem lain atau dalam menafsirkan atas suatu
undang-urkiang atau peraniian,

Fakior Penghubung

Kewajiban perpajakan sangat fergantung pada keberadasniskior
penghubung antara yurisdiksi perpajakan pada satu sis! dan wajib
pajak atau peristiwa kena pajak disisi lain. Untuk ity wajib pajak
persegrangan akan menjadi penghubung adafah domisii dan
kewarganagaraan, Sedangkan untuk wajib oajek badan yang
menjadi faktor penghubung adalah bentuk badan usaha itu
sendiri, kepemilikan, tempat kedudukan manajemen dan tempat
didirikan badan tersebut,

Insentif Pajak

Pembentukan atau penarikan modal adalah suatu vang penting
dalam proses pembangunan ckonomi sualy wilayah, Proses
pembentukan atau penarikan modal modal umumnys dilakukan
denpan cara melakuken penghematan alass penghasilan yang
diperoleh saat ini, dan bisa lerlaksana apabils ada wsentif dad
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pemerintah. Insentif pajak adaiah salah satu benluk fasilitas yang

dibgrikan kepada investor uniuk aktifitas terfentu afau untuk

wilayah lertentu inl merupakan salab satu fungst regulerend

didalam perpajakan Indonesia.

Tax havens

Tax havens selaly berkailan dengan kondisi uniuk melakukan

justifikasi lenlang -

al Dimana negara alau wilayah yang tHdak ada pajek yang
dipunggut

b, Dimana negara atau wilayah mengenakan pajak hanya
untuk international taxable event atau i punggut pada tarf
terendah atau hanya dipunggut dari kentungan yang
diperoleh dari sumber luar negri atau ;

ok Dimana negara atau wilayah yang membaerikan perlakuaan
khusus kepada wajib pajak tertentu atau kejadian tertentu

Anti avoidance

Dalam sistem perpaiakan, anfl avoidance berkailan dengan arm's

fength ransaction terutama dalam lingkup pajak intemasional. Hal

ini tenama berkaitan dengan fransaksi-transaksi perusahaa

multinasional vang bersifat lintas negara.

Faktar Non Pajak
Faktor bukan pajak inl berkaitan dengan penyusunan suatu perencanaan
pajak yang anlara lain

13.

2).

Masalah badan hukum

Pemilihan suaty bentuk badan usaha, misalnnya persercaan akan
mempengarubl berbagai aspek bisnis badan usaha tersebut
conioh ; perbedaan periakuan pajak andara impor barang dengan
jasa pendidikan. Dua bidang tersebut akan berbeda dalam hal
kewajiban parpajakannya.

Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam perencanaan pajak yang berlingkup internasional masatah
il tikar mata vang mempunyai dempak yang cukup besar
terhadep keuangan sualu perusahaan. Flultualif suatu nilai twkar,

juga masalah devaluasi dan revalussi gkan memiliki dampak pada

Led
2
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43,

8).

profitabilitas suate perusahaan, lerutama bila banyak transaksi
yang berlangsung mengunakan mata vang asing.

Masalah pengendalian devisa

Terkadang ada negara yamg pemerintahamnya menjalankan
sistemn pengendalian devisa. Hal ini perlu dikelahu oleh para
investor sebelum memutusakan uniuk melakukan investasi. Sualu
perencanaan  pajak  akan  lerpengarubl  Rama pengaluran
pengawasan devise mamberikan dampak terhadap pembayaran-
pembayaran misalnya pembayaran residen ke bukan residen.
Masalah program insentif

Program insentif vang ditawarkan oleh para negara tertentu
merupakan daya 2k bagi wailb pajak untuk melakukan investasi
pada wilayah alau negara ierscbut insenlif inveslasi biasanya
barupa pemberian pinjaman bunga rendah, bebss bunga atau
pemberian grants dari pamearintan.

Masalah bukan pajak (ainnya

Masalah faktor bukan pajak lainnya seperfi masalah hukum,
sistern  administrasi  yang  berlaky, kelersedigan  tenaga
profesional, fasilitas perbankan,bahsa sistern
akulansi kesemuanys harus diperhitungkan dalam penyusunan
perencanaan palak.,

Contoh : Apabila Kkestabilan pemerinlaly tergangou, maka
penegakan hukum dinegara tersebut akan ierganggu. Hal ini akan
mengakibatkan ketidakpastian pelaksanaan perundang-
undangandan kebijekan dunia usaha khususnya dalam masalah
perpajakan,

Kelima fakior tersebul sangat mendukung para perencana pajak

dalam mengambil keputusan perencanaan pajak.

Membuat satu model atau lebib rencana pajak.

Model diperiukan untuk memberkan gambaran yang jelas mengenai

perhitungan perencanaan pajak. Sebaiknya mode! dibuatkan lebih dari satu agar
dapatl dibandingkan lebih dapat terukur keuntungan dan kerugiannya. Sehingga
perencana pajak dapal mamilih alternatif-alternalif vang lersedia.
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3. Evaluasi pgrencanaan pajak

Mengevaluasi dengan analisa keuangan sualu perencanaan pajak misalnya
hagaimans parencanaan pajgk mempengaruht bebhan pajek, laba kolor alau
pengstluaran lain jike alternatif-atlernatif dipliih atau dijalan. Varabelwariabel
datam anslisa keusngan akan dihitung seakurat mungkin dengan hipoless
sebagal bearikutl

a. Bagaimans fika rencane tersebut tidak dilaksanakan;

b, Bagaimana jika rencana tersebul dilaksanakan dan berhasil dengan
baik;

G. Bagsimana jika rencana tergebut dilaksanakan telapi gagal,

Darl kefiga hipotesa tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda dan
dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut
layak uniuk dilaksanakan ataw tidak.

4, Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali

ari berbagai alternatif yang telah dibuat, perencana pajak harus melihat
adanya potensi kerugian atau potensi keuntungan yang akan dipsroleh,
Keputusan untuk menjatuhkan pilihan satu allemnatif kadang membawa kondisi
pada potensi kerugian yang akan diparoleh. Tugas dari perencana pajak adalah
untuk meminimalisasikan potensi kerugian tersebut.

Hasil sualu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak fentunya
harus dievaiuasi msialui berbagal rensana yang dibual. Dengan demikian
keputusan yang terbaik alas suatu perencanaan pajak harus sesual dengsan
bentuk transaksi dan juan operasi. Perbandingan berbagal rencans harus
dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk pereneanaan pajak yang diinginkan.
Namun petiu diingat bahwa untung dan nuginya tetap menjadi ukuran yang
diinginkan, Terkadanyg sualy rencana barus diubah karena adanya perubahan
peratiran perundang-undangan. Tindakan perubahan {up fo dale planning)
harus telap dijalankan. Walsupun diperfukan penambahan biaya atau
kemungkinan keberhasilan sangat keell, sepanjang masih, besar penghematan
pajak {tax saving) yang bisa dihemat, rencana tersebut harus tetap dijalankan.

5, Memukiahirkan rencana pajak

Suatu undang-undang seringkali mengalami perubahan demikian pula
dengan undang-undang perpajakan. Perubahan ini akan membawa dampak bagt
pergncana pajak secara keselwruhan. Tugas dart perencana pajak untuk malihat
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kembal rancangan yang leizh dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan
undang-undang lersebut,

2.3 MEREK
2.3.1. Pengertian Merek

Datam dunia indusiri, istiiah merek menjadi salah satu kala yang popular
dalam kehidupan sehari-hari, Merek sekarang tidek hanya dikaitkan oleh produk
tetapi juga dengan berbagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan, Berkut
diuraikan beherapa pengertian teniang merek .
Purwosuljipto memberikan definisi merek:

“Merek adalah suaty fanda, dengan mana suatu benda tertentu
gipribadikan sehingga dapat dibadakan dengan benda lain yang sejenis.”

Selanjulnya Tiiptono medelinisikan merek sebagai berkut:

"Pada hakikatnya Merek merupakan identifler (dalam konstruksi apapun
yang dipiiih pomiliknya, misalinya logo, simbol, nama, karakier dan
seterusnya) yang terdid alas 2 slemen pokok:

13, Produk atau market offering yang dipresentasikannya; darz

2). Komunikasi tawaran dao janji merek vang bersangkutan™ ™

Dalam konteks perdagangan, James membegrkan rumusan merek
sebagai hak asast atas suaty produk yang melekat dalam seliap transaksi
perdagangan, sebagai diuraikan sebagai berikut:

“A Trade mark is a mark used in connection with goods which a trader
uses in order lo tignity that a certain type of good are his trade need not
be the acitual manufaclure of goods, in order lo give him the rigths to use
a trade mark, it will sufice if they mare!y pass through his hand is the
course of Course™®

Selanjulnya dalam kaitan pemasaran suatu produk, Fisk mendeskripsikan
merek sebagal identiles dan indikator loyalitas dari konsumen terhadap suatu
oroduk yang diproduksl oleh perusahaan, sebagaimana diuraiken sebagsi
berikut:

* H. M. N Purwo Suljipto, Pengertian Pokok-Pokok Hikom Dagang Indonssia, {Jakarta:
D}embalan 1984), hal.82,

* Fandy Tiiptono, Brand Management and Sirategi, (Yagyakarta: Andi, 2008}, hal 19

* 0. K Saidin, Aspok Hak Kekayaan Intelektual, {Jakarta: Rejawali Prass, 2007), hat, 345,
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“Brands are about you, not me

Brands are about people, not product.

Brands are about customers not companies

A greatl brand is one you want to live your life by, one you trust and hand
on the while everything around you is changing, one that articulate the
type of person you are wanl to be, one thal enables you to do what you

couldn't otherwise achive”

Bilamana diamati dan diperhatikan, pada dasarnya definisi-definisi yang

telah dikemukakan diatas menuju pada suatu pengertian atau persamaan pada

pokoknya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa merek terdiri dari unsur-unsur

sebagai berikut :

a.

Suatu tanda pengenal yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-
huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur
tersebut;

Merupakan alat pembeda barang hasil produksi perusahaan satu dengan
barang sejenis hasil produksi perusahaan lainnya baik yang dimiliki
perseorangan ataupun badan hukum;

Digunakan dalam rangka keperluan perdagangan atau dalam ruang
lingkup perdagangan.

2.3.2 Elemen Merek

Suatu merek yang digunakan harus terdiri elemen-elemen sebagai upaya

visual dan bahkan kadang kala fisik yang bertindak mengidentifikasi dan

mendifferensiasi suatu produk atau jasa seseorang atau perusahaan. Elemen-

elemen merek terdiri dari:*®

a.

Nama

Nama dari suatu merek adalah yang pertama dan mungkin ekspresi
terbesar dari suatu produk. Sebuah hama dalam merek biasanya memiliki
semacam citra yang diasosiasikan baik kultural, linguistik atau pribadi.
Terdapat beberapa jenis nama yang digunakan untuk sebuah merek
yakni :

1) Nama Pendiri;

37 g
Ibid.
* Philip Kotler dan Waldermar Pfoertsch, 828 Brand Managemen!, ditejemahkan oleh

Natalia Ruth Sihandrini, cet.1 (Jakarla : Buana limu Populer, 2008}, hal.103,
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Banyak perusshaan dan merek besar diberi nama sesuai dengan
nama pendirinya, contohnya jamu Ny, Meneer, Ayam Gaoreng Mbok
Mbarak
2).  Nama Deskriplif
Menggunakan nama deskriptif tepat mencakup keadaan bisnis.
Contohnya, Telkom, Indomie, Bakpia 25
3} Akrorim
Inisial dapat juga bertindak sebagai nama. Contoh : Tiki, PLN, BCA,
&3
4.  Nama Bualan
Pemakaian kala-kata baru yang benar-benar buatan untuk merek.
Contohnya: Joger, Xerox
5. Metafora
Didasari pada sesuvafy, tempat, binalang, proses, nama mitologis,
atau kata asmg, metafors digunakan uniuk menekan kualitas atau
fiur ferientu suatu perusahaan. Contohnya Hotel Sultan, Apple
Logo
L.oge merupskan tampilan grafis dani suatu merek atas perusahaan. Logo
yang baik mampu memenuhi perintah grafis dan fungsional serla nilal
korporat dan karakleristik pemegang merek. Logo vang kust dapat
memberi kohesi dan membangun identitas suatu merek, memudahkan
pengsanalan dan ingatan kembali,
Slegan
Slegan merek adalah kalimal yang mudah dikenal dan diingat vang sering
kKali menyertai suatu merek dalam program komunikast pemasaran.
Tujuan utama suatu slogan adalah mendukung citra merek vang
diproyeksikan cleh nama dan loge suatu merek. Slogan yang balk
mencakup intisari suatu mersk, kepribadian dan psnempatan
perusahaan, Slogan yang balk juga dapat membardy
mendifferensiasikan diri dari pesaing.
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Keliga elemen merek tersebul diatas harus mengikuli serangksian kriteria

uniuk mengurangi risiko untuk memperkual atau memperlemah sualu marek

yakni:™®

a.

2,3.3.

Kelarsediaan;

glemen yang dipsrgunakan sualu merek harus tersedia dan dapat
digunakan di seluruh pasar,

Berart,

Idealnya elemen sualu merek harus mencakup infisar merek vang
bersangkutan dan mengkomunikasikan sesuatu tentang keadaan bisnis,
Mudah Diingat;

Element merek vang baik adalah berbeda dan mudah dingat. Nama
suatu merek harus juga mutah dibaca dan diucapkan.

Dapat Dilindungi

Elemen merek yang digunakan dapat diindungi secara hukum di semua
negara tempat merek tersehut dipasarkan.

Orientast ke epary;

Elemen merek yang dipilih dengan baik dapat menempatkan perusahaan
dalam pertumbuhan, perubahan dan kesuksesan. Untuk berorientasi ke
depan juga berari memeriksa kemampuan elemen merek dalam
menyasuaikan dan mempserbaharul,

Posifif ;

Elomen merek yang efektif dapat mengingatkan asosiasi positif dalam
pasar yang dilayani,

Dapat dialihkan;

Kemungkinan untuk  menggunakan. slemsn merzk  dalam
memperkenatkan produk baru di pasar yang sama maupun yang
barbeda

Hierarkhi Merek
Kevin Lane Keller menggambarkan 4 elemen hierarki merek yakni™;

M wotier, Loc. G
*Yiolono,op.ci., el 15,
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2.34.

Corporate brand {company brand} yaitu menggunakan nama perusahaan
(baik perusahaan induk maupun anak perusahaan atau  kanior
cabangnya) sebagai merek produk;

famify brand yaitu nama merek yang digunakan di lebih dari satu kategori
produk, letapl Hdsk harus selalu merupakan npama  perusahaan
pemiliknya;

individual brand yakni merek vang dibatasi hanya untuk kategori produk,
meskipun bisa digunakan uniuk beberapa Hipe produk berbeda dalem
kategori vang sama;

modifier yaite wahana untuk menandakan ffem spesifik atau fipe model
atau versiRonfigurasi tertentu dard produk. Hal ini bermanfaat dalam
mengkomunikasikan penyempiirnaan atau perbedasn merek dalam
sejumlah aspek seperti lingkat kualitas {contoh Kartu kredit Gold,
Platinum atau silver), atribut (seperti variasi rasa buah dalam produk
penmnen karet), dan fungsi (contohnya fuji film 100, 200 dan 400).

Merek versus Produk
Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyekdf dar produsen

atas sesuatu yang bisa dilawarkan sebagal usaha unfuk mencapal tujuan
organizasi melalul pemenuhan kehulthan dan keinginan konsumen, sesual
dengan kompelensi dan kapasitas organisasi serta dayva beli pasar, Sslain iy,
produk dapat puia didsfinisikan sebagai persepsi kansumen vang dijabarkan oleh

produsen melaly hasil produksinya. Secara lebih rinci, konsep produk total
meliputi barang, kemasan, merek, label, pelayanan, dan jaminan,*

Dalam sualu produk yang dibrasitkan, Tiiptono membagi 5 (lima) tingkatan produk
yakni*:

&,

Produk ulama/inll {core benefif), yailu manfaat yang sebenamya
dibutuhkan dan akan konsumsi cleh pelanggan dar sefiap produk.
Contoh: dafam bisnis perholelan, manfaat utama yang dibell para tamu
adalah istirahat dan tidur,

Produk generk, yaitu produk dasar yang maempu memenuhi fungsi
produk yang paling dasar {rancangan produk minimal agar dapai

4 Fandy Tiptono [2], Stateg’ Pemasaran, (Yogyakarta; Andi, 1997), hal 85,
“nidd., bl 18.
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berfugsi). Contohniya hotel merupakan suaty bangunan yang memiliki
banyak ruangan untuk disewakan.

Preduk harapan (expected product), yaitu produk formal yang ditawarkan
dengan berbagai alribut dan kondisinya secara normal {layak) diharapkan
dan disepakali untuk dibeli. Contob : tamu hotel mengharapkan tempat
fidur yang hersih, sabun dan handuk.

Produk pelengkap {augmented product), yakni berbagal atribul produk
yamg dilengkap! alau ditambahi berbagai manfaat dan layanan, sshingga
dapal memberikan tambahan kepuasan dan biss dibedakan dengen
produk pesaing, Contoh: hotel bisa menambahkan fasifilas tv, shampo,
buah-buahan segar,

Produk potensial, yaitu segala macam tambahan dan perubahan yang
mungkin dikembangkan untuk suatau produk di masa mendatang.
Contoh: hotel menambahkan fasilitas layanan intemet.

Setiap produk berkaltan secara hierakis dengan produk-produk terfentu

lainnya. Hierakhi produk inf dimulal dari kebuluhan dasar sampal dengan item
tertenfu yang dapat momuaskan  kebuluhan tersebul  Koller menjglaskan
hierakhi produk yang terdin atas 7 {tujuh) tingkatan yakni ®

a.

Need family, yaitu kebutuhan inti/f dasar yang bentuk product family.
Contohnya rasa aman;

Product farnfly, vaitu seluruh kelas produk yang dapat memuaskan suatu
kebutuhan intd dasar dengan tingkatan efektivitas yang memadai.
Contohnya tabungan dan penghasilan

Kelas produk {product class), yaita sskumpulan produk i dalem product
family yang dienggap memiliki hubungan fungsional tertentu. Misalnya
instrument financlal;

Lini produk {product fine}, yaitu sekumpulan produk didslam kelas produk
yang berhubungan erat contohnya asuransi jiwa. Hubungan yang erat inl
bias dikarenakan salah satu dari 4 faktor berikut vaitu ;

1). fungsinya sama;

2}. dijual kepda kelompok Konsumen yang sama;

Ubid. hal 97,
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3 dipasarkan melalii saluran distribusi yang sama;
4). harganya berada dalam skala yang sama.

e). Tipe produk {product type), yaitu itern-item dalam sualu lini produk yang
memiliki bentuk tertentu dari sekian banyak kemungkinan bentuk produk.

. Merek (brand), vyaitu nama yang dapat dihubungkan/ diasosiasikan
dengan satu atau lebih itemn dalam lini produk vang digunakan unfuk
mengidentifikasiakan sumbegr atau karakter item tersebut.

gk ftem, yaitu suatu unit khusus dalam suatu merek atau lini produk vang
dapat  dibedakan ukuran, harga, penampilan, atau alribut lainya.
Biasanya disebut pula stockkseping unil atau varian produk. Misalnya,
asuransi liwa bumi pulera vang dapat diperbaharul.

Pada prarsipnya merek (brargding) beriaku unluk segala jens produk
{barang, jasa, pengscer, bisnis onfine, orang, organisasi, iempat dan gagasan)
yaitu dengan cara memberikan nama pada produk dan menyertakan makna atau
arti khusus menyangkut apa vang ditawarkan produk yang bersangkutan  dan
apa yang membedakannya dari produk-preduk pesaing. Beberapa pakar
mengemukakan pendapatnya mengenai perbedaan antara mersk dengan produk
sebagai sebagai berikut
Setharaman berpendapat:

"bahwa Sebuah merel lebih dan sekedar produk. Produk adalah sesuaty
yang diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli
konsumen,”. ¥

Sedangkan Keller mengemukakan sebagai berikut:

*hahwa merek adalah produk yang mampu memberkan dimensi
mmbahan yang sscara unik membedakannys dari gmdukwpmduk lain
yang dirancang untuk memuaskan kebuluhan serupa™

Kamudian Fournier membertikan penjelasan

"bahwa marsk dan produk mempunyai perbedaan yang dapat bersifat
ragional dan langible (terkait dengan kKinera produk dari merek
bersangkutan), maupun simbolik, emosional dan intagible (berkenzan
dengan representasi merek). Dengan kata lain, merek mencerminkan
keseluruhan persepsi dan perasaan konsumen mengenai airibg dan

“tiiptono [1), op.cit., hat.19
* Jbid.

4]
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kineria oroduk, nama msrek dan maknazzga, dan perusahaan yang
diasosiasikan dengan merek bersangkutan .

Aeker menambah pendapainya sebagai berikut :

2.3.5.

"Produk hanyalah sesualu yvang dihasitkan pabrik. Sedangkan merek
merupakan sesulay yang dibeli konsumen. Bila produk bisa dengan
mudah diling pesaing, maka mereka selalu memiliki keunikan yang relatf
sukar dijiplak., Merak berkaitan erat dengan persepsi, sehinggs
sesungguhnya persaingan yang terjadi antar perusshaan adalah
pertarungan persepsi dan bukan sekedar pertarungan produk™ ¥

interprestasi Merek
jstilah Merek sebenamya memiliki interprestasi dan tdaklah mudah

rmembeadakannya dengan “Produk” dan "Markst Offering”. Leslie Da Chematony

mengindentifikesi 14 interpresiasi terhadap merek ke dalam 3 kelompok yaknii®

a,

Parspekiif input

1}. Merek sebagai logo; Merek dimaksudkan untuk mengidentifikasi
barang dan jasa dar sats penjusl alau kelompok penjual dan
membedakannya dari barang dan jasa para pesaingnys;

2). Merek sebagai instrumen hukum;  Merek mencerminkan hak
kepemilikan yang dilindungi secara hukum;

3).  Merek sebagai perusahaan; Merek mempresentasikan perusahaan
dimana nilal-nflai korporat dipeduas ke berbagai macam kategori
proguk; _

4}. Merek sebegal z  shorthand: Merek memfasilitasi dan
mangakselerasi pemrosesan informasi ke konsumen;

5). Merek sebagai penekan rdstko; Merek menekan persepsi konsumen
terhadap risiko (kinera, financial, wakiu }

6). Merek sebagai positioning; MereX dipresentasikan sebagai wahana
vang memungkinkan  pemiliknya untuk  mengasosiasikan
penawarannya dengan manfaat funsional tertentu yang penting

7). Merek sebagai kepribadian; Merek memiliki nilai-nilai emosional
atau kepribadian yang bisa sesual dengan citra dirl konsumen

% Ihig.
7 Tiiplono™[2], ep.ct, hel 105,
“iiptono [1}, ap.cit, balg
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<.3.6,

9).

16}

11).

Merek sebagai seranghatan nilag, Merek memiliki serangkauan
nilai yang mempengarubi pilihan merek.

Merek sebagai visi; Merek merupakan visi parg manjer senior
dalam rangka membuat dunia ini semakin balk, dimana merek
mencerminkan apa yang ingin diwujudkan dan ditawarkan oleh para
manajer serior kepada masyarakat luas;

Merek sebagaai penambah nilal; Merek merupakan manfaal ekstra
{fungsional dan emosional} yang ditambabkan patda produk alau
iasa inll dan dipandang bernilai oleh konsumen;

Merek sebagai identitas;, Merek memberikan makna pada produk
dan menentukan identitasnya, baik dalam ha! ruang rmaupun wakiu

Perspekdif Cutput

12).

13}

Merek sebagai citra;, Merek merupakan serangkaian asosiasi yang
dipersepsikan oleh individu sepanjang wakty, sebagai hasil
pengalaman langsung maupun tidak langsung atas sebuah merek;
Merek sebagai relasi; Olsh karena merek bisa dipersonafikasikan,
maka para pelanggen bisa menjaiin relasi dengannya. Merek
membantu palanggan melegitimasi pandangan atau pemikirannya
terhadap dirinva sendiri;

Parspekif Waktu

143.

Mersk sebagai evolving enfify; Mersk berfumbuh seiring perubahan
permintaan pelanggan dan persaingan. Akan telapi yvang berubsh
adalah peripheral vaiues, sementara core valus jarang berubah

Manfaat Merek \
Suatu Mersk yang digunakan pada barang alau jasa mempunyai banyak

manfaat vang diperoleh oleh Produsen danatau Kongumen, Merek menjadi

sirategis bagl suastu perusahaan dikarenakan adanya manfaat yang diberikan
bagi penjual™ :

a.

Merek memudahbkan panjual unfuk memproses pesanan dan menelusuri
masalah

Bretnawat, Berta Bekl, *Strategf Pengusian dan Revitalisasi Merek Mentju Pergefoiaan
Merek Jangka Panjang.” Usahawsn { Juli 2003} hat 7.
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Nama merek memberikan cirb-ciri produk yang unik dan perlindungan
hukum;

Pengelolaan merek yang efeklif dimungkinkan dapat mempertahankan
kesetiaan konsumen yang ada, nantiny2 bisa dipakal untuk mengharmbat
serangan pesaing dan membantu memfokuskan perencanaan program
pemasaran,

Merek dapal membantu dalam melakukan segmentasi pasar;

Citra perusahaan dapat dibangun dengan merek yang kuat dan memberi
peluang dalam peluncuran merek-merek baru yang lebih mudah diterima
oleh pelanggan dan distributor;

Sedangkan bagi konsumen, merek mempunyai fungsi™ sebagai berikut :

.

Indentifikasi; bisa dilihat dengan jelas, memberikan makna bagl produk;
gampang mengindentifikasi produk yang dibutuhkan atau dicar;
Pratikalitas; memfasilitasi penghematan wakiu dan energl melaiul
pembelian ulang identk dan loyalilas.

Jaminan; memberikan jaminan bar konsumen bahwa mereka bisa
mendapatkan kualitas yang sama sekalipun dilakukan pada waktu dan di
ternpat berbeda.

Optimisasi; memberikan kepastian bzhwa konsumen dapat membeli
alternalif terbaik dalam produk tertentu dan pilihan terbaik uniuk tujuan
spesifik.

karakierisasi; mendapatkan konfirmasi mengenat citra dirt konsumen atau
citra yang ditampilkannya kepada orang iain.

konfinuitas; kepuasan ferwujud melalui familiaritas dan infimast depgan
merek yang lelah digunakan atau dikonsumsi pelanggan selama
hartahuntahun,

hedonistik; kepuasan ferkait dengan daya tarik merek, logo dan
komunikasinya;

elis; kepuasan berkailan dengan perilaku bertanggung jawab merek
bersangkulan dalam hubungannya dengan masyarakal;

*riiplono [1).0p.cit., nal. 21,
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Selanjuinya Tjiptono mengemukakan 3 {tiga) manfaat dari suatu merek yakn®

4.

Manfaal Ekonomik yakni

1}

2}

33

Merek merupakan sarana bagl peruszhazan unluk saling bersaing
memperehulkan pasar.

Konsumen memilih merek berdasarkan Value for Money vang
ditawarkan berbagal macam merek.

Helasi aniars merek dan konsumen dimulal dengan penjualan,
Premium hargs bisa berfungst layaknya asuransi risike bagl
perusahsan. Sebagian besar konsumen lebih suka memilih
penyedia jasa vyang lebih mahal namun divakini  bakal
memuaskannya ketimbang memilih penyedia jasa lebity murah vang
tidak jelas Kinerjanya.

Manfaat Fungsional yakni :

1)

2).

3},

4),
B).

Merek memberikan peluang bagi diferensiasi, Selain memperbaiki
kualitag  (Diferensiasi  vertikal), perusahaan-perusahaan juga
memperoleh mereknya dengan tipe-tipe produk baru (diferensiasi
horisontal}

Merek membernkan laminan koalitas, Apabila consumen membaeli
merek yang sama legl, maka ada jaminan babwa Kinefla merek
tersabul akan consisten dengan sebslumnya,

Pemasar Merek berempali dengan para pamakal akhir dan masaish
yang akan diatasi merek vang ditawarkan,

Merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas

Merek memudabikan iklan dan sponsorfisip.

Manfaat Psikologis , yakni :

1).  Merek merupakan penyederhanaan atau simplikasi dari semua
informiasi produk yang pedu diketahui konsumens;

2} Pilihan Merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional,
Dalam banyak kasus, fakior emosional {seperti gengsi dan citra
sosial} memainkan peran dominan dalam keputusan pembelian

Hibid., hal 23,
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31 Merek bisa mermperkuat cilra dirl dan persepsi orang lain lerhadap
pernakai / pemiliknya;

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh McKinsey yang mempselajari

fungsi Merek yang melekatl, terkait dengan pentingnya dan relevansi dalam

fingkungan bisnls, terdapat 3 fungsi merek yang terpenting yakni :*

a.

Meningkatkan Efisiensi informasi

Produk bermerek memudahkan para konsumen untuk mengumptlkan
dan memproses informast tenlang sualu produk. Mengemas mengenai
Pabrikan dan ssal produk dalam Merek membaniu  konsumen
menemukan cara dalam lingkungan produk baru atau fingkungan yang
membingungkan.

Pengurangan Risiko

Memiliki produk dengan sustu merek tertentu mengurangt risiko pada
konsumen dalam membuat keputusan yang salah. Merek menciptakan
kepe rcayaan terhadap kinerja produk vang dibaragkan, dan dapat
terprediksi. Dalam bisnis, Merek dapat membantu memastikan dan
melegiimasi keputusan pembetian, karena pembeli / pengtina pr oduk
alau jasa berkecenderungan kuat menghindari risiko.

Peanciptaan manfaat nilai tambah / citra

Bagi konsumen, manfaat nilai tlambah fcitra biasanya terletak dalam nilai
Merek yang terekspresi dengan sendirinya.

Sedangkan manfaat merek menurut Kofler agalah

“bahwa Merek adalah glat banlu efeldf -dan memaksa  untuk
mendiferonsias] penawaran produsen dari pesaingnya. Merek membaniu
mengatasi perkembangan cepal produk dan jasa serupa. Ketika produk
alau dapal ditiu dengan mudab meaka fidak demilkdan dengan Mersk.
Kadangkala Merek dapat menjadi pembeda satu-salunya dolom
lingkungan yang sangat kompleks. Merek Mengurangl Risiko karena
merek membawa gambaran tentang produk jasa atau perusahazn®, ®

RRolier, Op.oit., hal 48
* ihsicd,
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2.3.7. Slrategi ~ Strategt Merek

a.

Strategi Late Entrants

Strategi  ini  dikemukakan oleh Carpenter dan Nakamolo vang

menguraikan 4 (ermpat) strategi sukses untuk meluncurkan produk bary

ke pasar yang didominasi oleh satu merek yakni -

1),

).

3).

- 4).

Strategi diferensiasi

Memposisikan mergk berbeda dengan merek dominan, disertai
harga setara atau premium dan dana klan yang besar untuk
membangun  merek baru  sebagal  allernalif vang  kredibel,
Contohniva motor bajaj yang baru diluncurkan pada tahun 2007
sukses merebu pasar motor RX king Yamaha di Indonesia

Strategl Chaflenger,

Mamposisikan merek selara ateu sama dengan merek dominan
dengan dibareng! perikianan gencar dan hama setingkat atau
prevaium untuk menantang merek dominan sebagal standar kategorn
produk. Contohnya Pepsi bersaing ketat dengan Coca Cola

Strategi niche;

Meraposisikan merek berbeda dengan merek dominan, dengan
harga mahal dan anggaran merek klan yang keeil guna
mengeksploiasi pangsa pasar yang menguniungkan. Contohnya
Pasta gigi Sensodyne berkormpetisi dengan Pepsaden di ndonesia,
Strategi Premium;

Memposisikan merek setara dengan merek dominan, dibarengi
dengan sedikit iklan dan harga premium untuk beralih ke pasar
kelas atas {up market), relatif terhadap merek dominan tersebut.
Contohnya mobil avanza dan xenia yang bersaing dengan merek-
merek standar,

Fakior Penentu Kepemimpinan Pasar

Suaty merek yang barsaing dengan merek lain untuk jenis dan kelas
barang atau jsa yang sama berfujuan untuk menjadi vang terdepan atau
pemimpin pasar. Repemimpinan pasar sualu merek fidak didasadkan

#tiiptono [2), op.cif, hal 1.
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pada timing suatu merek memasuki suatu pasar. Bergasarkan penealitian

terhadap 50 kategori produk, Tellis dan Golder mengemukakan 5 (lima}

fakior kunci penentu suatu merek pada produk untuk mempimpin pasar

yaitu®®

1)

21

3).

a),

Visi mengenai pasar keseluruhan;

Partimbangan secara cermal atas polensi pasar massal dan
memuiai berbagal upays risel terintegrasi guna memungkinkan
lersedianya suaiu produk dan kesesuaiannya dengan kebutuhan
pasar massal tersebut. Contohnya keberhasilan Sony  dalam
memperiuas pasar islevisi di Indonesia.

Parsistensi atau keulelan manajerial;

Fakior ini menyangkut komimen uluh pada muniu merek dan
pasamya, termasuk selama pericde suram yang ditandai dengan
adanya hambatan tsknologi danfaicau lambailnya aksepiansu
konsumen., Kebanyskan produk sukses dan pemaseran selama
beriahundahun,  Conlohnya PT  Binlang Toedjpeh dalam
memasarkan merek pada produk jamu yang di konsumsi konsumen
i Indonesia.

Romitmen finansial;

Faktor ini berkaitan dengan akses ke sumber daya atay instilusi
finansial (seperffi bank, pasar modal, pemegang sahem, dan
perusahaan asuransil, dan Kkeinginan atau kesedisan unbuk
menggunskan sumber daya finansial yang lersedia. Komilmen
finansial sangat dibutuhkan uniuk merealisasikan gagasan yang
briian menjadi produk nyata. Fakior ini-. berkonsiribusi pada
kesuksesan perusahaan-perusehaan fernama seperti  Gillets,
Unilever dar Jhonson & Jhonson.

Inovasi berkesinamburngan tanpa kempromi;

Faktor ini menjadi faktor penentu seiring dengan teradinya
perubahan preferensi konsumen, perkembangan teknologi dan
intensitas persaingan. Adanya versi baru dari suatu produk
diharapkan dapat meningkatkan kecepatan penjualan  dan

Bisiet., hal 96-97.
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memuaskan konsumen vang menggunankannya. Conichnya
inovasi baru pada produk Notebook, mebil dan {elevisi
5).  Asset leverage,

Faktor ini merupakan kemampuan memanfaatkan dan memperiuas
keunggulan vang sudah ada, misalnya reputasi perusahaan, citra
nama mereX, jaringan disiribusi, kapasitas produk, keahlian
manajerial, dan kekuatan finansial. Contohnya Diet Cola pada
produk Coca Cola dan Pepsi.

2.38. Nilai Merek

Merek merupakan aset intangible yang dapat diukur besaran nilainya

sebagai aset perusghaan. Nilai merek sebagal aset dapat dimasukkan sebagai
akliva dalam neraca rugifiabs perusahaan. Retnawati menyatakan kekuatan nilai
suatu merek didasar atas enam indikator, yaitu =%

a.

L eadership : kKemampuan untuk mempengaruhi pasar baik harga maupun
non haga

Stability © kemampuan untuk memperiahankan loyalitas pelanggan [
konsumen

market: kekuatan dari merek untuk meningkatkan kinerja darf toko atau
distributor

internationalily. kemampuan brand unluk keluar dari area gesgrafisnya
stau measuk ke Negara atau daerah lain;

support | besamya dana yang dikeluarkan untuk mengkomunikasikan
merek;

profection: merek tersebul mempunyai legalitas.

Sedangkan Haigh mengemukakan 4 {empal) metode pendekatan untuk

dapat mengukur nitsl suatu merek®yakni :

&,

cost based valuations;

FRelnmwal, Opett.., hals.
*Soehadi, Agus W, “Brand Valuation : Financial Approach to Evaluale Hrand” |

Lisghawory (Juk 2003Y: hal. 3.
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Didasari ztas berapa biaya yang dikeluarkan untuk membangun atau
menciptakan merek lersebul, seperti biaya pengembangan produk, blaya
promosi, blaya pemasaran dii;
market based valusations
Digunakan jika informasi brand yang memiliki karakteritik yang rmirip
tersedia dipasar,
royally relief
Didasari atas asumsi babwa merek tersehut akan difisensikan kepada
pihak ketiga; sehingya besarnya royally menggambarkan nilai dari merek
tersebut. Walaupun pendekatan ni secara leknik bias diterima, tetapi
agak sulit untuk menjelaskan bagaimana merek tersebut dapat
menciptakan nilai
Economin use
Fokus dari pendekatan ini adalzh pada besamya pengembalian {retum)
vang akan diperoleh dari kepemilikan suaiu merek minus kontribusi bersih
dari merek ferhadap bisnis baik yang sekarang dan masa yang 2kan
datang. Ada 2 (dua) metode yang digunakan pada pendekatan int yakei :
1). farmulary approaches
didasari atas suatu model yang mencoba mengkaitkan varable-
variable yang berpenqarub terhadap nilai suatu merek. Nilai suatu
merek divkur atas dasar indikator probabilitas.
2). income based approaches
didasari alas refurn yang diperoleh sebagai hasil kepemilikan merek
terscbut balk sekarang maupun masa depan;

Nama mersk perusahaan vang kuat membawa kekuatan finencial

didalamnya dapat diukur dan digunakan dengan banyak cara termasuk;

4.

Merger dan akusisi; penilaian merek memainkan peranan penting dalam
proses  inipihak-pihak yang mendapatkan perusahaan barang yang
bermersk, bersama-sama dengan para investor dan bankimya ingin
mengetahul bahwsa harga perusahaan dapat diwujudkan melalui referensi
pada nilai-nilai assebasel tertentu yang sedang diambii alib.

hubungan investor lugr, bagi beberapa perusahaan besar, membangun
portofolic merek kelas dunia merupakan tujuan ulamanya. Penilaian
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merek dapat digunakan sebagai kala kunci dalam aps yang disebut
argument lunak

komunikasi internal; penilaian merek dapat membaniu menjelaskan
kinerja dan dapat digunakan sebagai sarana untuk manajemen molivasi.
Fengunaan merek mengukur tingkat kesetiaan internal dapat juga
menielaskan nifal assel perusahaan pada satu kelormpok perusahaan
yang sedang mendapat izin unluk menggunakannya;

glokasi anggaran pemasaran;  merek dapal membaniu  keputusan
penganggaran dan memberikan dasar yang lebih sistematis bagi
pengambilan keputusarn,

manajemen pemasaran intemal; penggunaan strategis leknlk penilaian
mersk memungkinkan manajemen senior membandingkan  tingkat
kesuksesan siralegl pemerekan yang berbeda dan kineria tim pemasaran
tertentn

taporan neraca; dalam bagian-bagian terlentu didunia inl, merek-merek
yang dibutubkan sebagal asset tak berwuiud dan diamordisasi

lisens! dan warslaba: penilalan merek yang akurat membutubken
seperangkat biaya yang realitis bagi proses lisensi dan franchise nama
merek;

pinjaman sekuritas; perusahaan-perusahaan seperti Disney dan levi
Sirauss telah melakukan pinjaman-pinjaman basar sesual nama-pama
merek mereka.

dukungan litigasi; penifaian merek sudah digunakan dalam kasus-kasus
hukum untuk mempertahankan nilai merek seperti penggunaan atau
pengalihan yang melanggar hukum

investigasi perdagangan secara fair;  penilaian marek sudah digunakan
untuk menjelaskan kepada audiensi yang bukan pasar mengenal peranan
merek dan pentingnya nilal merek bagl perusshaan-perusahaan yang
menghabisken  begitu  banyak dana untuk  mendapatkan  dan
mempertahankan mersk

perencanaan pajak; semakin  banyak perusshasn  yang  akiif
merencanakan lempat yang paling efekiif bagi poricfolio merek mersika
dengan royaity merek dalam benak mereka;
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penilgian produk baru dan pengembangan pasar, stategi bisnis baru
dapat didesain menggunakan teknik penilaian merek uniuk menitai merek
terbaik dan konsumen bak

Unluk menentukan pengukuran lerhadap 8rand  equily, Feldwick

mengelompokian makna brand eguily ke dalam 3 (liga) kalegon berikut yakni:®

&

239

Brand vafuation atau brand value, yailu nilal iolgl sebuah merek sebagal

assel terpisah, Brarf Value lebih mencerminkan siluas! transaksi bisnis

aktual atau dugasn/ rekaan. Kebutuhan akan penilaian merek dalam

konteks ini dibiasanya dipicu oleh 2 (dua} situasi utama yakni :

1), penentuan harga saat sebuah merek dijual; dan

2).  penentuan nilal merek sebagai asep intangible dalam laporan
neraca perusahagn.

Brand strength atay brend loyelty, yaitu ukuran menyangkut seberapa

kuat konsumen “lerikal” dengan merek terfentu. Fokus ulamanya lebih

pada kemampuan merek kuat uniuk membebankan harga lebilh mahal

{tharga premium) dan alau mewujudkan sensivilas lebih rendah terhadap

kenaikan harga dibandingkan pesaing (elasitas harga) seria bukan

menskankan volume penjualan semata

Brand image atau brand description, yakni deskripsi tentang asosiasi dan

kayakinan konsumen terhadap merek tertentu.

Relevansi Merek Dalam Persaingan Usaha
Dalam sualu persaingan usaba, merek yang digunakan suatu produk

tidak selalu berujung kepada kesuksesan. Kegagalan merupakan salah safu

konsekuensi yang perlu diperhbitungkan oleh Pelaku usaha yang memprodukst

dar/atau mendifribusikan produknya kepada konsumen. Untik mengeleminir
kegagalan pada suatu produk, Perfimbangan yang matang perlu dilakukan oleh
pemegang merek dapat melipuli kapan {fiming) memperkenatkan produk, dimana
saja wilayah pomasarannya {shategl geografis), kepada sikipa produk Hu

dikonsumsi (prospek oasar sasaran), dan bagaimana caranye (slhaleg

pengenalan pasar).

*Tiistone {2). Op.cit.., hal 47
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Keberhasilan pada produk yang menggunakan merek dalam persaingan

usaha ditentukan pada beberapa fakior diantaranya ->°

4.

Produk superior yang unik; Faklor ini melipuli kualilas yang baik,
kemampuan bary, nliat gura {value in use) vang linggl.

Kaonsep Produk; fakior int meliputi penentuan dan penilaian yang cermal
mengenai pasar sasaran, persyaratan produk

Sinergi teknologi dan pemasaran;

Kualitas managemen dan daya tarik pasar;

Sedangkan kegagalan suatu produk yang menggunakan merek dalam

persaingan usaha ditentukan pada bebsrapa faklor diantaranya .

2.

target pasar vang dituju terlampau kecil, sehingga penjualannya tidak
dapat menulupl biaya rissi dan pengembangan, biays produksi dan blaya
pemasaran,

kualitas produk yang tidak baik;

perusahaan tidak memiliki akses ke distributor dan pasar, misalnya kalah
bersaing dalam mendapatkan tempat (space) dalam rak-rak supermarket
atau toko pengeacer;

timingnya tidak tepat, artinya produk baru dilluncurkan terlalu cepat,
tertaly [ambat, atau bahkan pada saat selera konsumen telah berubah
secara drastis.

Lebih lanjut Tiiptono menguraikan 3(liga) macam Kegagalan suatu produk

yaitu®

.

Kegagalan produk vang absolul;

Kegagalan yang menimbulkan kerugian dimana penjusien fidak dapat
menutupl biaya variabel, Kegagalan ini seringkali disebabkan kssalghan
penyaringan ide produk, mismanagement, Non Accouniable
Adminilration.

Kegagalan produk yang bersifat parsial.

Kegagalan yang menimbulkan kerugian, tetapi penjualannya dapat
menutupi blaya vatiabel dan sebagian biaya tetap.

Sietong {8), Op.ok, bat 13
Birig ,, hat 127,
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diatas, pemegang merek perlu memperhatikan secara rinci lentang relevansi
suaty merek dalam persaingan usaha. Mc Kinsey & Company membuat sualu
metoda tentang relevansi suatu Merek dalam tingkat persaingan usaha yang
didasari faktor-faktor strukiur pemasok di pasaran, jumlah pesaing , kompleksitas
proses pembelian, ukuran pusat pembelian dan kemudahan suatu merek dilihat

Kagagalan produk relatif;

Kegagalan vang memberikan laba vang lebih kecil daripada sasaran

tingkat pengembalian yang diharapkan perusahaan.

Untuk menghindari kegagalan produk dalam persajngan usaha tersebud

publik®

4.

Makin terpecah suatu pasar pemasok, maka makin sulit bagi suatu Merek
untuk Menonjol

{Relsvansi Merek lertinggl dalam pasar bersifat meonolistik dengan jumiah
pesaing keci atau sedang)

Dalam Proses pembelian suatu produk yang kompleks, biasanya
keputusan akhir merupakan hasil dari bagian keputusan sebelumnya.
{Relevansi Merek tertinggi dalam pasar produk dengan proses pembelian
sederhana)

Makin banyak orang yang teriibat dalam proses pembslian, suahi mersk
akan menjadi makin penling

{Relevansi Merek tertinggi dalam keputusarn pembelian vang melibatkan
suatu pusal pembelian yang besar)

Jika suati produk atau iasa dan Merek yang melekat padanya sangat
muiah ferlibat oleh pemakai, semangku kepentingan lainnyadan orang
banyak, relavansi Merek akan meningkat secara signifikan

{Relevans] MereRk Tertinggl dalam pasar produk dimana Merek mudah
terlihat)

¥ Kotier,. Op.oit., hal 53
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Gambar 2.1

Relevansi Merek menurut faktor Konteks

TINGGI RELEVANSI| BRAND RENDAH

Pemasok dalam Pasar ?

BEBERAPA <::| Beberapa Banyak Pesaing I:> BANYAK

yang ada dalam Pasar ?

SANGAT ~ {1  Seberapa Kompleks ">  SANGAT
SEDERHANA Proses Pembeliannya ? KOMPLEKS

<:] Berapa Banyak pengambil :>
BANYAK keputusan yang tertibat BEBERAPA
dalam proses pembelian ? :
Apakah aplikasi suatu
JELAS TERLIHAT merek dengan mudah TIDAK TERLIHAT
terlihat ?

2.3.10. Siklus Hidup Produk {Product Life Cycle)

Pengetahuan dan penelurusan suatu produk yang menggunakan merek
merupakan suatu langkah yang dapat menciptakan optimalisasi penerimaan
pajak. Pengetahuan suatu produk dapat didasarkan pada siklus hidup produk
(Product Life Cycle} yang menggambarkan riwayat suatu produk sejak
diperkenalkkan sampai dengan ditarik dari pasar. Dalam memberikan
pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing, Kotler menguraikan
Product Life Cycle dalam 4 tahap sebégai berikut ; %

a. Perkenalan (Introduction);

Periode pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk itu

diperkenalkan ke pasar. Pada tahap ini tidak ada laba karena besarnya

biaya-biaya untuk memperkenalkan produk;
b. Pertumbuhan (Growth)
Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkat laba yang besar.

Selama periode ini laba meningkat karena biaya promosi dibagi oleh

62 Philip Koller dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, jilid 1, edisi 12, (Jakarla: PT
Indeks, 2007), hal 388 — 400.
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volume yang lebih besar, dan biaya produksi per unit turun iebih cepat

danpada penurunan harga karena dampak dari pembelajaran produsen;

Redewasaan atau Kematangan (Maturity)

Periode Perurunan pertumbuhan penjualan karena produk ity telah

diterima oleh sebagian besar calon pembeli. Laba akan stabil atau

menurun karena persaingan yang meningkatf;

Periode ini dapal dibagi menjadi 3 {tiga) fase ;

11 HKedewasaan bertumbub {growlh malwrily),  dimana  lingket
partumbuhan penjualan mulal menurun dan tidak ada saluren
distribusi baru yang akan diisi;

2}, Stabil {stabd maturity), dimana penjualan menjadi datar bila dilihat
darl ukuran per kapila karena kejenuhan pasarn,

3}  Menurun {Decaving malrity), level penjualan absolit mulai
menrun dan pelanggan mulai beralih ke produk lain.

Penurunan (declina);

Periode saat perjualan menunjukkan arah yang maenurun dan laba yang

menipis; Penjualan merosot tajam karena sejurmiah alasan termasuk

kemajuan teknologl, pergeseran selera konsumen, dan meningkainya
persaingan dalam dan luar negeri.

Kathryn harrigan mengidentifikasi lima strategi penurunan yang tersedia

bagi perusahaan®™:

13 Meningkatkan Investasi perusshaan {untuk mendominasi atau
memperkual posisi persaingan};

2%.  Memperiahankan fevel investasi perusahaan sampai kelidekpastian
ientang industy tersolosaikan;

3). Mengurangl Isvel investasi perusahaan secara sselektif dengan
melepas kslompok pelanggan yang fidak menguntungkan sambil
memperkuat  invesiasi perusahasn di tempablempal vang
menguntungkan;

4j.  Menuai investasi perusehaan untuk memulihkan kas secepainya;

§). Melepaskan bisnis itu secepalnya dengan menjual asstnya dengan
cara yang paling renguniungkan.

® thig., hal. 399
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Karakteristik-Karakteristik Product Life Cycle

Tabel 2.1

TAHAF DALAM PRODUCT LIFE CYCLE

KAREKTERISTIK INYRGDUCTION GRIZWTH MATURITY DECLINE
. Meri
Fenjusion Penjuston Rendag | Touskn Mevingkat} o oy penjuntan | DEPRIUDAR
dengan copat FPenjuaion
Sinva Biavs For Bizya per Konsumen Bisva Per Biaya Per
3 Eeontumen Tiapsi Scdang Kensumen Repdak § Kenstmen Rendah
s ¥ r {abs Yany
Laba Megatif f.aba Yeng Menlngkat Labs Tingg Mernean
Juemishnys Telap
. N i . Juniahinya
Pesning St Jumiabnys Meningkat meski mulai Menuron
mERNrun
Memaksimomkan
Tufuan Pemasaras yt:::? ait:?:;; 52 = = mm—ee Meogurangt bisvs
A Pangss Pasar Mempertahankan
pangsa pasar

Sumber : Phillp Kotler dan Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Jakarta

PT Indeks Hal, 401

Dart wratan 4 tahap product life cycle tersebut diatas, optimalisasi
penerimaan pajak dapat terfadi pada tahap pertumbuhan {(growth) yakni pada
saal laba yang diperoleh dalam penjualan akan meningkat. Peningkatan iaba
lentunya  secara langsung akan meningkatkan pajak yang dibayar oleh

Pemegang Merelk sebagai wajib pajak. (lihat grafik dibawah)

Bules
145]
8
2
8
£
J
Gambar 2.2,
Sumber

{11

T

0

o

:

e ————

Karakteristik Product Life Cycle
Petar Chaverion, Undersfaending Brands, {London dan

Philadelphia : Kogan Page, 2006), Hal. 92
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2.4 METODE PENELITIAN
2.4.1 Pendekatan Penelitian

Penclitian yang digunakan dalam tesis ini adaiah pendskatan

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendeksatan penelitian ilmish yang

manekankan pada strukiur social, budaya, hubungan penslitl dengan obyek

yang ditelifi yang lebih menekankan pada pertanvaan dengan obyek vang

ditelii vang lebih menekankan pada peranyaan “How™ Pada Umumnva

pendekalan kuallelif dikembangkan dalam berbagal bidang penelitian

misainya iimu soclal, politik atau hukum,

Cresswell mengulip pendapat Merriam menyatakan bahwa ada 8

{enam) ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu>*

a.

Penelitian  kualifaif leblh menekankan perbatian pada proses
hukannya hasil atau produk;

Penelitian kualitatif tertark pada makna bagaimana orang membuta
hidup, pengalaman dan struktur dunianya masuk akal;

Penelitian kualitatif merupakan instrument pokok untuk pengumpcdan
dan analisa data. Dala didekati melalui instrument manugia, bukannya
malalui inventaris, daftar pertanyaan atau mesin.

Penglittan kualitetif melibatkan kerfa lapangan. Penelitl secara fisik
berhubungan dengan orang, lafar, lokasi atay institust unluk
mengamati atau mencatat peritaku dalam ktar alamishnva);

Henelitian kualitatif bersifal deskript, dalam arll penslill terlarik pada
proses, mekna dan pemahaman yang dapat dilalul melalil kata atau
gambat,

Pomilihan kuglitatif dikarenakan sesual dengan karakferistik dari

penalitian kualitatif seperti yang dikemukakan oleh Craswell

a’

b.

Konsepnya lidsk matang karena kurangnya teori dan penslitian
terdahulu

Pandangan bahwa teori yang ada mungkin tidak tepat,tidak memadai,
tidak benar atau rancu;

]

Cresswell, Op.cit,, hal. 140

9 ibict,
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c. Kebutuhan umtuk mendalami dan menjelaskan fenomena dan untuk
mengemhangkan teor, alau

d. Hakekal fenonemanya mungkin lidak cocok dengan ukuran-ukuran
kuantitatif

Reseluruhan penelitian int dilabarkan dalam bentuk naratlif iimish yang
manggambarkan hubungan anlara teori dan prakiek yang ditemud, uniuk
kemudian didapatkan kesimpulan serla saran apabila masih ada yang petiu
diperbaiki,

2.4.2 Jenis Ponelitian

Peneliian vang dilakukan berupa penelitian deskriptif analisis yaitu
penelilian yang bertujuan untuk melukiskan fakta dan kondisi populasi
terteniy alau bidang terlentu secara faklual dan cermat atau membuat
deskripsi atau lukisan secara sisternatis..

Khusus dalam tesis ini diuraikan pengertian tentang perencanaan
pajak (fax planning) dengan hubungan merek yang didasarkan konsep
product life oycle pada suatu produk yang diproduksi cleh perusahman
sebagai pemegang merek di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis
kesesugian pemenuhan kewsjiban perpajakan olsh perusabasn sebagal
pemegang merek dengan ketentugn perpaiakan yang beraku HMal ind
ditindaklanjull dengan langkah yang dilakukan oleh Difjen Pajek dalam
mengopiimaliasi penerimaan pajek dar penggunaan merek dalam suatu
produk oleh perusahsan. Dengan Pendekstan kualilatf, diharapkan
mampu membuat suatu rancangan afau sisiem pengawasan perencanasn
paiak yang dilskukan cleh perusshasan sebagai pemegang merek di
Indonesia vang sederhang dan efeklif,

2.4.3 Tahnik Mengumpulkan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoieh dengan metode
pengumpulan data sebagal berikut
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Wawancara.

Wawancara yang mendalam dilakukan dengan pihak-pihak
yang mengertt permasalahan  vang dibahas dalam  penelilian,
diartaranya
1) Ditien Hak Atas Kekayaan intelektual Departemen Hukum dan

HAM Republik Indonesis;

guna mangetshul secers rnct lenfang hubungan merek

dengan bentuk ussha yang dilakukan oleh pemegang merek,

preses pendaftaran merek dan pedindungan hukum atas
panggunaan merek di indonesia;
2. Ditjen Pajak;

guna mengetahul secara rinci pelaporan dan pengawasan

terhadap pelaporan dan/atau  pemenvhan  kewajiban

perpajakan oleh Subyek Pajak yang memegang hak alas
merek dalam kegiatan usahanya sehari-hari.
3). Pemegang Merek

Guna mengetahui  secara rindd  alasan  dilakukannya

perencanaan pajak dalam manajemen peérusahaan guna

mencapal jaba selinggiiingginya dan meminimalisast Pajak

Terutang

. Observasi.

Observasi  dilakukan dengan mengamati pelaksanaan
pemenuhan  kewajiban perpajakan oleh subyek pajak dengan
pengamatan daerah dan/atau pasar dimana produk vang diproduksi
dan/atau didistribusikan tersebut dapat dikonsumisi olgh konsumen.
Adapun manfaat-manfaat observasi sebagai berikut:

R Dengan cobservasi di lapangan, peneliti akan lebih mampu
memahami Konleks data dalam keseluruhan sifuasi sosial, jadi
akan dapat diperoleh pandangan yang holistik  atau
menyeluruh;

2. Dengan observasi maka diperoleh pengalaman langsung
sehingga memungkinkan penelitian menggunakan pendekatan
induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan
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sebsiumnya., Pendekalan indukif membuka kemungkinan
rmelakukan penemuan atau discover.

33 Cengan observasi, penaliti dapat melibat hal-hat yang kurang
aiau tidak diamati orang lain;

4). Dengan observass, peneliti dapat menemukan hal-hal yang
sedianya fidak akan tsrungkapkan olsh responden dalam
wawancara karena bersifat sensitif alau ingin ditutupi karena
dapat merugikan tembaga;

5). Dengan observasi, peneliti dapgat menemukan hal-hal yang
diluar persepsi responden, sehingga penelii memperoleh
gambaran yang kompréhensif;

8). Malalui pengamatan di fapangan, penelifi tidak hanyas
mengumpulkan data yang kaya, fstapi juga memperoleh
kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana sifuasi sosial
yang ditefiti.

. Studi kepustakaan.

Studi  kepustaksan dilzkukan dengsn  membaca  dan
mompelalan sejuriah buku, Rerature, maijalah, artikel, tesis, pamnal
undang-undang pemaiakan dan Merek, Peraturan Pemeriniah,
Peraturan Manteri Kevangan, Surat Dirlen Palak dan fain-ain, Adapun
tujuan dari studi Repustakaan ini adalah unfuk mendapatkan kerangka
teort dalam menertukan arah dan tujuan peneiitisn serta mencar
kansep-konsep dan bahan-bahan yang sesusi dengan konteks
permasalahan tesis ini,.

2.24 Nara Sumber / informan
Untuk mendapatkan penelitian yvang mempunyal validitas dan
realibitas yang dapat diperanggung jawabkan, maka pengelolaan data
yang akan digunakan pada penelitian ini tenfunya bersumber pada nara
sumber dan/atau informast yang mempunyai kredibilitas dan keahlian vaeng
mumpuni sehingga peneliian dapat menvajikaen data yang valid dan
tarpecaya. Data-dsla yang digunakan sebagat obyek penelitian diperoleh

secaras resmi  dari Departemen dsw/alau Lembaga berwenang sesuai
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dengan ketentuan peraturan perurdeng-undangan yang berlaky  di
Indonesia sehingga validitas data yang disajikan dalam penglitian dapat
dipertanggungjawabkan.
Adapun nara sumber danfatau informan yang akan dijadikan sumber
pengotahan data dalam penelitian ind antara fain ;
a. Direkiorat Merek Uijien Hak Atas Kekayaan Intelekiust Departemen
Hukumn darn HAM Republik Indenesia;
1} Bapak Tarsizivs Didik Taryadi sebagai Kasubdit Pelavanan
Hukum
2). Bapak Faisal Reza sebagai fungsionat pemeriksa merek,
b.  Diljen Pajak Departemen Keuangan Republik indonesia:
1l Bapak Wahyo Santoso sebagai Kasie Peraturan Perpajakan
bidang Pajak Penghasilan Difien Pajak:
2). Bapak Ferdinan Sirait sebagal Kepala Scksi Waskon it KPP
Pralama Kosambi;
3} Bapak Tauflk Abmad dan M. Fadly sebagei Account
Regpresentative di KPP Pratama Kosambi
43, Bapak Dwi Akbmad Suryadidiaya sebagai Supervisor
Pameriksa dan Penyidik Peogawal Negeri Sipil Dieklorat
Jenderal di KPP Pratema Serpong
5. Bapak Apit Septiveno sebagai Operator Consule KPP Pratarma
Serpong
G. Perusahaan sabagai Pemegang Merek terdaftar:
1. Q. Trisnadi sebagai Direktir PT HSM sebagal pemegang
maerek X pads produk tahu,
2). J. Rusli sebagai Dirskiur PT ET sebagai pemegang merek Y
pada produk kertas.:
3. Hikmat sebagal Kepala Bagian Administrasi PT Kl sebagai
Produsen Cokiat Merek Z di dagrah Tangerang

2.4.5 Teknik Analisis Data
Metode analisis data dilakukan secara kuaiitatif dengan menggunakan
metfode ilustrasi {the illustrative method) yaitu menguraikan penerapan
pajak oleh perusahaan sebaga pemegang merek berdasarkan teor! dan
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2.4.6

data yang dikumpulkan dari fapangan. Menwrut Bogdan dan Biklen
sebagaimana dikutip oleb irawan, yang menyatakan bahwa analisis data
kualitatif adalab proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip
interviewe, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan,
yang kesemua itu  dikumpuikan  untuk  meningkatkan pemahaman
terhadap sesusiu fenomena dan membaniu untuk mempresentasikan
penemuan lersebut kepada orang fain %

Prasedur analisis data dilakukan berdasarkan data mentah yang
dikumpuikan dar lapangan balk dar hasil wawancara yang dirangkum
berupa hasil transkrip data dan juga data vang dipsroleh dar perusahaan
sebagai pemegany merek dalam psmenuban kewajiban perpajakan,
Proses  selanjutnya  adalah dala mentah yang tefah  terkumpul
dikategurikaen sesuai dangan opik yang diteliti yaitu pserencanzan pajak
yang berhubungen dengan Ketentuan Umum Perpajakan {(KUP), Pajek
Penghasilan {PPh} dan Pajak Pertambahan Nilal {PPN). Kajian literature
juga melengkapi dalam proses analisis data sebagai perbandingan
terhadap temuan darf data vang ada untuk menyimpulkan hasll analisis
sementara. Hasil analisis sementara tersebut diteliti uiang dengan data-
data yang ada untuk menghasiikan kesimpulan akhir penelitian.

Batasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dibatasi pada ‘iéantitas merek dan pemegang
merek dengan kriteria sebagal barikut

Merek yang digunakan dalam suatu produk adalah original local brand
yakni mencakup merek-merek yang berasal dar Indonesia dan dimiliki
oleh orang / perusahaan dalam negeri dan menjalankan kegiatan usaha
dalam bentuk penanaman modal dalam negeri.

Perusahaan merupakan pemegang merek pinak pertama yang memiliki
hak atas merek {pemilik merek} dan mendapat pedindungan hukum
berdasarkan Sertipkat Merek dan Berita Resmi Merek di Kantor Merek
Ditien HakKi ;

¥ prasetys irawsn, Peneliian Kuaiitshf & Kusniltalif Untuk #rueiimu Sosisf, {Depoic

Deparlemern By Administrasi FI8HP L, 2006), him, 7273
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3. Perusahaan merupakan pemegang merek suatu produk dalam sikiug
pertumbuhan, dimana omset mulal meningkat dan biaya mulai menurun,
dan terdaflar sebagai wajib pajak di KPP Pratama dan Madya di witayah
K1 Jakarta dan Tangerang,

24.7 Pembatasan Penelitian

Kesulitan uniuk mendapaltian dala pemegang merek yang terdapat pada
institugi Kantor Merek Direklorat Jenderasl Hak alss Kekayaan intelekiual
Bepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka
penslitian inl hanya mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun
2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umurn dan Tata Carg Perpajakan sebagsimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang No.28 tahun 2007, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang
Paiak Penghasiéian sebagaimana felah diubah terakhir dengan Undang-Undang
No.36 tahun 2008, Undanglndang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Partambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah lerakhir dengan Undang-Undang Ne.18 Tahun 2000 dan peraturan
nalaksanaannya,
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BAB Il
KETENTUAN DAN PERKEMBANGAN MEREK
DI INDONESIA

3.1 LANDASAN HUKUM MEREK DI INDONESIA

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam periindungan hukum bagi

penggunzan merek di Indonesia adaleh undang-undang dan Z {dua) konvensi

internasional di bidang hak kekayaan intelekiual khusus merek yang teiah

diratifikas| oleh Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a.

Undang-Undang No.15  Tahun 2001 tentang Merek (“Undang-Undang
Merek").

Undang-undang Merek ini menggantikan Undang-undang No. 14
Tahun 1897 yang dirasakan tidak lagl sesual dengan kepentingan untuk
menjaga persaingan usaha yang sehat dalam ers perdagangan global dan
sudah tidak seiafan dengan konvensi-konvensi intemasional yang telah
dirgtifikasi oleh Indonesia,” Atas pertimbangan tersebut diberlakukantah
Undang-undang No. 15 Tahun 2001 ssbagai manifestasi alas konvensi-
konvensi intermasional yang tetah diralifikasi cleh Indonesia,

Undang-Undang Merek merupakan pembaharuan dar peraturan
perundang-undangan sebelumnya vang sengatur mengenal  ketentuan
tentang merek di Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat
diuraikan sebagai berkut :

1) Trademark Act {Staaisbiad van Nederiandsch-indie No. 109);
Undang-undang ini diberfakukan di Indonesia pada tahun 1885,

Peraturan int disusun dan mangikufl sistem Undang-undang Merek

Belanda dengan menerapkan sistem konkordansi,®® yaitu ketentuan

perundang-undangan yang dibuat, disashkan oleh dan berasal dan

niegara penjajah vang juga diterapkan di negara jgishannya, Undang-

undang i membenkan perdindungan hak atas marek selama 15

tahun dan pendaflarannya dilakukan di “District Court” di Batavia

5 { ihst Penjelasan Umum Undang-undang No. 15 Tabun 2001.
* insan Budi Maulana, Perindungan merek terkenal dari masa ke masga, (Bandung: Cilsa

Aditya Baldi, 1883}, hal 7,
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{(sekarang Jakarta)® Undang-undang ini direvisi ketka Hindia
Belanda menjadi peserta Konvensi Paris pada Tahun 1888,

2} Reglement indusirisle Eigondom {RIE);

Pada tahun 1912 Reglernent Industriele Eigendom (RIE) yang
terdiri dari 27 pasal dimuat dalam Stb. 1312 No. 545 Jo. Sth. 1813 No,
214, Peraturan ini diberakukan untuk wilayah-wilayah indonesia,
Suriname, Curacac, Perindungan hukum yang diberikan kepada
merek terdaftar adalah 20 whun, Peraluran inl menganut sistem
pendaftaran deiiaralif dimana sistem ini mengulamakan perdindungan
hukum kepada pemakal perlama dan bukan pada pendafiar pertama.
Hal ini berarti pemakai pertema memiliki hak yang lebih baik daripada
pendaftar pertama. Dalam peraturan ini juga belum mengatur tentang
merek jasa atau “service mark”, hak prioritas atau “priority right”, idak
mengatur adanya lisensi merek, tidak mengatur masalah pemalsuan
merek atau “counterfeiting mark” dan tidak mengatur adanya ganti
rugi, serta tidak mengatur tindak pidana datam merek.”

3}  Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Ferusahaan dan
Merek Perniagaars
Undang-undang inl hanya lerdini dar 24 pasal. Sistem vang
dianut adaelah sistem deklaratif dengan menekankan perlindungan
hukum bagi psmekai pertama (firs use principfe) dan tidak kepada
pihak yang pertama kali mendaftar. Prinsip ini menegaskan bahwa
bagaimanapun pendaftaran merek pada Direklorat Marek hanya
merupakan anggapan adanya hak ekslusif suatu merek bagi yang
mendaftarkan merek tersebut sampai kemudian terdapat pihak lain
yang dapal membuktikan sebagsi pemakai pertama alas merek
tersebut.

®afifah Kusumadara, “Analysis of the Fzilure of the implementation of Inlellectual
Property ;_aws in indonesia,” {(Liseriasi Facully of Law University of Sidney), hal. 92
Harahap. Tinjuan Umum Mgrek, hal, 57,
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4 Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1882 tentang Merek;
Undang-undang Mersk inl disahkan pada tanggal 28 Agusius
1892 dan berlaku efektil pada tanggal 1 April 1883, Undang-undang
ini mempunyai hanvak persamaan dengan Model Law tahun 1866
yang diinfrodusir oleh BIRPI {United Internationaf Beureu for
protection of Inteflectual Froperly Right bekerjasama dengan
UNCTAD {United Nation Conference of Trade and Development)
dalam upaya mewiiudkan suatu sistem merek yang seragam dan
standar hukum jnerek yang sama ¢i semua negara di bidang merek,
Undang-undang ini mempunyal ruang fingkup vang lebih luas dan
lebih serapurna dibandingkan dengan Undang-undang No. 21 Tahun
19681, Secara umum perbedazan antara Undang-undang No. 19
Tahun 1992 dengan Undang-undang No. 19 Tahun 1882 adalzh;
ay  Perdaftaran merek merupakan dasar timbuinya hak atas mersk
{sistem konstitulif) sedangkan pemakaian merek yang telah

terdaflar merupakan syarat agar pendaftaran merek dapat
dipertahankan alas adanya permohonan penghapusan merek
apabila merek ierebut tidak digunakan dalam perdagangan

barang dan jasa;
b} Diperkenalkannya adanya kelompok hak atas merek yang baru

.'

disamping merek dagang, yaitu merek jasa dan merek kolektif;”
¢} Hak atas merek meliputi bak untuk memberikan Lisens!
permakaian merek yang bersangkutan kepada pihak lain;"

d) Diperkenalkan adanya prosedur pengumuman  {publikasi)
permintaan pendaftaran merek dalam Berita Resmi Merek untuk
memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan
mengajukan keberatan ;™

e) Diperkenakkan adanya Komisi Banding di lingkungan Kantor
Merek vang bertugas memeriksa keberatan terhadap
permintaan pendaftaran mersk -

™ |ndanesia 2], Undang-undang TentangMerek, UU Nomor 19 Tahun 1802, LN, No. 81
Tahun 1932, TLN No. 3430, Pasal 1 ayat {3} dan {4)
2 thirt,, Pasal 3.
2 Higd, Pasal 22.
ihid, Pasal 31.
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h)

)

k)

Y

Dimungkinkan untuk  mengajukan  peminiaan  pendafiaran
merek dengan Mak Prioritas (Pricrity Right) sesual dengan
ketentuan Konvensi Paris -7

Ads  batas  wekiu minimal baglt Kanlor Merek  uniuk
menyelesaikan  permintaan  pendaflaran  merek  dengan
Kemungkinan bahwa apabila balas wakiyu il lidak ditepatl maka
pemohon pendsftaran merek yang merasa dirugikan dapatl
mengajukan gugatan kepada Kantor Merek di Pengadilan Tata
Usaha Negara ;

Ada batas wakiu maksimal dan minimal untuk mengajukan
permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar
(maksimal 12 bulan dan minimal 6 bulan sebelum berakhirnya
jangka waktu pendaftaran) ;78

Pengalihan hak atas merek berdasarkan pewarisan, wasial,
hibah, peraniian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan
undang-undang serla dapat dilakukan dengan balk dengan
ataupun tanpa perusahaan dan itkad balknys ;

Kanior Marek dapat menghapuskan pendafiaran merek secara
“Ex Officio"stay atas prakarsa sendin berdasarkan bukti bahwa
merek yang dimaksud telah tidak digunakan dalam perdagangan
barany dan jasa selama 3 tahun berturut-turut atau lebih ;
Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan oleh pemilik
merak terdaftar

Pemilik merek terkenal dapat mengajukan gugatan pembalalan
pendaftaran merek meskipun pendaftaran merek vang dimohon
pembatalan terssbut fidak termasuk pengelompokkan barang
yang ssienis |

Pemiik pendaflaran merek dapat mengajukan ganti wéi dan
psenghenfian pemakalan meek kepada pihak ketiga yang
memakai mersknya tanpa hak ;

Diperkenalkan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
untuk melaskukan penyidikan tindak pidana daiam bidang merek;

™ )pid., Pasal 12.
8 1bid., Pasal 38.
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)

o)  Adanya ketentuan pidana terhadap pelanggearan merek dengan
ancaman hukiman yang relatif cukup tinggi,

tindang-Undang Merek No. 14 Tahun 1897 teniang Mersk;
Undang-undang No, 14 Tahun 1987 merupakan revisi dan

Undang-undang No. 18 Tahun 1882 yang disahkan pada tanggal 7

Mei 1887, Undang-undang inl membagi pelanggaran merek menjadi 4

{empatl} macam yailu

1} Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja
dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama ;

2y Perbuatan pelanggaran merek vang dilakuken dengan sengaia
dan tanpa hak manggunakan merek yang serups ;

3y  Perbuatan pelanggaran  merek  yang  dilakukan  karens
kelalaiannya ;

4}  Perbualan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang
dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang
dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan
masyarakat mengenai asal usul barang atau jasa.

Undang-undang it menyalakan dengan tegass perbuatan
pelanggaran merek fersebul kecuali vang keliga merupaskan findak
pidana kejahatan, Perbuatan pelanggaran mergk yang keliga dalam
undang-undang ini dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran.
Dalam undang-undang ini juga ada ketentuan bary mengenai adanya
ancaman hukuman bagl siapa saja vang memenuhi unsur perbuatan
relanggaran mersk yang keempat dimana sanksit inl sebelumnya
tidak distur dalam Undang-urkdang No. 19 Tahun 1892,

Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention

Establishing the Wordd Intellectual Property Organization (Keputusan

Presiden No. 156 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden
No. 24 Tahun 1979}

Konvensi Paris lahir pada tenggel 20 Maret 1883 dalam suaty

konferensi diplomatik di Parls. Konvensi int dikenal dengan nama “The
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Farig Gonvention for the protection of indusirial property” (Konvensi Paris
untuk Perlindungan Hak Milik Perindusirian} atau dsingkat dengan FParis
Convention {Konvensi Parig).

Konvensi int awalnya dilandatangani oleh 11 negara peserta, yaitu
Belgia, Brasil, Guatemala, Halia, Belanda, Portugal, Salvador, Serbia,
Spanyol, dan Swiss., Kemudian, anggotanya bertambah hingga mencapai
82 negara pada 1 Januari 1976, termasuk Indonesia.”’

Dalam  Perkembangarnnya, konvensi ini mengalami beberapa
perubahan yaitu di Brussels pada tehun 1800, di Washington (1811}, di
Den Hasg (1825}, di London {1834), di Stockholm {1967 dan ¢l Ceneva
{1879}, indonesia bary meralifikasi Konvensi Paris inl dengan Keputusan
Prasiden No. 15 Tahun 1987, Dalam Konvensi Paris ini terdapat 3 asas
utama yang harus diterapkan di semua negara peserta konvensi inj, Ketiga
asas jtu adalah:™
1). Asas Terbuka {Open Convention)

Dalam Pasal 21 Konwvensi Pars mengatur bahwa seliap negara
diperbolehkan menjadi angoota konvenst inl kapan saja, Unfuk ity
merngajukan persyaralan yang diperivkan dengan cara mendafarkan
atau mendsposit kepada Direktorat Jenderal. Dengan demikian, -
negara tersebut langsung menjadi anggota Paris Union.

Setiap negara yang telah menyatakan diri menjadi anggota
Konvensi Paris terikat mensrima Ketenluan konvensi dan mengakui
sistem seria prinsip-prinsip internasional di bidang merek. Konvensi
ini diharapkan dapat mempercepal proses keseragaman hukum
dianiara negarg-negare di dunia. Hal Ini untuk  memberikan
partindungan terhadap mersk terkenal di seluruh negara,

2).  Asas Persamaan Perlakuan (Nafional Treatment)

Setiap negara peserta konvensi inl herus  memberikan
perindungan dan perakuan yang sama kepada wargs negara dar
negara-negara peseria konvensi seperli vang diberkan negars
negara lersebul kepada wargs negaranya sendifi. Asas ini disebut

¥ 1. Yahya Harahap, op.cit, hal 117
* ibid,
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3)

juga dengan asas asimilasi {(principle of assimilation). Asas ini

mengharuskan setiap negara peserta konvensi untuk memberikan

perlakuan yang sama dalam hal peadaftaran dan perlindungan merek,

yaiw:m

a). Seliap warga negera anggola berhak mempercleh  dan
menikmati segala kesempatan sebagaimana yang diperoleh
warga negara masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum
vang beriaku ynaupun vang akan berlaku pada negara peseria.

b). Hak uniuk mendapatl periindungan hukum {$he same profection)
terhadap adanya Undakan pelanggaran lerhadap hak atas
mergk yang dimiliki cleh warga negara dari negara-negara
peserta konvensi lainnya termasuk pemuliban hukum,

Asas Prioritas {(Priorily Right}

Dengan adanya asas inh, suaty merek dalam suatu negara
konvensi dengan sendirinya menurut  hukum memperolel  hak
pricritas atas pendaftaran merek yang "sama” pada setiap nagarg
peserta konvensi yang lain apabila merek fersebut teleh digjukan
permohonan pendaflarannya di salah salu negara peserla konvensi.
Timbuinya hak pripritas ini dihitung sejgk 6 bulan dan tanggal
diajukannya permohonan pendaftaran pertama di suatu negara
peserta konvensi. Atas permohonan fersebut, kepada pemohon
pendaflaran merek diberikan periakuan berupa hak proritas tethadap
permohonan pendaftaran yang diajukan kemudian.

Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);

General Agreemeant on Tariffs and Trade ("GATT") msrupakan forum

utarna perundingan perdagangan internasional vang terbentuk pada tshun
1847. Pada awal pembentukannya GATY tidak mengalur masalah hak milik

intermasional, namun negara-negara peserta GATT tidak bisa terlepas dari

peraturan internasional mengenai pelaksanaan perlindungan paten, merek

dan hak cipta serta penghindaran penipuan. Negara-negara peseria GATT

i, hal. 118,
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iidak diberi kekussaan untuk menerima dan melaksanakan tindakan-
indakan guna menjamin peraluran yang berkenaan mengenal merek,
paten dan hak cipta. Tindakan lersebul harus konsisten dengan aluran-
aluran GATT sehingga negara-negara peserta GATT {dak boleh
metakukan tindakan-indakan tersebut secara sewenang-wenang.

Pada perundingan Tokyo Round 1973-1979 telah diusahakan olsh
negara-negara maju untuk merancang perjanjian perdagangan barang-
barang tiruan pamun fidak  berhasilt memasukkan dalam  agenda
perundingan. Pada lahun 1882-1986 pada persiapan pularan uruguay,
salah salu masalah ulama untuk dibicarakan adalah masalah pengaluran
hak kekayaan intelokiual yeng sebetulnya sudah diwadahi oleh WIPO,
Namun usulan lersebut diolak negara-negara berkembang yang
harpendapat bahwa pengaturan mengenal hak kekayaan intelektual tetap
berada di WIPO dimana WiPQ telah mempunyal mekanisme perindungan
hak kekayaan intelektual sedangkan GATT dianggap tidak kompeten dan
tidak mempunyai pengalaman untuk rmenentukan adanya unsur peniruan
atau tidak.. Namun ada juga yang bermpendapat CATT juga dapat
merundingkan masalab-masalah yang berkaitan dengan hak kekayasn
intelekiual disamping mengatur masalah-masalah perdagangan.

Sebagal hasit dad Pulsran Uruguay, masalah hak  kekayaan
intelekiual dituangkan datam PersefUjuan mengenai aspek-aspek dagang
dari hak kekayaan inlelektugl vailu TRIPs (Trade Relalsd Aspocie of
intelfectual FProperly Righls) yang mengandung kaidah-kaidah secara
mendetajl berkenaan dengan hak kekayaan intelektual yang berlaku secara
internasional. Negara-negara peserta TRIPs mewajibkan pesertanya untuk
menerapkan pasal-pasal subtantif dart Konvenst Paris dan Konvenst Bern
karena TRIPs pada dasamya mengacu pada konvenst-konvensi tersebut.
TRIPs Agresment memiliki iga prinsip pokok.™ Yaitu
a. menetapkan siandar mirimum perindungan dan penegakkan hak

kekayaan intelektual bag! negara-negara peserta penandalangaran

TRIPs. lermasuk di dalamnya hak cipta {dan hak terkail Jaiﬁnya),

2 TRIPs  dan Pengaruhnya Eﬁagi Pﬁmtumn Perundang—undangan Indonesia,”
Y7L 114 - a-haoi

<kt kiinkhukum wordnress (71 B -peraturan-parundana-
andangan indonesial>, 28 kaber Z008.
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merek, indikasi geogralis, desain industri, paten, tata letak sirkuit
terpadu dan rahasia dagang. Foin penting dalam hai ini adalah bahwa
ini merupakan standar minimurm, lidak ada larangan bagi negara-
negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi.

b. tiap-iap negara harus saling melindung hak kekayaan iniglektual
warga negars lain demgan memberikan mergk hak seperit vang
tertuang dalam TRIPs. Prinsip imt  dikensl dengan “Nstional
freatment'.

¢.  seliap negara peserta fidak boleh memberikan periakuan yang lebih
merugikan kepada warga negara lain dibandingkan periakuan kepada
warga negara sendiri sehingga prinsip “the Most Favoured Mational®
barlaku disini yang artinya bahwa hak apapun yvang diberikan kepada
warga negara suatu negara harus diberkan juga kepada warga
negara dan negara lain. Akibatnya, TRIPs Agreement mensyaratkan
negara peseérta untuk melindungi hak kekayaan intelekiual yang pada
dasamya sama dengan yang diatur dalam Beme Convention,
Konvensi Paris, Konvensi Roma. hasiinya adalah sebuah sistem
perlindungan intemasional dengan berdasar pada prinsip non
diskdiminasi dan didukung oleh hasis minimum perlirdiungan di sefiap
negara peserta TRIPs Agreement,

3.2 PENGERTIAN MEREK

Dalam sistem hukum  yang bedaku di Indonesia, pengeriian tentang
merek tercantum dalam kefenkian pasal 1 angka 1 Undang -Undang Mersk
yang barbunyi ;

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata hurufhun,
angka~angka susunan wama alau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memiiki days pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang altau jasa”

Dari batasan tersebutl diatas, merek pads hakikatnya adalsh suatu tanda
yang memiliki daya pembeda. Yang dimaksudkan dengan memiliki daya
pembeda disini adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagal tanda
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vang dapat membedakan hasil astau kualitag barang atau jasa dar satu
perusahaan dengan perusahaan yang lain,

. Yahya Harahsp mengemukskan bahwa Pasal 1 angka 1 Urdang-
ungang Merek wmengandung 3 (liga) permasalahan pokok tenfang pengertan
merek Yyaitu
a. Dilihat dari bentuk atau wijud, merek sama dengan dengan “tanda” yang

tardiri dari beberapa unsur;

h,  Dilhat darl segl fungsinys, mergk sebagal “daya pembeda”,
c. Dihal der segi tujusnnya, mersk digunakan dalam dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa;

Sedangkan Asosiasi Pemasaran Amerika {The American Markeling
Association  memberikan rurnusan ¢

“A Brargd is a “name, ferm, sign, symbol or design or combination of them,
Intended to identify the goods amtd services of ore seller or groups of
sellers and to differentiate them from those of Competition™

{Merek adalah nama, istilzh, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-
hal tersebut, yang dimakstudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari
seotang atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari produk
pesaing.)

Pengertian meregk diatas menekankan peranan merek sebagat identifier
dan differentiator antara sualu produk barang atau jasa dengan lainnya sehingga
menimbulkan persaingan yang sehat dan tidak merugikan usaha yang satu
dengan yang lainnya. Berdasarkan kedua delinisi fersebut dialas, maka secara
teknis apabila seseorang atau perusahaan membuat logo, nama atau simbol
baru uniuk sebuab produk baru, maka ia telah menciptakan merek.

3.3 Bentuk Merek
Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang
digunakan pada barang atau jass. Ada berbagal macam bentuk merek yang

° M. Yahya Harahap, op.c#., hal182
“Kevin Lans Keller, Strategic Brand Management, 5 gdilion, Pearson Education inc.
Hat Z
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dapat digunakan untuk baran§ atau jass. Bentuk-bentuk merek dapat diuraikan

sebagai berikut

#.

Merek yang berbentuk lukisan alau gambar;

Bentuk im mempunyai daya pembeda dalam bentuk lukisan atau gambar,
bisa berupa lukisan {(drawing), gambar teknik (mechanical drawing) baik
yang dihasilkan tangan atau elektronik. Contohnya merek lern “tkus™ yaity
lukisan atat gambar tikus yang sedang terperangkap olsh lam,

Merek yang barhentuk kata;

Bentuk int mempunyal daya pembeda dalam bunyt kata antara barang atau
jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contohnya
avanza untuk mobil.

Merek yang berbentuk huruf atau angka;

Bentuk inl mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angks antara
parang atay jasa yang salu dengen barang alau jasa yang lain vang
seienis. Contohnya ABC unfuk sinup atau kecap.

Merek yang berbentuk nama;

Bentuk inl mempunyal daya pembeda dalem wujud nama anlars barang
atay jasa vang salu dengan barang alau jasa yang lain yang sejenis.
Contohnya Plars Cardin unfuk kemeja dan Elizabeth Ardert untuk parfum.
Merek yang berbenluk kombinasi;

Bentuk inl mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisanfgambar dan
kata antara nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau
[asa vang lein yang seienis. Contohnya merek jamu nyonya meneer yaitu
kombinasi gambar sesorang nyonya dan perkataan nyonya menesr.

3.4 JENIS MEREK YANG ADA DI INDONESIA
3.4.1 MEREK LOKAL. VS MEREK GLOBAL.

Globalisasi dan fberalisasi  perdagangan memicy leradinya
persaingan di antara perusahaan lokal dan luar mempresentasikan merek
dalam produknya sebagal merek lokal danfatau merek global, dalam
melakukan penetrasi dalam pasar domestik di Indonesia.

1.  Merek Lokal

Pada umuranya untuk meneniukan suatu merek dapat disebut

sebagai merek lokal ada 2 {dua) yakni:

75

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



b}.

asal {origin}, Merk lokal indentik dengan dasrah atau negara
dimana produk yang memakai merek tersebut diproduksi oleh
perusahaan;

Kepemilikan {ownership}, Merk lokal dilndentikan dengan daerah
atau negara asal pemilik perusahaan yang memproduksi
progduk;

Fandy Tjiptono memberikan empat kategori utama perseptif merek

lokal sebagat berikut:

al).

b).

¢).

d).

QOriginal local brand @ Kategor! ini mencakup merek-merek vang
berasal dari negara selempat/ lokal dan dimiliki oleh orang /
perusahiaan lokal contoh . Kompas, sari ayu, Diarurn Super;

Quasy local brand: Kategori ini terdii merek-mergk yang
berasal dart negara iokal, namun dimiliki oleh srang/perusahaan
asing. Kategor ini terdiri dari dua benluk yakni:

{1). origmal focal brands yang dibeli ¢leh perusahaan
multinasiona, tetapi nama merek lokainya dipertahankan,
contohnya AdeS oleh PT AdeS Alfindo Pulragetia dan
Aqua aleh PT Aqua bMisissio

{2). mearsk lokal yang dikembangkan dan dipasarkan secara
khusus untuk pasar domestik lertenfa oleh perusahaan
multinasional, contohnya Cilre hand and Body Lotion;

Acquired Local Brand: Kategori ini meliputi merek-merek yang
berasal dari negara lain namun dimiliki oleb orang/perusahaan
lokal;

Foreign Brands : Kategori ini merupakan kebalikan dari original
Iocal brands. Foreign brand berasal berasal dari luar negeri dan
dimiliki orang/perusahaan asing. Contohnya Levi's, Nike, Mc
Donald’s, Pepsi, Coca-Cola,
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Dalam perkembangan sefanjutnya Fandy Tjipteno menyermpurnakan
tipologi merek lokal® sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tipologi Merek Lokal

ORIGIN and MARKET COVERAGE
LOGCAL ORIGIN FOREIGN ORIGIN
Lacal internasional Internasional
Local Markot
Market Market flarket
ORIGINAL ORIGINAL ACGLERED ACOQOUIRED
{ OCAL LOCAL L OUAL LOCAL LOQUAL
BRAND BRAND BRAND BRAND
5. QUASY CHUIABY ACQUIRED ACQUIRED
§ DUAL | LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL
"g BRAND BRAND BRAND BRAND
o FOREIGN/NON- | FOREIGN/NON-
QUASY QUASY
LOCAL LOCAL
G
MORFIGN LOCAL LOCAL EOCAL LOCAL
BRAND BRAND BRANEY BRAND

Sumber : Tiiplono, Brand Management & Stralegy, hal 103 {2005)

Kapferer mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang
memberikan koniribusi keunggulan pada merek lokal * yakni :

1). Faktor Struktural; mencakup frekuensi pembslian berkenaan
dengan pemakaian merek lokal secara turun temurun, intensilas
perikianan, ikatan Kkhusus anlara  perusahsan  dengan
pelanggan,

23, faklor ekuitas merek, mencakup brand awareness, oifra kinerjs
merek, dan emotional link dengan konsumen lokal;

8% shiet. hal 103
89 3pict. hal 105

17

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008




3} Faktor HKompetisi dan Stralegi Korporsf, mencakup isu-isu
strategik portopolio bisnis dan merek;

4). Faktor Organisasional, seperti budaya kerja dan orieniasi
perusahaan,

B} Faklior Lingkungan, diantaranya Nasionalisme, norma dan teknik
lokal.

Merek Global
Yip berpendapat bahwa yang dimaksud dengan merek global
adalah merek-merek yang memiliki nama dan shrategl pemasaran
ferkoordinasl yang sama pula di banyak negara. Msrek dapat
dikatakan sebagai merek global apabila mempunyal kriteria-kriteria
sebagai berikut:
aj}.  Volume perjualan (minimum USD 1 Milyar)
bl Proporsi penjualan dari kawasan di luar Negara asal (berkisar
antara 5-20 %)
o). market coverage (harus tersedia disemua megamarkst dunia,
yakni Amerika, Asia dan Eropa;

Sacara umum preferens] terhadap merek glohal dikarenakan
¢itra superior, kualitas aktual dan perseptual yang lebih unggul, hasrat

menini gaya hidup yang modem, status simbolik, kosmopolitanisme, -

worldmindedness, dan lain-ain,

Pada riset Global Brand Study tahun 2002 yang diflakukan oleh
Reseach intemational USA mengenal marek global ada 2 vang perlu
diparhatikan yakni
al. Terdapat 3 dimensi uleama yang diladikan dasar evaluasi

keputusan pembslian merek global:

(1). Quality signal (jaminan kuafitas prims)

(2). Gicbal myth (simbdi idenfitas ideal giobal)

{3). social responsibilily (kepedulian terhadap isu lingkungan,

hak pekeria, kesehatan public dan seterusnya)
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bl. Terdapat 4 {empat)} segmen konsumen global yakni ¢

{1). Gicbal citizen, terdiri atas merek yang mengandaikan
kesuksesan global sebuah perusahasn berkenaan sebagai
indikator kualitas dan inovasi;

(2). Global dreamers, Kelompok konsumen yang sangat
mengagumi  perusahaan lransnational sebagal cermin
produk berkualitas dan sangat bersedia membelinya;

{3). Antigiobals, Grang-orang yang skeptis bahwa perusahaan
transnasional menghasilkan produk lekih baik;

(4). Global agnostic;, HKelompok konsumen yang Hdak
mendasarkan keputusan pembeliannya pads atribut global
sebuah marak

3.4.2 Jenis Merek di Indonesia
Penggunaan merek di Indonesia dapat berupa *:

1

2.

3).

Merek Dagang vakni Merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan cleh seseorang atac beberaps orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis iainnya.

Merek Jasa vyakni Merek vang digunakan pada j@sa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama.sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-
jasa sejenis lainnya,

Merek Kolekiif adalah Merek yang digunakan pada barang danfatau
iasa dengan karakisrstk yang same vang diperdagangkan oleh
beberapa crang atau badan hukum secara bersama-sama untuk
membadakan dengan barang dan/alau jasa sejenis kainnya.

3.5. PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA
Pendaftaran merek berfujuan  untuk  memperoleh  kepastian  dan

perlindungan hukum mengenal hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan

pada Direklorat Jenderal Hak Alas Kekayaan intelekiual Departemen Hukum

4 ihat pasal 1 Undang-Undang No.13 Tahun 3001 tentang Merek
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dan Hak Asasi Manusia {"Ditien HaKl Depkumham”), [Jalam sejarzh merek di
indonesiz , Ada 2 {dua} sistem yang dianut dalam pendaftaran merek vailu ©
a. Sistem Deklaratif { Undang-Undang No. 21 tahun 1861 Tentang Merek}
Dzlam sisiem dekiaralf ik berat dilelakkan alss pemakaian periama.
Siapa yang memakai perama sesuatu merek dialgh yang dianggap yang
berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi, pemakaian
perlama yang menciptakan hek atas merek. Perndaftaran  hanya
memberikan sualu prasangka menurut hukum, Telapl apabila ada orang
vang dapat membukiikan bahwa ia yang memakai perlama hak alas merek
tersebut, maka pendaftarannys dapat dibalalkan olsh pengadilan.
Ksuntungan sistem ini adalah orang berhak atas merek bukanlah
orang yang secara formal saja lerdaftar mereknya tetapl haruslah orang-
crang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merak
tersebul. Namun kelemahan sistem ini adalah kurang ieriaminnya rasa
kepastisn hukum karena orang yang lelah mendafiarkan mereknya tetapi
sewakhu-wakiuy masth dapal dibatalkan oleh pihak lain yang mengaky
sebagal pemakai perfama.

b. Sistem Konstitutif. {Undang-Undang Ne. 15 tahun 2001 Tenfang
Merek)

Dalam Sistem konstitutif menekankan bahwa hak merek tercipia
karsna pendaftaran dan bukan karena pemakai pertarna. Jadi pendafiaran
adalah mutiak, tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek juga tidak ada
perindungan, Mal ini tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Merek
sebagal barikut

“Hak atas Merek adalsh hak ekskiusif vang diberikan oleh Negara
kepada pemilik Merek yang ferdaftar datam Daftar Umum Mersk untuk
jangka waktu terientu dengan menggunakan sendirt Merek tersebut
atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”
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Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Merek, orang pribadi atau

badan dapat melakukan pendaflaran merek di Kanfor Direklorat Jenderal Hak

atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang

berlokasi di JI. Raya Daan Mogot KM 1 No.1 Kota Tangerang, Banten, Adapun

prosedur pendaftoran merek diuraikan sebagai berikut;

a.  Prosedur Fendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan pasal 7 s/d pasal 17 Undang-undang Merek,

mekanisme proses pendafiaran yang harus dilalul oleh orang atau badan

yang ingin maiakukan pendafiaran merek sebagai berikut:

1} Mengaiukan permohonan sesual dengan form pendaffaran Merek
rangkap 4 fempat);

2). membuat surat pemyataan bahwa pemochon fidak meniru atau

menggunakan merek orang lgin balk keselurvhan maupun pada
pokoknya

3).  membuat surat kuasa apabila pemohon mengkuasakan permohonan
pendattaran merek;

4). Lampiran-lampiran permohonan

a).
).

¢}

d).
&)

Fototopy KTP yang dilegaiisir.

Fotosopy akle pendirian badan hukum yang disahkan oleh
Notaris bagli pemohon alas nama Badan Hukumy

Fotocopy kepemilikan bersama yang dilegalisir nama pemohon
lebin dari satu crang;

Fotocopy NPWP yang dilegalisir

Ebket Merek sebanyak 24 buah, 4 {(empat) bush ditempel pada
masing-masing form {form rangkep 43 dan 20 {(dua puluh) buah
dalam amplop dengar ukuran maksimal 8 x 8 om dan paling kecil
Zx2cem;

Kwitansi pembayaran  sesual dengan blava vang telah
ditetapkan;

Mencarfumkan nama negara dan tanggal permintaan
pendaflaran merek pertama kali bagi mersk dengan Hak
Prioritas,
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Pemeriksaan permintaan pendafiaran merek
Dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, Ada 2(dua)} sistem

pemeriksa terhadap merek yang telah distukan oleh badan

11. Pemerksgan Formal, yaskni  pemerksaan alas  kelengkapan
persyaratan administrasi yang ditetapkary,

2} Pemeriksaan Substansii yakni pemeriksaan lerhadap merek yang
diajukan apakah dapat didafterkan atau tidak berdssarkan persamaan
padz keseluruhan, persamaan pada pokoknya, atas merek sgjenis
milik orang lain, sudah disgibkan mereknya iebih dahulu oleh orang lain.

Merek vang lidak dapat didaftar dan vang ditolak
Berdasarkan ketentuan pasal § Undang-Undang Merek, merek tidak

dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1} bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
moralitas agarmeg, kesusilaan, atau kelertiban umurm;
Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum fidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek yang
bersangkutan fidak boleh ierdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang
bertentangan dengan kesusilaan yang balk dan ketertiban umum.

2} tidak momiliki daya pembeda;
fanda-tanda yang fidak mempunyal daya pembeda atau vang
dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap
sebagai mergk. Untuk dapat mempunyai daya pembedaan merek
harus sederhana, tidak boleh ruwet, karena dengan ruwetnya sualu
merek maka daa permbedaannya akan menjadi lemah.

3). teiah menjadi mijik urmurng
tanda-tanda yang karena felah dikenal dan dipakai secara luas serla
bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakal sebagai
tanda pengenal bagi keperiuan pribadi dari orang-orang lerientu.
Misalnya disimpulkan dalam kalegor ini tanda lukisan mengenai
"tengkorak manusia dengan di bawahnya ditarubnya tulang bersilang”
yang zecara umum dikenal dan jugas dalam dunia intermasional
sebagai tanda bahaya racun.
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4)  merupakan keterangan atau berkaitan dengan barsng ateu Jasa yang
dimohonkan pendaflarannya.
Selanjulnya yang dimaksud dengan merupakan kelerangan atau yang
berkaitan dengan ba@rang alau jass yang dimintgkan pendaftaran
seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Maksudnya
adar konsummen  tidak Keliru, ssbab jika hal o terjadi maka
kemungkinan orang lain akan menggunakan merek ysng sama oleh
karena b&ndan?a‘ progduk atau gambarnya sama dengan mereknya.

Berdasarkan ketentusn Pasal 6 Undang-Undang Merek, Merek harus
difolak pendsaftaran mereknys oleh Direktorat Jenderal apabila Merek
tersebut
1)  mempunyai persamaan pada pokok®nya atau keseluruhannya®

dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebibh dahutu untuk

barang dan/atau jasa yang seienis.

2}  mempunyal persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
sejenisnya.

3} mampunyal persamasn pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Fenolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya
atau kessluruhan dengan merek terkenal unfuk barang dan/atau jasa vang
sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat
mengenai merek lersebut di bidang usaha vang bersangkutan.Tentang
terkenal atau tidaknys suatu merek, perlu divkur berdasarkan reputasi
merek tersebut yang dipsroleh karena promosi yang gencar dan besar-
basaran, invensi dibeberapa negara yang dilakukan oleh Pemeagang Merek
dan disertai buky pendaftaran merek tersebul dibeberapa negara. Bilamana

¥ vang dimakswd persamann pada pokoknva yaitu apabitle memibd persamaan pada
gersamaan benluk, persamasn carg penempalen, parsamaan benluk dan cara penempatan, sera
persamaan by utapan .
Yang dimaksud persamaan pada keéselurubannyi vailu agabild mempunya parsamaen
dalarn hal asal, sifat cara pembiustan dan tuiuan pemakalannya
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3.6
3.61

hal-hai tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga®™ dapat
memerintahkan lembaga yang bersifal mandiri untuk melakukan survel
guna memperolel kesimpuian mengenai terkenal alau lidaknya merek

yang meniadi dasar penolakan,

PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK

Penghapusan Pendaftaran Merek

Permintaan penghapusan pendaflaran merek dapat dilakukan seluruhnya

atau sebagian jenis barang atau jasa vang termasuk dalam satu kelas,

Permintasn penghapusan merek itu gigjukan kepada Diten Maki untuk

kemudian dicatat dalam Daftar Umurn Merek dan diumumkan dalam

Berita Resmi Merek, Berdasarkan kelentuan Pasal 72 Undang-Undang

Merek, ada 2 {dua} cara untuk penghapusan merek:

1}  Alas Prakarsa Direldorat Jendera! Hak Atas Milik Intelectual
Departemen Kehakiman Republik  Indonssia ("Difien Maki™}
Prakarga ini dapat pula diajukan olsh pihek keliga melalui
permintaan dalam sural gugatan yang diajukannnya  melali
Pengadilan Niaga.

2). Alas prakarsa sendil yakni permintaan pemilik merek yang
bersangkutan.

Untuk penghapusan vendaftaran marek atas prakarsa sendin, undang-
undang merek fidak monentukan psrsyaratannnya. Namun Jika dalam
perjaniian isensi ada suatu klausul yang secara tegas menvampingkan
adanya persefujuan tersebut, maka persetujuan semacam iy tidak periy
dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran
merek tersebut

Penghapusan merek hanva dapat dilekukan apabila terdapatl bukti yang
cukup bahwa merek yang bersangkutan ;

B Pengadiien Niaga merupakan suatu pengadiian khusus dilingkungan badan peraditan

i, yang herwenang menerima, memerniksa dan mengadit kasus alav songketa di bidang
merek bardasarkan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Marek,
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3.6.2

i) tidak dipakai { Non Use) berturut-turut selama 3 (tiga) tehun atau
lebih dalam perdagangan barang atau jasa terbilung Sejas tanggal
pendafiaran atau pernakaian terakhir;

2y Dipakai untuk jenis barang atay jasa yang tidak sasuai dengan jenis
barang atau jasa vang dimohonkan pendaflarannys atau tidaek
sesuai dengan merek yang didaftar.

Semua penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HakKi
dengan maencoret meregk vang bersangkutan dari Daftar Umum Merek.
Pencoretan terssbul harus pula diberikan calatan fentang alasan dan
tanggal penghapusan tersebut. Langkah selenitdnya, Difjen Hakl
memberitahukan pencoretan reerek dard Daftar Umum Merek kepda
Pemegang Merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan
disertal dengan penegasan bahwa sejzk tangoal pencoretan tersebut,
Serlipikat Marek yang bersangkulan dinyatakan tidak barlaku lagi.
Terhitung sejek tanggal penghapusan pendaflarar merek tersebut maka
berakhiriah periindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Berdasarkan kefentuan Pasal 82 Undang-Undang Merek,
Penghapusan pendaftaran merek dicatat dalam daftar umum merek dan
divmumkan dalam berita resmi merek. Kemudian berdasarkan ketentuan
Pasal 61 ayat (4} dan ayat (8) Undang-Undang Merek, Apabila ada
keberatan terhadap keputusan penghapusan merek yang dilakukan atas
prakarsa Ditien MaKl, keberalan tersebut dapat dizjukan ke pengadilan
riaga.

Pembatalan Pendaftaran Merek
Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat {1} Undang-Undang Merek,
gugatan pembalalan dapatan dilakukan oleh pihak-pihak  yang
berkepantinagan kecuall pemegang merek vang tidak terdaftar atau yang
telah pernah mengajukan pandangan gtau keberatan tersebidt tidak
diterima. Pembatalan pendaftaran merek dapat dilakukan mglalud gugatan
ke pengadilan berdasarkan slasan bahwa merek ferdaftar itu;
1). Didasarkan atas permohonan Pemochon vang beritikad tidak baik;
{Ketentuan Pasal 4 Undang ~ Undang Merek}
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3.7.

2}, Berlentangan dengan kesusilaan, kelertiban umum, tidak memikiki
daya pernbeda, ateu telah menjadi milik umum; {(Ketentuan Pasal 5
Undang - Undang Merek}

31 Merupakan kelerangan atau berkailan dengan barang dar/atau jasa
yang dimohonkan pendaftarannya; (Ketentuan Pasal § Undang —
Undang Merek}

4), Persampan pada pokoknya alau  keselurvharnya dengan
merek/indikasi geografis milik orang igin vang sudah terdaftar lebih
dahuly untuk barang dan /alau jasa sejenis. (Ketenluan Fassal 6
Undang - Undang Merek).

Berdasarkan ketentusn pasal 71 Undang-Undang Merek,
Pembatalan merek dilakukar ofeh Ditjen HaKl dengan mencoret merek
yaryy bersangkutan darl daftar umurn merek dengan memberi catatan
tenlang alasan dan fanggal pembatalannya, Kemudian pembatzien
tersebut  diberitahukan secara teriulis kepada pemiik merek alasu
kuasanya dengan menyebutkan azlasan pembatalan dan penegasan
baiwa sejzk ianggal pencoretan dari daflar smum merek, sertipikat
mersk yang hersangkutan tidak beriaku lagi, Pembatalan dan pencoretan
pendaftaran merek mengakibatkan berakhimya periindungan hukum stas
menek yang bersangketan.

PENGALIHAN HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
Berdasarkan kelentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Merek, Hak

atas merek dapat beralin atau dialihkan karena :

1.

oA wN

Pewarisan;

Wasiat;

Hibah;

Perianiian,

Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,
Bilamana pengalihan hak atas merek dalam benfuk sebagaimana

dimsksudkan pada angka 1, 2, dan 3 maka ketentuan untuk Hu di Indonesia

masih bersifat plurafisme. Hukum waris, hibah den wasiat belum ada vang

berlaku secara unifikast. Kelentuan dan peeerapan hukum ketiganya masih
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berbeda untuk setiap golongan penduduk. Ada yang tunduk kepada hukum adat,
ada yang tunduk kepda hukum islam, dan ada yang tunduk kepada hukum
perdata vang tlermuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata {(KUHPer).

Pengaiihann merek melaiui perjanjian menganul asas kebebasan
berkontral® dan perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenubi untuk
sahnya suatu perjanjisn dan syarmabsyaral umum lginnya sebagaimanae
fermaktub dalam ketentuan pasal 1319 dan 1320 KUHPer,

Pengalinan merek dengan sebab-sebab iain, berdasarkan penjelasan
pasat 40 ayat (1} Undang-Undang Merek, berfaku sepanjang sehab-gsebab lain
tersebut dibenarkan oleb peraturan perundang-undangan lidak bertentangan
dengan undang-undang marsk. Dokumen yang dimaksud antara lain sertipikat
merek dan bukt lainnya yang mendukung peraliban hak lersebut. Penentuan
bahwa akibat hukum tersebut bary berlaku ssteleh pengalihan hak atas merek
dicatat dalam Daflar Umum Merek dimaksudkan untuk  mamudahkan
pengawasan dan kepastian hukum.

Pengalihan hak atas merek itu harus dicatat melalui permohonan kepada
Ditien HaKl dan dimuat dalam Daftar Umum Merek unfuk selanjulnya
diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan demikian maka skibat hukum
dari peng;;!ihan merek ini beraku terhadap pihak yang bersangkutan dan pihak
ketiga.

3.8  Parjaniian Lisensi

Berdasarkan ketentuan pasal 1 bulir 13 Undang-Undang Merek, lisensi
adalsh izin vang diberikan pemilik merek terdsftar kepada pihak fain  melalui
suaty petjanjian berdasarkan pata pembersian hak (bukan pengalihan hai} untuk
menggunakan merek tersebut, bak untuk selurub atau sebagian jenis barang
danfatau jasa dalam jangka wakiu dan syarat tertentu. Pemberfan isensi kepada
pihak lain harus dituangkan dalam bentuk perjanjian isenst dan setiap pelepasan
hak dengan parjanjian harus dituangkan dalam bentuk akia perjanjian,

®Kebebasan berkortrak merupaken sualu asas dstam buku [V KUHPer, yang
menegaskan hahws sustu petfanfan yang dibual secara sah, ardinye Sdak berlentangan dengan
undang-undang, mengikai keduz Heigh pihak dan berlake sebagai undangundang uniuk merska
yang membuatnya.
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Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian iisensi

merek agar dapat dicatat dalam dafiar umum merek, antara fain®™ -

1. Jenis barang alau jasa vang dilisensikan harus disebutkan secara jelas |
hai ini penting karena menurul pasai 43 ayat (1} dimungkinkan pemberian
lisensi hanya sebagian jenis barang alau jasa yang didaftarkan .

2. Jangka wakiu berlakunya lisensi tidak boleh lebin lama dari jangka wakiu
berlakunya pendaftaran merek vang di lisensikan tersebut.

3. Apabila pensrima lisensi {ficenspe} menghendaki agar pemberi lisensi
tidak boleh memakal atau memberikan lisensi kepada phak keliga
fainnya untuk menggunakan merek tersebut,

4. Apabila penerima lisensi menghendaki dapat memberikan lisensi lebih
lanjut kepada pihak Katiga harus ditentukan secara tegas dalam
nerjanjian {Pasal 45 Undang-Undang Merek},

5. Porjaniian lisensi fidak boleh atau dilarang memual kelentuan yang
langsung maupun yang tidak langsung dapat menimbutkan akibat yang
merugikan perekonomian di indonesia alau memuat pembatasan veng
menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasal dan
mengembangkan teknologi pada umumnya (Pasal 47 ayat (1) Undang-
Undang Merek,

Berdasarkan pasal 43 ayat {3) dan ayat {4) Undang-Undang Merek, suatu
peranjian lisenst yang leradi di wilayah hukum Republik Indonesia waith
dimohonkan pencatatennyz kepada Ditien MaKi dan dicatat daiam Daftar Umum
Merek dan divmumkan datam Berita Resmi Merek. Pencatatan fisansi tersebut
berakibat hukum  behwa peganiian lizensi lersebut beraky pada pihak-pihak
yang barsangkulan dan pihak keliga. Namun aplikasi pencatatan iisensi di
indonesia sampai saat int bejum dapat terlaksanakan oleh Ditjen HaKl karena
peraturan pemerintah sebagai payung hukum bagi pelaksaan administrasi belum
dikeluarkan oleh pamerintah Republik indonesia,

% Suyud Margono dan Amir Angkasa, Komersialiasi Asef Infelekiual, {Jakarta: Brarmedia
Wadiasarany ndonesis, 2002}, hat 34-35.
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3.9  JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN

Berdasarkan ketentuzn pasal 28 Undang-Undzng Merek, Sualu merek
terdaflar mendapal periindugan hukum dalam jangka waktu 10 tahun dan {anggal
pengajuan pendafiaran, Jangka wakiu ini dapat diperpanjang untuk jangka wakiu
yang ditentukan selama 10 tahun. Pemilik harus mengajukan perpanjangan 12
hutan sebelum merek tersebut herakhir, Merek tersebid akan diperpaniang masa
berizkunya jika st pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan
harang dan atau jesa. Sebagai salah satu negam yang meratifikasl kelgniuan
TRIPs, maka ketentuan hukum yang mengatur tentang hak &tas mersk berlaku
ketentuan pasal 22 ayat (1) persetujuan TRIPs mengenai perlindungan atas
indikast geografis, yang bunyinya sebagsai berikut .

¥ Geograpical indication are, for the purpose of the Agreement,
indications which identify a good as origanating in the terrdory of a
membar, or a region or lecalily in that territory, where a givem
quality, eputaltion or other charagteric of The good is esseniially
atfriabutable fo the geographical origin®

{yang dimaksud dengan indikasi geografis berdasarkan

persefujuan ini adalah tanda yang mengindentifivasikan suatu

wilayah negara anggota, atau kewasan ateu dsergh didalam
wiiayah tersebut sebags asal barang, dimana repulasi, kualitas

dan karakleristik bareng yang bersangkutan sangat ditenfukan

vleh fakior gecgrafis tersebut).

Berdasarkan ketentuan tersshut, dapal dimengerti bahwa asal suatu
barang vang melekat dengan repuiasi, karakteristik dan kualitas suatu barang
yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. Oleh karena iy,
dalam persetujuan TRIPs, dilarang kepada produsen untuk mamakai merek
tarhadap barang vanmg diprodokainya, vang tidak sesusi dengan indikasi
geografis. Contohnya pemakalan merek “dodol garul” untuk dodal yang
diproduksi di Medan.

310 PELANGGARAN HAK ATAS MEREK
3.10.1 Bentuk i’élanggaran Hak Atas Merek

Setiap merek yang terdafiar dalam Buku Resmi Merek dilindungi oleh
Undang-Undang Merek. Perlindungan hukum tersebul diberikan selama jangka
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wakty 10 ({(sepuluh] 1ishun den berisku swut  sejgk  tanggal
penerimasn.Perindungan ini memberikan hak kepada pemilk merek bilamana
merek yang didaflarkannya dilanggar oleb orang atau perusahaan lain sehingga
menyebabkan kerugian baik secara maleriil maupun immateril,

Di dalam ketentuan Pasal 78 Ayat (1} Undang-Undang Merek, ada 3
{tiga) bentuk pelanggaran merek yaitu:

1} Penggunaan Merek vang mempunyal persamaan pada keseluruhannysa
dengan merek terdaftar milik gihak lfain;

2} Panggunaan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek terdafter milik pihak lain;

3 Memperdagangkan barang ateu jasa yang berassl dan pslanggaran
merek.

Bentuk pelanggaran pada bulir @ dan b menimbulkan kesan bahwa merek
yang beredar lersebul sama mengenal benluk, cars penempatan, afaw
kombinasi baik antars unsur-unsir maupun persarmaan bunyl ucapan yang
terdapat dalam merek — merek yang bersangkutan, bila dibandingkan dengan
merek pihak lain yang telah terdaftar dalam Berifa Resmi Msrek. Benfuk
palanggaran pada bulir ¢ adalah membantu pelanggaran merek dengan cara
memperdagangkan barang afau jasa hasil perbualan pelanggaran merek,

3.10.2 Penyelosaian Pslanggaran Hak atas Merek

Berdasarkan kelentuan pasal 76 Undang-Undang Merek, penyelesaian
pelanggaran hak atas merek dilakukan melalui media gugatan terhadap pihak
lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaam
pada pokoknya atau ksselunihannya unfuk barang alau jssa yang sejenis.
Gugatan tersebul digjukan kepada Pengadilan Niaga dengan dus macam benfuk
atay isi dari tuntutan gugatan lersebut yaian
1. permintaan ganti rugi;

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ;

a). penti rugi materiil

Kerugian vang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misainya akibat
pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan
produk barangnya menjadi sedikit terjual, Hal ini disebabkan konsumen
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membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi
oleh pihak yang tidak berhak tersebut.
b). gant rugl immateriil

Kerugian yang disebabkan coleh pemakaizn merek dengan lanpa
hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril
Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi
barang dengan kualitas (mutu) vang rendah, sehingga berakibat
konsumen tersebut Gdak mengknsumsi produk yang dikeluarkan
pemegany merek yang bersangkutan

2. penghentian pemakaian merek

penghentian pemakaian merek merupakan salah satu upaya pencegahan
dan penghentian atas pemakaian merek yang dilakukan oleh pihak lain tanpa
hak vyang sah sehingga memperburuk citra merek  vang teiah
ditumbubkembangkan oleh pemegang merek dalam memproduksi stau
mendistribusikan produknya di Indonesia.
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BAB IV
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN
SEBAGAl PEMEGANG MEREK DI INDONESIA

4.4 Analisis Penghindaran Pajak yang dilakukan Perusahaan sehagai

Pemegang Merek

Sebagaimana telah diuratkan pada bab sebelumnya, Perusshaan yang
menggunakan merek pada produk yang dihasitkannys mempunyai differensiasi dan
value indicalor dengan produk fain yang sejenis. Merek fuga menspakan alat efeklif
dan memaksa untuk mengkomunikasikan manfaat dan niiai suatu produk atau jasa,
Merek merupakan laminan kuaditas, asal usul dan performa, yang dengan demikian
meningkatkan nilai yang dirasakan konsumen dan mengurangi rsiko dan
kompleksitas dalam kReputusan membell. Penusahaan dapal memiliki hak alas
merek untuk digunakan pada produknya dan mendapat perlindungan hukum di
Indonesia setelah mendaftarkan merek ke Kantor Merek Ditien HaKl Dephumham.

Berdasarkan wawancara dengan Taryad: dan Reza, Kasubdit Pelayanan
Hukum dan Fungsional Pemeriksa Ditfen HaK! Departemen Hukumn dan Hak Asasi
Manusia, msngenal peranan merek dalam persaingan usaha, sebagaimana
pendapatnva sebagal berdkut

“Merek merupakan alat pembeda antara satu produk dengan
produk fain yang jenis, Perusahaan yang mendaftarkan merek i
Kantor Merek wajib menguraikan secara detail dan sistematis
mengenal nama, lambang dan slegan vang digunaken sshagai
identitas dalam barang alau jasa yang diproduksinya dalam
kegiatan usaha sehari-harl, Merek dapat tumbuh berkembang
atau gagal dalam proses suaty dawr hidup suatu produk. Pada
umumnya merek yang berhasil adalah merek yang mempunyai
konsep yang jelas. difujukan pada segmen pasar yang masih
terbuka dan adanya kreativitas dalam pengelolzan manajeman.
Berkembang atau tidaknya suatu mesek pada suatu produk dapat
diihat dari berhasil atau fidaknya pada tahap pengenalan merek
tersebut dipasaran. Jika Konsumen menanggepi dengan positif
maka produk dengan merek tersebut telah  mempunyal
differensiasi dengan produk lain yang sejenis, dan pada akhimya
menimbuikan lyalitas konsumen untuk membell kembali produk
tersebut™

Twawaneara dengan Tarsisius Didik Taryadi, Kasubdl Pelavenan Hukum Dirskloral
Merek gan Faisal Reza, fungsional pemerniksa merek pada Kantor Meregk Birektoral Jenderal Hak
atas Kekayaan inislekiual Depademen Hukum dan Hak Asast Manusia, ¢ Kanlor Merek 3, Raya
Saan Mogol KM 1 Tangerang pada anggal 4 dan B Nopember 2008 jam 14.00 Wil
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Dari hasil wawancara di alas terlibat berkembang alau tidakoya susiu
merek dalam persaingan usaha yang heterogen dan kompleks, bilamana adanya
kreativitas Perusahaan datam merumuskan konsep merek yang ditawarkan kepada
konsumen serla terdapat segmenlasi, targeling, dan positioning yang lepat. Hasi
akhir yang ingin dicapai dalam penggunaan merek adaiab adanya loyalitas dan
Kepuasan  konsumen  univk  mengkonsumsi  kemball  produk  secara
berkesinambungan.

Sedangkan menurut Trisnadi dan Rush, menilal urgensi penggunaan merek
datam sualu produk yang diproduksi, sebagaimana pendapainys sebagsi berikut

“Merek adaizh sesuatu yang bernilal den memiliki pembeda dalam
suatu proses perdagangan alas produk yang ditawarkan produsen
kepada konsumen. Melalui merek yang kuat di pasaran, produsen
dapat bertindak sebagai price makers dan tingkat besaran
penjualannya tidak tergantung dengan merek lain pada prochuk
yang sejenis. Perusahaan pasti akan merasakan perbedaan
parakuan dengan atau tanpa penggunaan merek pada produk
yang diproduksinya di tingkat konsumen sebagal pihak vang
mengkonsurmsi dan distibulor sebagal alat distribusi produk.
Distributor skan menerima produk  uniuk  didisiribusikannya
bilamana merek atas produk terssbut famifiar dengan konsumen.
Disamping itu, besamya skulles merek menjadi alat ukur
keberhasilan sualu merek dalam meningkatkan kinerja suatu
perusahaan, berupa peningkelan pangsa pasar  ataupun
keuntungan perusahaan ™

Adapun tujuan suatu perusahgan adalah untuk memperoleh (aba
semaksimal mungkin dan volume penjualan yang finggl, sehingga dengan
demikian akan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan, Salah satu
usaha yang dapat dilakukan Perusahaan adalah menerapkan kebijsksanaan
persncanaan pajak yang tepat sesuat dengan kebutuhan,

Walaupun pajak berpsngaruh  terhadap segela aspek  kehidupen
perusahaan datam  menjaiankan ussha melalul pengunasn merek  dalam
produknya, findakiah berartt bahwa pajpk fersebut fidak dapat dikendalikan dan

“wWawancara dengan 0. Trisnadi, pemegang merek X yang ferdaftar di Kantor Merek dan
terdafiar sebagail wapb pajak orang pibadi dan J. Rusli, direldur utama CV ET yang menggunakan
merek uniuk produksi kerlas dan terdaftar sabagai wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan
Pafak di gaerah Tangerang, dilakukan di Tokasi kegiatan usaha di daerah Tangerang, Banten,
rnasing-rmasing pada fanggal 28 Oklober 2008 dan 14 Nopember 2008,
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direncanakan dengan baik. Mengenail persncanaan pajak yang dilakukan dalam
manajemen perusahaan, Trsnadi dan  Rusli mengungkapkan beberaga
permasalahan yang kusial dan harus diambil keputusan yang tepet daa prosedural
meiail suatu keputusan manajemen, sebagaimana pendapainya sebagal berikul:

"Perencanaan Pajak itu inlinya adalah melakukan pemenuban
kewajiban perpajakan oleh mangjemen perusahaan sesual
kelentuan pemturan perpajakan. Fokus ulama dalam suatu
parencanaan pajak di Perusahaan pada umumnya berkenaan
dengan berapa besar pajak yang harus dibayar, bagaimana
caranya agar pembayaran fersebut efisien, bagaimana cara
menunda bayar paiak yang tidek melanggar keteniuan peraturan
parundang-undangan  perpajekan dan  bagaimana melakukan
aplikasi pempajakan sesuai dengan Kemampuan peruszhaan
sehingga perusahaan dapat beralan dan para pegawai dapat
terus bekera®. 2

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, ditemukan adanya dua fakior
utama yang mempengaruhi fangkah perencanaan pajak yang dilakukan oleh
Perusahiaan sebagai pemegang merek suatu produk yakni
1. Falior intemal, yakni {akiorfakior bisya yang dikeluarkan Perusahaan yang

unfuk melangsungkan kegmtan usaha dalam manajemen perusahaarn.

Faktor intemal ini dapaf meliputi dua bagian yakni:

a. Biaya Non Pgjak, vakni biava yang meliputi blaya yang limbul
sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan
faktor produkst, atau biaya administrasi,

b. Biaya Pajak, yakni biaya-blaya yang berkenaan dengan pajak yang
terdiri dark:

1), Pajak yang berjalan {ongoing tax)

Pajak yang terus dikenakan terhadap usaha yang sudah
berjalan, misalnyg PPh Pasal 21, PPh 25 dan PPN yang
dibayar dan dilaporkan ke Kantor Pajek.

2).  Pajak transaksi {fransactional tax) atau pajak keluar (exit tax);
Pajak yang dibayar oleh perusahaan pada beberapa peristiwa
usaha seperti membeli bahan baku {PPN), Sewa ruko uniuk
kegiatan usaha (PPh Pasal 4 ayar (2) ), atau mendapat jasa

% thid.
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konsuliast pajak, hukum, notaris  atau  akuntan  unfuk
berlangstingan usaha (PPh Pasal 23).

Faktor Eksternal, yakni fakior-faklor yang terdapatl diuar manajemen

perusahaan, namun mempunyal pengaruh yang kual dalam perencanaan

pajak yang dilakukan oleh Perusahaan. Faktor eksternal dapat meliputi tige

UnSur yakry

a.

Bargaining of Supphiers;

Perusahsan dalam memproduksi suaiu produk harus mencan
bahian baku pads harga “temmurah”™ di pasaran uniuk menekan biaya
produksi. Harga termurah pada ‘umumnya dapat ditemukan pada
pasar Fadsional dimana harga pembelian tidak dibebankan pajak
pertambaharn nilai. Peinirdaan bahan beku lersebut tidakislh dapat
dikatzkan sedikit den dalam jangka waktu pendek, (etapi jumiahnya
sigrifikar dan proses permintaan dilakukan secara terus menerus
sepaniang produksi dilakukan oleh perusahaan. Tidak adanya
beban PPN dan proses ransakst radisional  terhadap pembelian
bahan baku atas daya tawar penjual bahan baku kepada
perugahiaan memudahkan perusahaan dalam perercanaan pajak.
Bargaining of Buyers;

Hal ini berbanding terbalik, dimana daya tawar pembaeili suatu produk
menjadi salah sahs faldor yang mendukung perusahaan melakukan
perencanaan pajak, Bukan suatu hal yang aneh, Pembesli meminta
perusahasn untuk tidak membabankan PPN pada harga pembelian
suaty produk,. Hal ini menjadi suatu dilema perusahaan, Bilamana
harga jual susfu produk sudah fermasuk PPN maka keuntungan
yang didapat semakin kecl, pamun bila harga jual fidak tarnasuk
PPN perusahaan telah melakukan penyslundupan pajak, Hal in
membual perusshaan melskukan perencanaan pajek yang baik
dalam menialankan Rewajiban pemenuhan perpajakannya

Foroes from competitor (tekanan dan pesaing)

Tekanan dari pesaing lerjadi bilamana ada perusahaan lain yang
mengeluarkan produk yang sejenis dengan harga vang lebih murash
dan kuglitas yang sama.  Untuk produk dan kuslites sejenis,
Konsumen sebagal pihak yang mengkonsumsi tenlunys skan
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memilih harga yang lebih murah, Keadaan ¥y lentunya akan
menurunkan  tingkat  penjualen  produk  dan  mempengaruhi
kesinambungan perusshan, Dalam  ksadaan ini, Perusahaan
memilih membua!l perencanaan pajak yang efisien sehingga
keberlangsungan usaha letap diperiahankan.

Perencanaan paisk vang dilakukan Perusahaan sebagal pemegang merek
alas suaty produk, dalam meminimalisast pajak vang terutang daiam kegialan
usahanya, dapat melipuli dua hal yakni Penghindaran Pajak {lax avoidance) dan
Penvelundupan  Pajak {fax evasion). Tax Awvoidanve merupakan proses
pengendalian  lindakan dari  manajemen perusabaan gagar terhindar  dari
kansekuenst pengenaan pajuk yang lidak dikehendaki secara legal. Sedangkan
Tax Evasion merupskan suatu tindskan perusahsan agar terbindar dand
konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki secara degal yakni dengan
melanggar hukum balk berups pelanggaran atau kejghatan. Walaupun pada
dasamya, fax avoidance dan tax evasion mempunyai sasaran yang sama yaitu
mengurangt beban pajak atau meminimalisasikan pajak tendang, akan telapt
paris pemisahnya beda vakni antara tidak melanggar undang-undang (fawfu}
dan mslanggar undang-undang perpaiakan {(unfawful).

Beberapa tindakan manajemen perusahaan pemegang merek dalam
rmetaksanakan fax avoidance artara &in ¢
1. Melakukan kegiatan usaha dengan 2 {dua) bentuk subyek pajak uniuk

merek dan jenis produk yang sama;

2. Menyembunyikan atau memblaskan identitas perusahaan pada
pengemasan suaty produk;

3. Menggunakan norma  penghitungan  dalam  menentukan  besarnya

penghasiian retto;

Melskukan penyusitan akliva yang tidak terdafiar atas nama waiib pajak;

Penggunaan rekening pribadi dalam sarana administrasi

Melakukan ekspor dengan menggunakan jasa ekspedisi;

NOBo; b

Tempat pelaksanaan pembukuan dilakukan berbeda dengan tempat
kegiatan usaha dan/atau domisili parusahaan;

b
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Ad.1  Melzkukan kegiatan usaha dengan 2 (dua) bentuk subyek paiak untuk
merek dan jenis produk yang sama;
Tidak ada suatu kelentuan peraluran perpajakan dan merek yang berlaku
di Indonesia, yeng melarang seseorang danfatau badan usaha melakukan
dualisme subyek pajak. Celah ini dapal dimanfaatkan dengan baik dan maksimal
cleh Pemegang Merek uniuk melakukan kegiatan usaha dalam memproduksi
suatu produk dengan merék yang sama melalul dua jenis subyek pajak.
Contoh :
A merupakan pemsegang merek X dengan produk tahu berdomisili ¢i Tangerang
dan terdaftar sebagai waiib pajak di KPP 1. Kemudian A bersama B, dan Cvang
mempuriyal hubungan femill mendinkan badan usaha FT TST di Jakarta dan
tetah terdaftar di KPP 2 . A dan PT 18T memproduksi produk tahu dengan merek
yana sama yakn x,

Ad.2 Menyambunyikan atau membiaskan identitas perusahaan sebagai waiib
pajak dalam pengemasan suatu produk;

Langkah ini merupakan strategi perusahaan agar tidak terdeteksi potensi
perpajakan yang dapst digali melzlul identites dan lokasi perusahaan oleh
aparatur pajak. Dalam peraturan psrpajaken yang berfaku, helum ada satupun
kelenlvan yang mengatur mengenai kelsrbukaan pgnmntuman idenditas wajib
pajak pada barang kena pajak yang dipro&uksi sebagai pembeda dengan
produk yang seienis. Pencantuman merek oleh wajib pajak  difakukan pada
lermbar identitas wailb pajok saat pelaporan SFT Tahunan ke Kantor Pelayanan
dimana wajib pajak terdaftar.

Contoh ©

A merupakan pamegang merek v berdomisili ¢i Jakarta den mendirikan pabrik di
kota Tangerang dengan mengunakan identitas Perusahaan Dagang (PD) pada
pengemasan produknya dimana A merupakan penanggung jawabnya. Unfuk
hertransaksi dengan distributor atau konsumen, A mengunakan fakiur, nota dan
kwitansi pembayaran dengan nama PD. Identitas A dalam meanggunakan merek
dicantumkan dalam lembar identitas wajib pajak dalam penyampaian SPT
Tahunan,
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Ad.3 Menggunakan norma  penghilungan  dalam  menentukan  besarmya
penghasilan netto;

Parhitungan pendapalan bruto wajib pajak hanya diketahut oleh wajib

paisk itu sendin. Biamana wajib pajak elah melamptd batas minimal psndapatan
{Rp. 680.600.000 untuk tahun 2007 kebawah, Rp. 1.800.000.000 untuk ahun
2008 ke atas), maka wajib pajak diwajibkan melakukan pembukuan. Dalam
praktiknya, meskipun telah melampaui omset batas minimal lersebut diatas,
waijih pajak tetap menggunakan nomma penghitungan netlo.  Pendeisksian lebih
dini teritang besarnya omset yang sebenamya menjadi ketemahan Ditien Pajak,
dan celah ini dimanfaatkan slsh wajib pajak uniuk meminimaiisir pajak terutang.
Contoh ;
A merupakan orang pribadi yang memprodukst makanan ringan dengan merek
QK. A lidak mengerti akutansi sehingga lidak ada pembukuan, A hanya
menghitung pendapatan kolor per harn dan digkumulasikan dalam penghitungan
pendapatan selama saty bulan. Pengitungan berlanjut hingga tercapai
pendapatan bruio selama satu tahun. Dalam melaporkan SPT Tshunan PPh
Orang Pribadinya, walaupun omsefnya felah melampaui batas minimal, A
menggunakan norma penghitungan netteo dimana biaya yang dikeluarkan A tidak
dicatat dan diperhitungkan,

Ad4  Melakukan penyusutan aktiva yang tidak terdaftar atas pama waiib pajak;
Dalam penyusunan laporan keuangannya, penmsahaan melakukan
penyusutan aias akliva yang terlampir dalam daftar aktiva. Namun seringkali
dalam pengecekan dokumen secara fisil, bukE kepemilikan hak alas akliva
tersebut masih terdafiar atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan. Aset
pribadi tersebut tidak dimasukkan atau dikompensasikan dalam  bentuk
penyeriaan sabam ke dalam perusahaan.
Contoh:
CV Besar merupakan pemegang merek x dan berusaha dibidang manifektur. A
sebagai direktur mempunyal hak atas tanah dan bangunan yany dipakai sebagai
tempat usaha CV Besar. Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badannya, OV
Besar mencalatkan tanah dan bangunan milik A sebagai asel CV dan dilakukan
penyusutan.
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AdL  Penggunaan rekening pribadi dalarn sarana administrast,

Perusahaan dalam menjalankan kegialan transaksi perdagangan melaiui
perbankan kerapkali menggunakan rekening penguwius perusshagn sebagai
rekening antara untuk mensnma hasii perjualan produk aiau membeli bahan
bakiy, Hal ini dilakukan dengan alzsan kemudahan bukan keteraturan. Dalam
peraturan perpajakan yang berlaku, pengaturan larangen dan sanksi atas
penggunaan rekening pribadi untuk Keperdingan perusahaan berbentuk badan
usaha belum distur ketentuannya. Hal ini merupakan celah bagi perusahaan
dalam melakukan perencaanaan pajak.

Contoh :

PT X merupakan pemegang merek x dengan produk jam dinding. A merupakan
Direkiur Utama PT X dimana kegiatan usahanya dilskukan secara *one man
shew” dimana A mengatur FT X secara oforiter. Walaupun feigh mempunyai
rakening atas nama perusahaan, semua hasil penjualan atas produk dimasukkan
ke daiam rekening A,

Ad8 Melakukan ekspor dengan menggunakan jasa ekspedisi;

Strategi int dliakukan oleh perusahaan yang fidak mempunyai identitas
angka pengenal ekepor yang dikeluarkan olgh Departemen Perdagangan dan
Industri sebagal syarat administratif untuk melakukan pengirman barang ke ﬁzar
negert atau luar daerah pabean, Langkah ini lidak dapat terdeteksi secara sistem
aleh Ditjen Pajak dan belum ada ketentuan peraturan perpajakan yang mengatur
secara spesifik tentang pengiriman barang ke juar negeri melalui jasa skspedisi,
Celah ini dimanfaatkan perusahaan umuk mempsrmudah proses pengiriman
produknya untuk ekspor melaful jasa ekspedisi.

Gontoh :

PT ABG merupakan pemegang merek £ dengan produk sepalu di Tangerang
dan belum mempunyai Angka Pengenal Ekspor ‘yang dikeluarkan cleh
Repartemen Perdagangan dan Industri, PT ABG mendapat pesanan dar
Belanda dan Amerika, dan kemudian PT ABG melakukan pengiriman barang
dilakukan melalui jasa ekspedisi.
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Ad.7 Tempat peiaksanaan pembukuan dilakukan berbeda dengan fempat
kegiatan usaha danfatau domisili perusahaan;

Shrategl Inl pada umumnya dilakukan perusshaan dengan alasan uniuk
memudahkan pengawasan administrasi  sehingga dapat  meminimalisiy
kebocoran pengeluaran administrasi perusahaan. Pada prinsipnya pembukuan
yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan dimans kegiatan usaha tersebut
dilakukan, namun sanksi terhadap pelanggaran ini belum diatur secara jelas
dalam ketentuan perpajakan. Hal ini menjadi celsh bagi perusahaan untuk
melakukan perencanaan pajak dengan tingkat tidek terdeteksi yang cukup tinggi
dan menguntungkan bagi perusahaan.

Contoh :

PT XYZ merupakan pemsgang merek XY dengan produk benang di Tangerang.
Dilokasi usaha, PT XYZ fidak menyelenggarakan administrasi pembukuan.
Pembukuan dilakukan di jakarta dimana ABS beriempat tinggal, yang menjabat
Direkiur Utama dan pemegang ssham PT XYZ, dengan alasan untuk
memudahkan pengawasan dan efisiensi.

Sedangkan Bsherapa tindakan manajsmen peruszhaan pemegeng
meregk dalam melaksanakan fax evasion vang merupakan pelanggaran
adminitrasi dan pidana yang diatur Uédang-tjndang No. 8 tahun 1987 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajaken yang diubabh terakhir dengan
Undang-Undang No.28 tahun 2007, antara jsin;

1. Pengalihan omset penjualan dengan dua bentuk subyek pajak yang
bersama-sama melakukan kegiatan usaha dengan mersk dan produk
yang sejenis;

2. Pemegang Merek fidak mendaftarkan did sebagai wajib pajak dan/atau
pengusaha kena pajak di Kantor pelayanan pajak;

3. Pemegang Merek felah dikukuhkan sebagal pengusaha kena pajak
namun tidak memungut PPN dan membuat fakiur pajak;

4, Pembebanan gaji pegawai secara barganda atau rekayasa;
5. Melaporkan omset perusahaan yang tidak seharusnya atau rekayasa
6. mamingust pajak dari pihak keliga nemun tidak melaporkan atau

membayar pajak yang terutang ke kas negara.

100

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



Ad.1  Pengalihan omsel penjualan dengan dua benhuk subyek pajak vyang
bersama-sama melakukan keglatan ussha dengan merek dan produk
yang sejenis;

Pengalihan omset merupakan salah satu bentuk pelanggaran pajak yang
mengakibatkan rendahnya pajak yang dibayar oleh salah salu perusahaan,
Sustu penghasiten walib pajak didasarkan pada pendapatan alay penjusian
barang yang diproduksi dengan memperhilungkan biaya vang dikelearkan,
Pengalihan produk yang sejenis dari satu wajib pajak kepada wajit pajak lainnya
merupakan penyerahan barang kena pajak sehingga penjualan yang diterima
wajib pajak lain dapat dianggap sebagal penghasilan wajib pajak,

Contoh:

A dan PT TST melakukan produksi tahu dengan merek yvang same dengan lokasi

Kegistan usaha berbeda. A menerima pesanan 10.000 tahu , namun kemampuan

produksinya hanya 8.000 tahu. A sebagai direktur PT TST memerintahkan

psgawainya untuk mengalihkan produksi tahunya sebesar 4.000 tahu ke A

Pengalihan tahu dar PT TST ke A tidak tercatat sebagai penjualan, namun biaya

produksi dimasukkan sebagai biaya PT TST. A mencatal penjuaian sebesar

10.000 tahu. A melakukan pengalihan omset perusahaan darl PT 78T ke A

uniuk mencegah terjadinya rugi dalam SPT Tahupan masing-masing sehingga

renyebabkan adanya suaty pemenksaan pajak.

Ad.2 Pemegang Merek tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak danfatay
pangusaha keng pajak di Kantor pelayanan pajak.

Perusahaan telash memperoieh NPWP dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan, namun Perusahaan lidak mendaftarkan did unfuk dikukuhkan
sebagal pengusaha kena pajak walaupun barang yang diproduksinya adalah
barang kena pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Nao.8 tahun 1383 tentany
Pajak Pertambahan Nilai yang diubah terakhir dengan Undang-undang No, 18
tahun 2000 uncio Psraturan Pemerintalh No.144 tahun 2000 ieniang jenis
barang dan jasa yanyg tidak dikenakan Pajak Perlambahan Nilal,

Conioh :
€V ASl merupakan pemegang mergk DD untuk produk mainan anak-anak.
Produk yang dinasilkan oleh CV ASE merupakan Barang Kena Pajak dalam UU
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PPN, CV ASI tidak mendaftarkan dirl sebagat PKP dan tidak mengenakan PPN
atas penjuslan produknya kepada konsumen,

A3 Perusahaan sebagal Pemegang Merek ielah dikukubkan sebagai
pengusaha kena pajak namun tidak memungut PPN dan membuat faklur
pajak;

Perusatizan dalam kapasitasnya ssbagal Pengusahba Kena Pajak
diwalibkan memungut PPN atas penyerahan barang kena paiak vang
dilakukannya serta menerbitkan fakiur pajak sebagai alat bukti pemungulan PPN
baik dalam bentuk faktur pajsk standar atau sederhiana sesuai dengan kefentuan
perpajakan yang berlaky, PPN yang dipungut cieh Perusahaan dalam transaksi
penjusian BKP menpakan kredit pajek bagi perusahaan lain, sedangkan PPN
yang dibayar oleh Perusahaan dalam transzksi pembeli dapat dijadikan kredit
pajak oleh Perusahaan.

Centoh ¢

PT AST merupzkan pemegang merek x untuk produk properti dan merupakan

Barang Kena Pajak dalam UU PPN, PT AST mendaftarkan diri sebagai PKP, PT

AST fidak mengenakan PPN atas BKP dan/atau membuat faktur pajak kepada

koensumen dengan alasan 'mengw‘angi daya saing produknya.,

Ad. 4 Pembebanan gail pegawai secara bargands atau rekayasa;

Langkah penghindaran pajak ini dilakukan oleh suaty perusahaan vang
tergabung datam bentuk kongiomerasi dan mempunyal hubungan istimewsa
dengan perusahaan induk. Langkab ini merugikan pegawai dan menguntungkan
perusahaan karena pegawat pada prakieknya hanya menerima panghasiftan dari
saty pemberi keria, sedangkan perusahaan lain yang membiayaken gaii
karyawan dapat meminimalisir paiak terutang.

Contoh ;

PT TSK dan PT TST datam SPT Tahunan PPh 21 vang dilaporkan ke kantor
pajak, masing -masing melakukan pembsebanan gaji pegawal atas nama AR
dengan nilai penghasilan yang berbeda dan membayar PPh terutang. PT 78T
dan PT TSK mempunyal hubungan istimewa kareta dimiliki oleh pemegang
saham yang sama. AR merupakan pegawai PT TST berdasarkan perjanjian
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kerja. Pada praktiknya, AR hanya menerima penghasilan dan bukli potong PPh
pasal 21 dari PT TST dan telah melaporkannya ke Kantor Pajak.

Ad.5  Melaporkan omset perusahaan yang tidak seharusnya alau rekayasa,
Tindakan manajermen perusahaan berkatan dengan pagsa pasar dan
penjualan produk dan peluang terdeteksi penghindaran pajak oleh aparatur
pajak. Dalam melaksanakan perencanaan ind, perusahaan didukung oleh sistem
komputerisast modern yang mengakomodie sistem mangjemen pemsanaan.

Contoh :

PT BOG merupakan pemegang merek BCG untuk produk glektronik. PT BCG
melakukan penjualan di pasar modern dengan menggunakan faklur pajak
standar, dan pasar fradisional dengan menggunakan faktur pajek sedernana. PT
BCG melaporkan omsst penjualan dalam SPT Tahunan dan SPT Masa PPN
didasarkan pada penjustan dengan fakiur pajak standar. Penjualan dengan
faktur sederhana tidak diakumulasikan sebagal omset dalam SPT Tahunan.

Ad6 memungut pajak dari pihak keliga namun fidak melaporkan atau
membayar pajak yang terutang ke kas negara.

Langkah yang dilakekan perusanaan berkaitan dengan kurangnya modal
nembiaysan produksi, dimana biaya yang dienggarkan fidak tercukupl untuk
menutup kekurangan dalam pembiavaan produks! perusahaan. Perusahaan
fidak berpikir panjang atas efek yang akan ditimbulkan di kemudian har yang
dapat mempersingkat keberansungan usaha perusshasn, Pajak yang telah
dipungut tidak dilaporkan dan dibayar sebagaimana seharusnya, tetapi dipakai
sabagai penghasilan untuk membiayai pengeluaran Perusahaan.

Contoh :

PT X merupakan pemegang merek dengan produk jasa oufsoweing. PT X
mempunyal konsumern yang merupakan cabang sualy BUMN dan memungut
pajak sesusi dengan keteptuan. Atas pemungutan pajak terssbut, Cabang
BUMN tersebut telahy mencatalkannya sebzgal biaya sehingga tidak dikreditkan
sebagai kredit pajak pada kantor pusat BUMN. PT X tidak membayar pajak vang
dipungut dan melaporkan ke KPP sesuai dengan ketentuan peraturan
perpajakan yang berlaku.
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4.2 Analisis Kesesualan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Yang
Dilakukan Perusahaan Sebagai Pemegang Merek

Datarn sistemn official assessmeni, besarnya kewsjiban Wajib Pajak
ditentukan sepenuhnya oleh fiskus. Sebaliknya dalam sistemn self assessment,
Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghilung, memperhitungkan sendiri
pajak yang lerutang dan kemudian melunasinya melaporkannya kepada Kantor
Pelayvanan Pajek tempat ia terdaftar. Sehingga perubaban gistem pemunguian
pajak meletskkan peran serta masyarakat Walib Pajak msnjadi sangat penting
dan penentu di dalam menopang pembiayaan pembangunan dan jalannya
pemeriniahan meialui pembayaran pajak.

Berdasarkan wewancara dengan Bapak Ferdinan Sirail, kepada Seksi
Pengawasan dan Konsuitasi 1l di KPP Pratama Kosambi |

*Dalamn sistern self assesment daiam adminisitras! paiak di
Indonesia, Pelaporan palak oleh wajib pajak dalem surat
pemberitahuan masa dan tshunan dianggap benar kecuali ada
data lain yang membukfikan sebaliknya. Kebenaran tersebut
meliputi kebenaran formil vakni sesuat dengan ketenluan
peraturan perpajakan yang berlaku, dan kebenaran malenil
yakni isi dslam peleporannya fersebut telah sesual dengan
substansif. Aparatur Pajak beriugas ssbagai pengawas.
Bilamara ada hal yang fidek sesuai dengan ketentuan, aparatur
bertugas unfuk meluruskan dan menghimbayu wajib pajak untuk
tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan yang berlaku”.®

Dari hasil wawancara di alas terihal sistem self assesment telah
dijalankan dengan sepenuhnya oleh Ditien Pajak dimana adanya kepercayaan
atas pelaporan wajlk pajak dalam hitung, menghitung dan memperhitungkan
psiak vang terutang sesual dengan ketentuan peraluran perpgjakan yang
berlakyu, Kewaiiban perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Paiak di dalam Surat
Pemberitahuan dianggap benar dan felah patuly pada ketentuan peraturan
perpajakan yang berfaku, kecuali apabila lerdapat data atau inforrmasi dari pihak
lainnya vang dapat membuktikan bahwa data dan informasi mengenal kewajiban

*wawancara dengan Ferdinen Sirait, scorang Kepala Seksi Pengawasan dan KonsuRlasi
H gi KPP Pratarma Kosambi, dan mambawahi tiga Accoumt Rapresenialive, di KPP Pratama
Kosambi, tanggal 4 Desember 2008, jam 15.00 W13
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perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuzan isinya

ticak benar.

Dalam implementasi pemenuhan kewsjiban perpajakannya, Perusahaan
sebagal pemegang merek suztu produk dalam kapasitasnya sebagat wajib pajak
harus melaporkan segala informasi yang relevan datam surat pemberitahuannya
mulal dari struktur organisasinya, transaksi penjuaslan dan pembsiiannya,
reenghitung dasar pengenaan pajaknya, menghitung jumiah pajak vang terutang
sampal melunasi pajak terutang tarsebul. informasi yang dibedkan tersebut
kernudian dianalisa secard formal dan substantif cieh Account Representative
("AR"* untuk mengetahui ada =ztau tidaknya ketidekpatuhan sehingga
menyebabkan adanya potensi penerimaan pajak yang belum dilaporkan dan
sanksi administrasi perpajakan sesual dengan peraturan perpajaken vang
berizku.

Dalam observasi terhadap penggalian polenst perpajakan di Kentor
Pelayanan Pajak, diketahui bahwa date atau informasi lain yang digunakan
sehagai dala pembanding AR dalam menenmtukan sesuai atau tidaknya
pementthan kewsaliban perpajakan vang dilakukan ofeh Perusahaan Pemegang
Merek dapat dipercish maslalui ;

1. Data Internal, yakni data yang tersaiji dalam sistern informast perpajakan
internal Ditfen Fajak yang melipufl perekaman dala-data wajib pajak
yarg terdid atas :

a. Data faktur pajak yang terdiii atas Pajek Keluaran yang
menginformasikan kesesualan transaksi penjualan produk wajib
pajak yang PPNnya telah dikreditkan ofleh lawan fransaksi sebagai
pajak masukan, dan Pajak Masukan yang menginformasikan
kesesualan transakst pembelian bahan baku vang PPhnya
ditaporkan oleh lawan transaksi sebagai pajak keluaran,

b Data buktl potong atau pungut (PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 dan
PPh Pasal 4 ayat 2) yang dilaporkan dan dibayarkan oleh lawan
transaksi vang kemudian dirskam oleh KPP dimana lawan

Faccourt Represontalive adaloh polaksana dif Bngkungan KPP yang umik dan
diangkat aleh Ditjen Paiek sebagsl pembimbing dan pengeawas pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakan  wajib pajak. Berdasarkan Standar Operasionsl Posedur KPP Madem yeng terurai
dalam Kep Dirdan Palak No, 14272008 langgal 13 Marel 2008 tentang Siandar Prosedur Operasi
Direkloral Jenderal Paiak

105

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



transaksi terdafiar yang menginformasikan kesesuaian ada atau
tidaknva pajak yang dikreditkars;

Alat Keterangan dari KPP diluar dimana perusahaan terdaftar
yang menginformasikan adanya iranseksi atau  data  dari
perusahaan yang memenuhi unsur adanya potensi perpsajakan
perusahasn,

2. Data eksternal yakni data vang tersaji diluar sistem informasi perpajakan
Ditien pajak yang dapal terdir atas:

8,

Data instansi atau lerbaga pamerintahan lain;

Suatu  peruszhaan delam menjalankan manzjemen  dapat
bertindak secara sah dan mengikat bilamana peruszhaan tersebut
telah memenuhi syarat dan prosedur perijinan vang ada di
indonesia. Data yang mencakup perjinan suatu perusahaan di
suatu instanst atau lembaga pemerintah (Kanlor Merek dalam hal
registrasi merek yang digunakan, Bea Cukal dalam hal tindakan
impor dan ekspor, Departemen Perdagangan dalam hal regisirasi
wajib daftar perusahaan dalam Kkegistan perdagangan, dan
Deparismen Kesehalan dalam hal jaminan bahwa produk vang
diproduksi tidak meyebabkan efek samping} pada umumnya
terkodifikasi dengan baik sehingga memudahkan penelusuran dan
pencarian dats. Data yang tersgj dalam master fife lembaga atau
instansi pemerintah dapat dijadikan data pembanding yang
mempunyal  validitas  yang linggl karena adanya  unsur
kepentingan . perusahaan  pada  fembaga atau  instansi
pemerintaghan yang bersangkutan,

Promosi Suatu Produk;

Tuuan utama dard  promosi  adalah  menginformasikan,
mempengaruhi dan membujuk serta mengingatkan konsumen
tentang  suatu  produk, perusahaan danfatay  bauran
pernasarannya. Dalam promosi suatu produk {(brosur, pamfist,
iklan media massa), AR dapat memperoleh data formal yang
mencakup ;
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1). Kesesuaian ldentitas subyek paiak yvang digunakan cleh
pemegang merek, yang dapal berupa orang pribadi
(perusahman perorangarn), gtau badan usaha (Firma, CV,
Yayasan, Perseroan Terbatas):

2). Kesesuaian {empat tinggal alau  domisit  usaha
perusahaan meliputl alamat, nomor telepon yang bisa
dihubung alau nomor kode pos sebagai identitas wilayals
{kelurahan) dimana perusahan berdomisili;

3} Kiasifikasi produk yang menggunakan merek .

b. Media Komunikasi {Koran, Majalah, Televisi, Inlemst, dsb)

Pada umumnya Perusahaan yang mengqunakan merek pada
produknya menggunakan berbagai cara untuk mempublikasikan
produk sehingga produk tersebut diketshui, dikenal dan menjadi
acuan Konsumen untuk mengkonsumsi produk, Melalui media
komumnikash, Perusshaan bisa berhubungan dengan konsumen
dan pangea pasar yang menjadi target pemasaran suatu produl.
Salah satunya media internet merupakan wadah atau sarana bagi
pengenalan produk secara efekiif, murah dan tepat mengenal
segmentasi dan klasifikasi pemasamn alas produk yang telah
ditetepkar oleh Perusahaan,

Dalam media komunikas! tersebut, AR dapsat mempercieh data
Perusahaan yang mencakup omset panjualan {bisa tahun betjalan
stau tahun sebelumnya), hargs jual suatu produk, segmentasi
pasar sebagal target penjuatan yang dilakukan oleh perusahaan,
dan data penanggung pajek perusahaan.

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad, Account Representative di KPP
Pratara Kosambi :

".... Data atau inforrmasi yang didapatkan oleh AR yang
berbeda dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak,
dapat berupa dale baru dan data yang belum terungkap.
Data bary, adalah date atau kelerangan mengenai segala
sesuatu yang diperfukan unfuk menghitung besamya jumiah
pajak vang lerhutang yang oleh Wajib Pajsk belum
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diberilahukan kepada aparat pajek pada wakiu penelapan
semula, bak dalam SFT dan lampiran-lampirannya maupun
dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada wakiu
pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan dala yang
semula belum terungkap adalah dala atau kelerangan lgin
mengenal segala sesuaty yang diperiukan untuk menghitung

besamya jumlah pajak yang terhutang, yang .

a. tidek diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat
Pembertahuan (SPT) beseria lampirannyas {fermasuk
Laporan Keuangan), dan atau

b. pada wakiu penslitian alau pemeriksaan uniuk
penelapan semula Wailb Pajak tidak mengungkapkan
datz dan atau memberikan keterangan gin secara
henar, lengkap dan terinci sehingga memungkinkan
aparat pajak depat menerapkan kelentuan perundang-
undangan dengan benar dalam menghifung jumiah
pajak yang terhutang.

¢ walsupun Wajib Pajak telah memberitahukan dalam
SPT atau mengungkapkan pada wakiu
penelitian/pemernksaan, akan tetapi apabila
memberntabukannvalmengungkap-kannya dengan cara
sedemikian rupa sehingga membuat aparat pajak fidak
mungkin menghitung besamya jumiah pajak yang
terhutang secara benar sehingga jumiah pajak yang
terhutang ditetapkan kurang dar yang seharusnya,
raka hal fersebut termasuk dalam pengertian data yang
semula belum terungkap”.”

Dar  hasil wawancara di atas terungkap sarana pendsieksian
ketidaksesuaian pelaporan yang diakukan Perusahaan adalah barupa data baru
danfatau data yang belum terungkap yang didapat diperbandingkan dengan data
yang lelah dilaporkan Perusahaan. Pada praktiknya, ketidaksesuaian lsbih
banyak terjadi karena perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan dan
kesalahan pengenaan tarif pajiak untuk pemotongan dan pemungutan pajak olsh
pihak pihak ketiga dalam suatu Transaksi dengan Perusahaan,

Kemudian selelah dilakukan cbservasi data yang memperithatkan
ketidaksesuaian pelaporan pajak, AR dapat meniisi ketidaksesuaian pelaporan
yang dilakukan oleh Paerusghaan dengan dasar perbandingan data ateu
informasi lain tersebul disebabkan adanya kelalaian atau  kesengajaan

“Wawsncar dengan Teulik Ahmad, Account Reperentative Waskon Bl di KPP Pratama
Kosambi, yang wilayah sengawasannya adalah kawasan indusiii Kosambi Tangarang yang banyak
kenal sebagei sentra produks! di Kabupaten Tangerang, dimans produk yarg dihasilkan wajibs

pajekoya lelgh menpgunskan merek terdafiarn, dilskukan pada tanggal 4 Desember 28508 jam 15.30
WwiB
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perdsahaan. Kelalaian atgu kesengajaan vang peruszhaan mempunyai

kensekuensi hukum yang berbeda.dalam peraturan perpajakan yang beriaku.

Adanya suatu unsur Kelalaianskealpaan dalam suaiu tindakan yang bersifat

pelanggaran perpajakan. Sedangkan adanya unsur kesengajaan dalam suaty

tindakan yang bersifat kejahaian atau lindak pidana perpajakan,

1.

kealpasniKeiaiaiam,

Kealpaan/ kelalsian merupakan suatu perbuatan atau lindakan yang

diakukan dengan ketidaksengajaan dan tanpa ada niat untuk melakukan

atau {idak melakukan suatu perbuatan yeng melanggar suatu peraturan
perundang-undangan, Berdasarkan data<datz vang dikemukakan oleh

Perusshaan dalam  tenggapan atas  himbauan AR gehubungan

ketidaksesuatan pelaporan dengan data kain, diketahui bahwa pada

umumnya Kelalgian vang dilakukan oleh Perusshaan dalam melaksanakan
kewaiiban dapat disebabkan oleh:

2. Ketidaktahuan {ignorance) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak
fahu akan adanya kelentuan peraturas perundang-undangan yang
berlaku; Hal ini tedadi karena pada umumnya manajemen
Perusahaan dialankan oleh administrator yang tidak mempunysi
latar belakang fimu perpajakan hingga muncul ketidaktahuan
peraturan perpajakan atas dilalankan sustu kegialan usaha oleh
Ferusahaan

b. kesalahan {eror} yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai
ketertuan peraturan perundang-undangan tetapi salah hitung, hal ini
lebih disebabkan pada unswr hurnan error (kesalshan manusiawi)
dalam memperhifungkan pajak tsrutarg.

&, kesalahpahaman yaihs walib pajak salah menafsirkan ketentuan
peraturan perurdlang-undangan perpajakan; Hal ini disebabkan
karena tingkat pendidkan administrator dalam manajemen
Perusahaan, Prinsip kehati-hatian dan penelitian berulang terhadap
rnaksud dan intisani suatu peraturan perpajakan lebih diutamakan,

d. kealpaan (regligence) yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku
beserta bukti-buktinya secara lengkap. Hal ini lebih berfimpu pada
unsur kefidoksadaran perusahaan akan peniingnya pencatatan
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sebagal dasar bukl suslu transaksi yang dilskukan bilamana tidak
diternukan identifikasi suatu transaksi.

2. Kesengajaan;
Suatu kesengajaan merupakan kehendak unluk melakukan atau fidak
melakukan tndakan-tindakan seperli yang dilarang alau diharuskan
dalam undang-undang. Dalars prakliknya, menurul Buryadidiaja, sengaja
atau fidaknye suatu perbuatan Perusahaan dalam melakukan pidana
perpalakan  harus  didasarkan datz bukli permulaan yang  kual,
sebagaimana pendapatnya sebagai berikul .

"Bukaniah hal yang mudah membukiikan sengsja atau
tidaknya wajib pajak dalam melakukan pidana perpajakan,
Prinsip Kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah
harusnya diutamakan sehingga fidak menimbulkan konia
prestasi bagl aparatur pajak. Data bukli permulaan vang
cukup menjadi syarat minimal untuk membuktikan unsur
sengaja "

Apabila Perusahaan sebagai waijib pajak dalam surat pemberitahuannya
melaporkan hal-hal yang tidek sesuai dengan peraturan perpajgkan yang
bedakys, pasti akan dikenakan sanksi perpgjakan yakni sanksi adminitras,
sanksi pidana atau sanksi adminitrast dan pidana .

1. Sanksi Administrasi

Sanksi adrministrasi dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi
ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan
pajak vang berlaku, Sanksi adminisfrasi berupa pembayaran kerugian kepada
negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan dart pajak yang terutang,
sanksi administrasi ada 3 macah yaitu:

a. Sanksi berupa bunga ( Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat {22}, Pasal 13 ayat

{2}, Pasal, 13 ayat (3), pesal 14 ayat (3), dan pasal 19 ayat (3} KUP )

Sanksi administrast dalem pelanggaran berupa pembebanan bunga

diletapkan sebesar 2%.

TWawancars dengan Dwi Akhmad Suryadidjays, Superviser Fungsional Pemariksa di
KPP Pratama Sermporg den teish dilantik sebagel Pejabat Penyidik FPegawai Neged Sipil di
Lingkungan Ditien Pajek khususaya wilayah Kantor Wilayah DJP Bastens, dilakukan pads tanggat 3
Desember 2008 Jam 9.00 WIR
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Sanksi berupa denda administrasi (Pasal 7 ayat {1}, Pasal 8 ayat (3}, dan
Pasal 14 ayat (4) KUP)

Denda adminisirasi yang diletapkan kepada waiilhb pajsk berupa
pembayaran sejgniah uang, besarnya lergantung alas pelanggaran yang
dilakukan {sesual kefatalan akan kesalahan yang diperbuat oleh wajib
paiak). Biasanya besamyza (elah ditentukan oleh petugas pemungut
pajak.

Sanksi berupa kenaikan 50% dan 100% (Pasal 8 ayat (8), Pasal 13 (3},
dan pasal 15 ayat {2) KUP}.

Kenzikan ini dibebankan dengan penambshan pembayaran dan
pajak sebenamya, penambahannya dalam benkik prosentase dari pokok
pajak yang harus dibayar dan besarnya tergantung pelanggaran yang
dilakukan sesuai dengan ahiran yang berlaku.

Sanksi Pidana {Pasal 38 sampai dengen Pasal 43 KUP),
Menurut undang-undang parpaiakan sanksi pidana dibagi menjadi tiga

yaitu denda pidana, pidanz kurungan, pidans penjsra. Sanksi pidana dapat
dikenakan kepada wajib pajak, pejabat pajak dan pihak keliga, Adapun rincian
dan sanksi pidana adalah sebagai berikut::

Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berups denda administrast vang hanya
diancam/dikenakan kepada wajib pajak vang melangger kefentuan
peratluran perpsjakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan
kepada wajib pajak

Denda pidana dikenakan kepada lindak pidana yang bersifat pelanggaran
maupur bersifat kejahatan.

Pidana Kirungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada findak pidana yang bersifat
pelanggaran, Dapat ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.
Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar noma i,
Ketenltuannya sama dengan yanyg disnsamkan dengan denda pidana
maka masalahnya hanya ketentusn mengenai dends pidana sekian u
diganii pidana kurungan selama-lamanya sekian,
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G Pidana Penjara
Pidana penjara sepertt halnya pidana kurungan, merupakan
hukuman perampasan kemerdskaan., Pidang penjara  diancamkan
terhadap kejghatan, ancaman pidana penjara tidak  ada  vyang
dituiukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pihak pejabat dan
kepada wajib pajak

Dalam penerapan sanksi perpajakan, menurul Suryadidiaya kebijakan
penggunaan sanksi pidana dalam sistem perpajakan hanya dirumuskan sebagal
upaya akhly (Ullimum Remidium), bukan sebagail hal vang utama {Premsium
Remidium), sebagaimana pendapatnya sebagai berikut ;

“Dalam sistem administrast maodern di lingkungan Ditjen Pajak,

Unsur penerimaan negara dart pembayaran paisk yang terutang

dan belum dibayar oleh wajib pajak lebih diutamakan daripada

pemidanaan seorang wajib pajak atau penanggung pajak

bilamana ferbukli perencanaan pajek yang dilakukannya
bartenta’@an dengan ketentuan peraturan perpajakan  yang

herlaku.

Dari hasil wawancara di atas dapat diartikan bahwa upaya pemidanaan
terhadap para pelaku kejahatan dibidang psipajakan bukankah hal ulama.
Pemidanaan baru dilakukan bila upaya-upaya {sanksi) adminisizasi {elah tidak
mampl mengatast masalah perpajakan meskipun secara umum Bukum berlaku

bagi semua orany yang funduk pada kekuasaan undang-undang.

43  Anslisis Langkah Ditjen Pajak Dalam Optimalisasit Pensrimaan dari

Sektor Penggunaan Merek di indonesia.

Dalam sistern seff assesment, fungst pemeriniah ¢g deparlemen
keuangan ¢ Diljen pajek adalah memfasifitasi agar sistam dapat berjalan
dengan baik. Fasiitas yang diberikan oleh Difjen Pajak dengan memberikan
penvuluban perpajakan {fax Jissessminalion), pelayanan permajakan {fax
services) dan pengawasan perpajakan {faw enforcement).

Pernyuluhan perpajakan bertujuan menyebarkan informasi mengenai
ketentuan perpajakan sehinggs Wajib Pajak dapat memahami dan mampu

B,
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memernuhi kewajibannya di perpajakan sesuai dengan kelentuan vang berlaku,
Sedangkan  pslayanan  perpajakan  dimaksudkan  untuk memberikan
kenyamanan, keamanan dan kepastian bagl Wajib Pajak di dalam pemenuhan
kewajiban dan haknya di bidang perpajakan. Peran lkainnya adalah lungsi
pengawasan terhadap kepatuban Wajib Pajak. Fungsi ini menjadi sangat penting
karena dalam sistem self assessment Wajib Pajak diberikan kebebasan yang
sefuas-luasnya di dalam menghitung besarnya pajak yang lerutang yang menjadi
kewajibannya,

Dalam  rangka  meningkatkan pengawasan  pemenuhan  kewaliban
perpajakan dan penggalian potensi pajgk dalam penggunaan merek oleh
FPsrusahaan sebagai wajib paigk di Indonesia, Diien Pajak telah melakukan
langkah-langkah sebagal berikut adaish.

1. metakukan reformasti kebijakan dan administrasi perpaiakan, yang meliputi
a. Melakukan amandemen undang-undang perpajakan dan menyempumakan
peraturan perpajakan dibawahnya;

Undang-Undang Perpajakan yvang lelah diamandemen adaiah
Katentuan Umum dan Tela Cara Perpaiskan melalui Undang-Undang
No.27 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tala Care Perpaiakan, dan
Pajak Penghasiian mekalui Undang-Undang Ne.38 tahun 2008 tentang
Penibahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 fzhun 1983 tentang
Pajak Penghasilan.

Dalam amandemen peraturan perpajakan, menurut  Santoso
pemerintah telah membaerlkan fasifites kemudahan untuk perusahaan kecll
dan menengah dalam melakukan pemsnuban kewajiban perpajakannya,
sebagaimana pendapatnya sebagai berikut:

“ada beberapa fasilitas perpaiskan yang diberikan oleh Ditjen
Pajak bagl Perysashaan kecll dan menengah dalam
memenuhi  kewsfban perpajekan  dianteranya  adalah
ditingkatkannya batas miniimal unfuk menggunakan norma
penghitungan untuk orang pribadi, pembebasan fiskal luar
negeri dan untuk wajib paiak badan adanya Pengurangan
tariff sebesar 530 % dalam ketentuan pasal 31 ¢ UU PPh.”

PWawancara dengan Wahyu Santoso, Kapala Seksi Peraluran Perpajakan bidang Pajak
Penghagitan di Subdil Persturen Perpajakea Kantor Pusat Ditien Pajak JI. Jendral Gatot Subrots
Kav.Z-4 Jakarla, di kanlor pusst Ditien Palak tanggal 4 Desember 2008, lam 15,00 Wi
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Dari hasil wawancara diketahul adanya fasilitas perpajakan yang
diberikan pemerintah bagi perusahaan kecHt dan menengah dengan
uraian sebagal berikd
1L Penmgkatan besarmya persdaran brulo bagi wajib pajak orang

pribadi yang boleh menghilung penghasilan nefto  dengan

menggunakan norma penghitungan penghasilan nettos dart semula
kurang dari Hp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) menjadi

Rp.1,800.000.000 {satu miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas ini  diberkan untuk mempermudah  orang  pribadi

menghitung  pajak  terufeng dengan  menggunakan  prinsip

pencatatan atas penghasilan bruto selama satu tahun paiak anpa
mempennol biaya-biaya yang dikeluarkan dalarm mempercieh
penghasiian tersebid,

Dalam prakiknya, menurut Permana, suatu pencatatan
omset kotor lebdh mudah dibuat dan tak membuat pusing wajib
pajak, karena adanys suaty pembukuan yang dilakukan oleh orang
pribadi harus sesuai dengan prinsip akuntansi dan perpajakan. Hal
ini tentunya akan menjadi resiko tersendiri bagi wajit pajak bilamana
teriadi kesalahan penghitungan dan penerapan prinsip-prinsip
akuntansi, sebagai periapatanya sebagai berikut

“Saya sebagal pengusaha menilai bahwa pencatatan

~ dad pendapatan kotor per bulan lebih mudah untuk
menghitung pajak dengan menggunakan norma
penghitungan netio, daripada sislem pembukuan yang
harus sesusi dengan pringip-prinsio akuntasi, Saya
{idak mengert akurdansi, maka akan menjadi resiko
besar di kemudian har bila saya salah menerapkan
sistem pembukuan. Bagl saya, semakin mudah saya
menghitung pajak yang harus dibayar, maka sernakin
tenang saya menjalankan kegiatan usaha,™™®

Berdasarkan hasil wawancara terssbut dapat disimpulkan bahwa
orang pribadi yang memperhitungkan penghasilan kena pajak lebih
memitih noma penghitungan netto dengan pencatatan daripada

wawancara dengan Yudhi Permans, wajlb pajak orang pribadk yang  memproduksi
Hamburger Merek AR didasrah Tangerang,. di KPP Pratama Serpong |, tangpal 3 Desember 2008,
jam 08.30 WiB
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23,

3).

pembukuan.  Prnsip  kemudahan, sfisisn dan  keterbukaan
merupakan pihan bagi wajib paiak orang pribadi sehingga pajak
tidak merdadi beban dan febih mudah untuk dijalarkan,

Pengurangan tariff sebesar 50 % bagi wajits pajak usaha kecil dan
menengah berbentuk  wajib paisk badan yang diatur  dalam
ketentuan pasal 31 e UU PPh. Pengurangan tersebut dikenakan
atas penghasilan kena paiak dari bagian peredaran brulp sampai
dengan Rp. 4.800.000.000 {empat milyar delapan ratus juta rupiahl.
Fasiiitas Il merupakan insentif perpaiakan yang dimaksudkan
untuk mendorong berkembangnya UKM yang pada kenyataannya
memberikan kontribusl yang signifikan bagi perekonomian d&
indonasia. Pemberian insentif juga diharapkan dapat mendoreng
kepatuhan Wajib Pajak Badan darn UKM. Pembedaan tarf antara
badan umum dan UKM dimaksudkan untuk fidak melangar dari
asas keadilan dimana mereka yang ability fo pay nya rendah
mendapat beban pajak yang lebih keeil.

Pembebasan fiskal luar negeri bagl wajib pajsk vang berangkat ke
luar negeri.

Fiskai bagl Pengurus Perusahaan merupakan beban bisya yang
harus ditanggung perusshaan wataupun dalam peaghitungan pajak,
fiskal dapat dijadkan kredit pajak. Adanya pembebasan fiskal
merupakan suatu angin segar bagi walib pajak untuk mengurangt
biaya peralanan diras perusahan daiam berinteraksi dengan
konsumen di juar negeri.

Dalam praktiknya, menunt Hikmat, pembebasan fiskat
merupakan kontraprestasi atau penghargaan dari Pemerintah
terhadap kewsajiban vang telah dilaksanakan wajib pajak baik vang
dipungut perusahaan maupun dibayar wajlb pajak orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha, sebagaimana pendapstnys
sebagai berikut
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“Adanya permbebasan fiskal lentunya membantu
mermrarmalisasi  penggluaran  terhadap perfalanan
dinas direksi. Pada praktiknya dahuiu, kelika direksi ke
fuar neger itu tidak sendiri melainkan  bersams
keluarga, namun fiskat yang dapet dikreditkan hanya
fiskal direkst seorang. Menurut saya, sskarang
pemeriniah berusaha menghargat wajib pajak dengan
memberikan  koniraprestasi  langsung  sehingga
investasi ke dalam maupun ekspor unfuk pasar lar
negert bisa tumbuh berkembang™’

Berdasarkan wawancara iersebul, tampsknya adanya
antusisme dari walib secara posiif dalam adanya fasiltas
pembebasan fiskal ke luar negeri dimana fasilitas inl diberkan agar
memudahkan Perusahaan untuk melakukan penetrasi ke Juar dalam
memagarkan produknya. Timbulnya semangat untuk usaha dan
mencard pasar produk ke tuar negen tentunya akan meningkatkan
petumbuhan  omset perusahaan yang berdmplikasi  akan
meningkainya paisk yang akan dibayar di tahun yang akan datang.

k. Penyempumaan sisterm manajemen sumber daya manusia,

Ditien Pajek bertekad menyelenggarakan sistem  adminirasi
perpajakan modem yang efekdif, efisien dan dipercaya serta dibanggakan
masyarakat Tekad tersebut dibangun melalid pencitraan yang kuat bagi
organisasl Difen Pajak  dan sumber days manusia (aparatur pajak)
dengan nilai-nifai organisasi yakni
1) Integritas: menjatankan tugas dan pekerjaannya dengan selalui

memegang teguh kode efik yang eda, bertindak jujur dan

bertirndak konsisten;

2. Profesional: memilili kompsiensi di bidang profesinga dan
menjalankan  tugas dan kepercayaan sesual kompestensi,
kewenangan dan nonna-nenna yang berlaku;

wawancars dengan Hikmat, Kepala Bagian Administrasi PT Ki yang merupakan
Produsen Colal dengan Merek 2z di daemsh tangerang. i kawasan perkaniotan ¢ daerah
tangerany tanogal 5 Desember 2008 jam §9.00 WIB, PT Ki membel bahan bake impor dari luar
negeri. Sehingge Bebas Fiskal morupakan fasiltas paak hagi perusahaznnyd,
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3L Inovatif : memilikl pemikiran yang bersifal terobosan dan
ailermmative  pesmecahan masalah  yang  krealif  dengan
memperhalikan aluran yang ada, dan

4}). Team Work: memiliki kemampuan bekerjasama dengan orang tain
seria membangun network dalam menunjang lugas pekeraannya.

Dalam observasi dilapangan, apsralur pajak khususnya AR sebagai
garda depan dalam pelayanan dalam sislem adminisbrasi modern Ditjen
Pajak, kurang memahami maksud dan tujuan kebijakan perpajakan dari
suatu peraturan perpajakan. Harobatan int tampek jelas teriadi pada AR
yang dahulunys pekerjaan berkecimpung dafam menangani masalah Pajak
Bumi Bangunan (PBB) dan belum memahami sistem  adminitrasi
perpaiskan di KPP, Dalem praktiknys, menunt Siralt dap Ahmad,
hambatan delam pelayahan AR kepada walib pajak bersifat manusiawi dan
temporer.  Untuk meminimalisasi gap tersebut, Forum AR merupakan
sarana teamwork AR di lingkungan KPP Pratama unbik dapat saling
berbagi, berlukar informasi dan  $aling mengisi kekurangan antera salu
dengan lainnys sehingga menghasikan output berupa kepussan wajid
pajak dalam pelayanan yang dibarikan oleh AR, sebagaimana pandapatnya
sebagai berkut

“Suatu hal yang lumrah, dalam pengabungan dua sistem pelayanan
pajak yskni PBB dan KPP, ada masalah dalam interprestasi
pamabaman peraturan perpajakan bagl AR yang bedatar belakang
dari PFBB. Namun hambatan bukaniah berarl  mandeknye
pelayanan, Forum AR di KPP Pratama Kosambi merupakan satu
wadsh diskusl dan interskst antar AR dalam penyelesaian dan
konsullasi permasalshan wajib pajak sehingga menghasilkan
pelayanan prima *.*%

¢ Memperbaiki manajeraen pemerksaan pajak,
Dalar sistern adminitrasi modem, pemeriksaan merupakan langkah
administrasi yang bersifat af feast but not the jast Langkah ini dilakukan
Difien Pajak bilgmana dalam proses adminitrasi perpajakan wajib pajak
tidak bersifat kooperatif dan memberikan perlawanan pasif dalam rangka

Ylwawancara dengan Ferdinan Sirall dan Taufk Abmad Kasie dan AR vang bertugas
dalam pengawasan dan pemenuhan kewaliban pamaiskan walib paiek, dilakukan di KPP Pralama
Kosambi pada tanggal 4 Desember 2008 jam 1530 VB
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pemenuban kewajiban perpajakan.  Pemeriksaan memberikan suatu
kepastian hukum lentang ada atau fideknya sualy perencanaan pajak yang
meianggar ketentuan perpaiaken yang berlaku, Tindak lanjut dani hasi
pemerksaan adalah diterbitkan suatu ketelapan pajak dan/atau penyidikan
pajak bilamana ditemukan adanya penyelundupan pajak yang merupakan
tindak pidana perpajakan,

Dalam observasi di lspangan, penenfuan diperiksa atau tidaknya
waijib pajak melalui proses yang begitu komprehensif dimulal dan analisa
AR dalam mapping profile wajib paisk, potensi pemajskan yang ada serta
efekliivas dan efisienst dalam pemungutan pajak ferctang . Hai ind
mengindikasikan bahwa proses volunfary compliance  oleh wajib paisk
datam memenuhi kewajiben perpajakan iebih divtamakan dibandingkan
dengan faw snforcemant melalut sualu permneriksaan ferhadap wajib paiak.
Prnsip kemudahan dan keterbukaan dalam pelayanan kepada wajib pajak
merupakan gerbang utama vang lelah dibuka oleh Ditien Pajak yang
bertujuan untuk menimbulkan kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam
petaporan pajek sehingga meningkatkan penerimaan negara.

2. melakukan pengawasan pemenuhan kewaliban perpajakan,

Pengawasan pementuhan perpajakan terdid darl intensifikast perpajakan
yakni penggalian potensi pajak yang terdapat pada waijib pajak yang telah terdaftar,
dan gkstensifikasi perpajakan yakni penggslian adanya subyek pajak yang belum
terdaftar sebagal wajib pajek Karena telah memenuhi syarat subyeklif dan cbyektf
unfuk dilakukan pamungutan pajak stas subyek atals obyek pajak.

a Melakukan ekstensifikasi perpajakan.

Ekstensifikasi yang dilakukan Ditjen Pajak mencakup dalam skala
makro dan mikro. Ekstensifikasi dalam skala mikro, Ditien Paiak menambah
wajib pajek terdaftar dari hasil mencermati adanya waiib pajak yang
memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajgk, namun belum terdafar dalam
adminitrasinya. Sedangken Ekstensifikasi dalam skals makro, ada dalam
tataran kebijakan, Diffen Pajak mengenskan pajak atas subyek ataupun
obyek paiak vang semula belum dikenakan pajgk. Ini dilzkuken sejalan
dengan perkembangan potensi ekonomi baik melalui  perkembangan
teknologl, industr, perdagangan,inforreasi dan transportasi,
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tangkah ekstensikas! perpajakan yang dilakukan oleh Ditien Pajak antara

e |
1.

2),

membeniuk dan menyempurnakan bank data dan Single identity
Number (SN}

Mengenal peleksanaan manajemen data, Sepliyone
mengungkapkan bank dala dalam sisiem informasi perpajakan
dapat dinput secara internal, oleh semua pelugas psigk dan
eksternal dard kantor pusat Difen Pajak, sebagaimana pendapainya
sebagai berikut ¢

*Bank Data itu bisa bersifat internal yakni datz yang diinput
oleh petugas KPP berdasarkan TUPOKS] masing-masing
dan bersifat ekstemal berdasarkan perekaman data daii luar
berupa lporan nolsrs, alat kelerangan kpp lain, dan
lembaga-lembaga pemerintah yang difakukan oleh kanfor
pusat Dijen Pajak”.'™

Berdasarkan wawancara tersebut, unuk  dilakukannya
kesempurmnaan suatu bank dala didasarkan pada input dats dari
imemal kpp dan luar kpp. Pada praktiknya, bank data dalam sistem
inforrnasi pajak di ingkungan kpp menupaskan data awal AR untuk
menghimbau subyek pajak yang belum terdaftar sebagai wajih pajak
dan obyek pajak yang belum dilaporkan oleh Perusahaan dalam
pelaporannya,
menyempurnakan program e-magping dan smart mapping,
Berdasarkan wawancara dengan Fadii, divraikan kedua program
tidak dapat ditumbubkembangkan dalern  sistem informasi pajak,
sehagaimana pendapatnya 'sebagai berikut :

"Pada awal 2005, e-mapping dan smart mapping merupakan
program kerja di PBB untuk sinkronisasi data antara Nomor
Cbysk Pajak (NOP) sebagal basis data PBB dengan NPWP
sebagai identitas wajib pajak. Dalam sistern administrasi di
KPP Pratama, kedua program belum dapat dijalankan dengan
ideal karena terbatasnya dana operasional. Dahulu program
kefia tersebut didukung oleh Pemda Dati 1 dan H, namun

** Wawancara dengan Apit Sepliyono, Operator Consil pada seksi dokumentasi dan
Informasi KPP Parama Serpong, dilskykan i KPP Pratama Sempong, tangoet 3 Desember 2008

Aam 11.00 Wis,
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sekarang belum ada iit!k tera?l;z?rzya karena behksn ada
pengaturan dan aturan mainnya”,

3). mengumpulikan dan memutakhirkan data untuk menjaning wajib
pajak baru;
Dalam praklek, langkah ini lebih ditujukan pada produk alat
keterangan dari fungsional pemerksa dalam memerikss waiib pajek
yang dalam tansaksinys dengan konsumsn atau pihak ketiga
terdapal potens: pajak subyekiif darvatau obyekif untuk digal kebih
lanjut oleh AR ssbagai sumber pensrimaan pajak dimasa yang akan
datang.

Dalam observasi dilapangarn diketahui ekstensifikasi dijalankan
bilamana {ordapat data yang mengindikasikan kuat adanya subyek paisk
atau obyek pajak yarng telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif untuk
dilekukan pemungistan pajak. Prinsip efisiensi lebily divtamakan mengingat
daya dukung sumber daya manusia ferbatas dalam  menangani
eskstensifikasi di lingkungan KPP Pratama. Hal ini terdihet pada fokus
pelayanan dan asistensi pemenuhan kewajiban perpajakan aperatur pajak
dalam berhubungan dengan wajib pajak

b. Melanjutkan intensifikasi penerimaan pajak

Dengan intensifikasi perpajakan, Dijen Psjek mencermati apakah
wajib pajak telah melaporkan seluruhy obyek pajak yang ada padanya
dengan jumlah yang sebenamya. Langkah yang dapat ditempuh dalam
bentuk  himbduan, konseling, penelitian, pemeriksean dan  bahkan
penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Langkah
intensifikasi yang ditakukan oleh Difen Pajak antara lain;
1) menyempumakan sistem mvapping wajib pajak;

Mapping adalzh peta fiskal yang dibuat oleh kentorfunit kerja di
fingkungars Direklorat Jenderal Pajak untuk mempercleh gambaran unum
tentang potensi perpajakan di wilayah keranya vang dikelompokkan

"wawancara dengan M. Fadly, manlan staff ekstensifikasi PBB dan sekarang menfabat
sgbagal Account Represenlative df Waskon Il di KPP Pratama Kosamil pada tanggai 4
Diegamber 2008 fam 1530WEB

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



berdasarkan wilayah atau lokasi, subyek pajak, jenfs pajek, dan sektor/sub
sekior usaha dan kategor lainnya sesusl kebutuhanikeunggulan vang
terdapat pada masing-masing kantor 7 unit kerja. Mapping berlujuan unluk
mendapatkan gambaran umum polensi perpajakan dan keunggulan fiskal
pada masing-masing kantorfunit kerja yang akan digunakan sebagai
petunjuk dan sarana analisis dalam rangka penggalian potensi penerimaan
dan pengawasan.

21 melakukan himbauan terhadap wailb pajak
Himbauan yang dilakukan AR pada umumnya didasarkan analisa-

analisa fenlang adanya potensi pajek yang belum diaporkan oleh

Perusahaan , pengenaan tarif pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan

undang-undang dan data yang signifikan dar pihak ketiga,

Berdasarkan observasi dan penelitian terhadap berkas-bevkas himbauan

AR dilingkungan KPP Pratama dan Madya, Himbauarrhimbauan yang

dilakukan oleh AR mencakup 3 {figa) hal vekni ©

a} bimbauan untuk  segera  melakukan  pembetulan Surat
Pamberitahuan dalam hal belum melampaui jangka waktu 2 (dua)
tahun sesudah berakhimya Masa Pajak/Tahun Pajak yang
barsangkutan dan sepanjang belum dilakukan findekan
pameriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {1}
Undang-undang KUP.

b} himbauan berdasarkan keteniuan Pasal 8 ayat {4) Undang-
undang KUP untuk mengungkapkan dalam Taporan tersendiri
tentang kefidakbenaran pengisian Surat Pamberitabuan yang
telah disampaikan.

c) himbauan berdasarkan kstentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-
undang KUP untuk mengungkapkan dalam laporan lersendin
fentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitabuan yang
telah disampaikan.

3). membaerikan konseling kepada waiib pajak
Konseling merupakan wadah bagi wajib pajak untuk mereview
perencanasan pajak yang dilzlankan sudah sesuai dengan ketenfuan vang
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berigku. Pada prakiiknya, Ahmad menjelaskan urQensi konseling bagi wajib
pajak sebagaimana pendapatnya sebagai berikut |

“Konselling yang dilakukan AR kepada wajib pajak merupakan
sarana urun rembug tentang pemenuhan kewajiban perpajakan oleh
wajih pajek. Perbedaan penalsiran dan pemahaman lerhadap
ketenivan peraturan perpajakan yang lerjadi dalam proses konseling
harus didesarkan pada ketentuan peraiuran perpsiakan sehinggs
pelaksanannya fidak merugikan kepertingan wajib pajgk dan
meningkatkan penerimazn pajak”.'®

Dalam praktiknya, intensifikasi melalui tiga langkah tersebut diatas
merupakan prosedur utama dalam upaya penggalian potensi perpajakan
dan meningkatkan kepaiuhan wailh pajak di ingkungan KPP Pratama dan
Madya. Wiling fo pay wajib paiak sebagai tujuan gkhir yang lebih
diulamakan sebagai hasil opfimal suatu pelayanar dalam sistem adminitrasi
perpajakan modem sehingga menghasilkan voluntary compiiance oleh
waijib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,

3. Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kepada walib pajak
Penyuluhan perpajakan bertujuan menyebarkan informasi  mengenai
ketentuan perpsjakan sehingga Wajib Pajak dapat memahami dan mampu
memenuhi kewajibannya di perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan pelavanan  perpajakan  dimaksudkan  untuk  memberikan
kenyamanan, keamanan dan kepastian bagl Waijib Pajak di dalam pemenuhan
kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.
Dalam observasi di lapangan, diketahul seffap informasi perpajakan yang
disarpaikan kepada wajib pajak dapat dilaquan melalui ;
a. Petugas Account Representative di Kanlor-kantor paiak modemn yang
salah satu fungsinya adalah memberikan informast perpajakan secara
cepat dan grafis. Wajib Fajak dapat berkonsulfasi mengenal suatu

Wiwawancara dengan Taufik Abmad, Account Reperantaliva Waskon Hi i KPP Pratama
Kosambi, yang wilayah pangawasannya acelah kewsssn industd Kosambl Tangerang yang banysk
kenal sebagai sentra prdukst di Kabupalen Tangerang, dimana produk yang dibasikan walib

psjaknya teleh menggunakan merek terdaftar. dilskukan pade tangga! 4 Dasember 2008 jam 15.30
Wit
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permasalahan perpajakan yang dibadapi dan solusi pemecabannya
sesual dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku:
b, Situs internet  Ditjen Pajak yakni www pajak.go.id dimana waijib pajak

dapat mengunduh dan menggandakan peraturan, informast dan arlikel
perpajakan secara gratis,

G. Wajib pajak dapat berizngganan majalah berita pajak dari internal Ditjen
Pajak, majalal perpajakan lainnya, atau sisterm informast perpajakan
yang memual daia peraturan perpajgkan yang berlaku vang diupdate
seperti taxes atau fex base, sebagai literatur dan wahana wajib pajak
mengetahul perkembangan informasi perpajakan.

Menanggapi program penyuluban yang dilakukan Ditien Pajak, Ahmad
menguraikan bahwa program penyuluhan vang dilakukan dapat dilakukan secara
verbal, visual dan non visusi vang inlinya dapat menyampaikan informnasi
perpajakan kepada waiib pajak , ssbagaimana pendapatnya sebagai berikut

“Pada sistermn administrasi medermn ini, penyoluhan merupakan sarana
afekiif untuk memberitahukan dan  menjelaskan infarmasi perpajakan
kepada wajib pajak. Penyuluhan dapat dillakukan secara verbal, yakni
secara akiif turun ke lapangan, melaky program fax corner di pusat
perbelanjaan sebagai sarana untuk memberikan pelaysnan perpajakan
secara Iangsung; secara visual dapat berupa program lomba perpajakan
melipuli cerdas cermat, karya fulis, debat, pidato pajak; dan non visual
berupa program penyuluhan melalul saran cetak seperti leaffel, bookiet,
taporan khusus, pengumuman dart buku-buku perpajakan,™™®

Ketiga langkah oplimalisasi pengawasan terhadap sistem self assesment
dalam adminitrasi perpajakan, yang telah dilakukan oleh Difjen Pajak tersebut
diatas diharapkan menciptakan sistern administrasi perpajakan yang efisien dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajek dalam sistem self assesment Kepatuhan
ini melpuli kemauan dan kesadaran Perusahaan yang mengunakan merek
dalam produknya untuk mendaftarkan din memperoleh NPWP, menyampaikan
SPT dengan perhilungan yang lengkap dan benar atas segenap obyeknya dan
membayar pajak berdasar jumniah yang sebenarnya dan tepat wakiu,

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam fesis ini, langkah-langkah
yang terural diatas mempunyai pengaruh vang cukup signifikan baik secara

V% thid,
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langsung maupun tidak langsung unluk meningkatkan penerimaan pajak disalu
sisi dan kepaluhan perusahsan dalam melakukan pemenyhan kewsjiban
perpajakannya pada sist yang  laln. Remudahan, kelerbukaan  dan
keramahtamahan sisterm adminitras! perpajakan merupakan aspirast wajib pajak
yang berhasil diwujudkan oleh Ditjen Pajak sehinggz diharapkan dapat
menciptakan voluntary compliance dari wakiu ke waktu demi indonesia mandiri,
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

7.

Perancanaan pajak yang dilskukan Perusshaan sebagal pemegang merek

atas suatu produk, dalam meminimalisasi pajak yang tervtang dalam
kagialan usahanya, dapat melipuli dug hal yekni Penghindaran Pajak (ltax
avoidance) dan Penyelundupan Pajak (tax evasion),

Tax Avoidance yang dilakukan Perusahaan antara igin

a.

melakukan kegiatan usaha dengan £ {dua) benluk subyek pajak
untuk merek dan jenis produk yang sama;

menyembunyikan atau membiaskan identifas perusahaan pada
pengernasan suaty produk,

menggunakan nomma penghitungan dalam menentukan besamya
penghasilan netlo,

melakukan penyusutan aktiva yang tidak terdaftar atas nama wajibs
pajak;

penggunaan rekening pribadi dalam sarana administrasi;
melakukar skspor dengan menggunakan jasa ekspedisi dan
melaksanakan pembukuan berbeda dengan fempat kegiatan
usaha dan/atau domisili perusahaan;

Sedangkan Tax evasion yang dilakukan Perusahaan antara lain

a.

mengalihkan omset penjualan dengan dus bentuk subyek pajak
yang bersama-sama melakukan kegiatan usaha dengan merek
dan produk yang ssjeris,

tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak danfatau pengusaha
kena pajak di Kantor pelayanan pajak;

tidak memungut PPN dan membuat faktur pajaek walapun tefzh
dikukuhkan sebagat pengusaha kena pajak,

Pembebanan gajl pegawai secara bermganda atau rekayasa,
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@, melaporkan omsst perusahaan yang lidak seharusnya atau
rekayass, dan

1. memungul pajak dari pihak keliga namun {idak melaporkan atau
membayar pajak vang terutang ke kas negara.

Kewajiban perpajakan vang dilaporkan oleh Perusahaan di dalam Surat
Pemberitahuan diangggp benar dan telah patuh pada kefeniuan
peraturan perpajakan yang beraky, kecuali apabila terdapat data atau
informasi dari phhak lainnya yang dapat membukiikan bahwa data dan
informast mengenai kewaiiban perpajakan yang dilaporkan lsinya tidak
benar. Kelidaksesuaian pelaporan yang dilekukan oleh Perusahaan
dengan dasar perbandingan data atau informasi lain dapat disebabkan
adanya kelalsian alau kesengajaan perusshaan. Kelalaian atgu
kesangaiaan perusahaan yang mempunyai  konsekuensi  sanksi
adminitrasi dan/atau pidana dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Mengenal penerspan sanksi perpajskan, upaya pemidanaan terhadap
parm pelaku kelahatan dibidang perpajakan bukaniah hal ulama.
Pemidzanaan bary dilakukan bils upaya-upaya {sanksi) administrasi telzh
fidak mampu mengatasi masalah perpajakan meskipun secara umum
hukum barlaku bagi semua orang yang tunduk pada kekuasaan undang-
undang..

Dilen Pajak telab membwerkan bagi Perusahasn dalam memenuhi
kewsjiban perpajakannya memberikan penyulthan perpajakan {fax
dissessrination), pelayvanan perpajakan {fax servives) dan pengawasan
perpajekan {aw enforcement). Dalam sistem administrasi modem
diketahui bahwa Account Represenfative merupakan wjung tombak dan
garda terdepan dalam menggali potensi perpajakan dan meningkatkan
kepatuhan Perusahaan dalam kewajiban perpajakannya. Mambatan yang
terjadi dilapangan adalah latar belakang AR sebelumnya yang dahulu
menangani permasaiahan Pajak Bumi dan Bangunan dan belum pernah
menangani sistem administrasi perpajakan di lingkungan KPP, Namun
hambatan tersebut dapat diatasi dengan terbentuknya forum AR sebagai
wadah interakst dan feamwork dalam memberikan pelayanan kepada
wajib pajak.

Wi
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5.2 SARAN

1.

Dirskiorat Jenderal harus memperbaiki sistem informasi perpaigkan dan
maningkaikan parforma mapping wajlb pajak sebagei bahan analisa
Account Representative dalam mendeteksi lgbih dini perencanaan pajak
vang dilakukan olsh Perusahaan dalam usaha meminimalisasikan pajak
terutanig. Mapping yang memuat profile waiib pajak dalam melaksanakan
pemenuhen wajib pajak dapat mengindikasikan apakah Perusahaan sudah
melaksanakan kewailiban perpajskan gesusi dengan Kelentuan peraturan
perundang-undangasy vang berleku. Benchmark sebagai hasil output
mapping merupakan bargaining  power atau  seniata  Account
Reprasentatibve uniuk mengetahul potensi perpajakan dan kKepatuhan
Perusahaan sebagat walib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak harus segera mersncanakan dan melaksanakan
kegiatan pencarian / pengumpidan data dari pihak keliga yang merupakan
sumber-sumber data sfralegis dam potensial, Hal ini mengingat data
merupakan bagian terpenting dalam meanentukan kesesuaian pemenuhan
kewajiban perpajakan oleh wajib pajiak. Dalam upaya menggall potensi
penenimaan pajak dari sektor penggunaan merek oleh Perusahaan, Ditien
Pajok sebalknya melakukan Memorandum Of Understanding dengan
Divektorat Hak Atas Kekayzan iIntelektual Departemen Hukum dan Hek
Asasi Manusia khususnya Kantor Merek untuk bertukar informasi dan data
pemegang merek yang ferdaftar untuk meningkatkan dan mengamankan
penetimaan negara dar sektor pajak,

Dengan sistemn dan prosedur psngawasan vang telah diterapkan dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pementhan
kewajiban perbakkan, hendaknya Ditjen Pajsk bersikap konsisten atas
kebijakan yang dilakukan dalam melakukan reformasi kebijakan dan
pelayanan dalam sislter  administrast  modemn.  Inkonsistensi  akan
menyebabkan antipati dan pesimis dari waiib pajak untuk merubah dan
mematuhi kebijakan perpajakan. Kemudahan, keterbukaan dan infegritas
dari aparatur wajib pajak khususnya pelayanan Account Representafive
tetap dijaga pada jalumys dengan pengawasan intemal dan eksternal
sehingga tidak ada penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi.
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PEDOMAN WAWANCARA

Direktorat Merek — Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

1

Apakah yang dimaksud dengan merek dan dasar hukum pengaturan dan perfindungan
merek di indonesia?

Siapakah yang dapat mendafiatkan merek di Indonesia ? bagaimana prosedur
pendaftaran merek di Indonesia®?

Bagaimana cara mengidentifikasi pemegang merek di indonesia ?

Apakah hak dan kewajiban pemegang merek di indonesia 7

Adakah persyaratan identitas NPWP  pemohon merk dalam sistem administrasi
pendaftaran merek ¢i Dijen HaKi?

Bagaimana mengetahul kedudukan Pemegang mersk itu sebagai pthak pertama atau
pihak kedua 7

Bagaimana cara untuk mengeishui penerima lisensi atas suaty merek 7

Apa pendapat bapak tentang hubungan merek dengan status subyek pajak pemegang
merek di indoresia ? ‘
Apakah saran yang bapak berikan kepada Diljen Pajak sebagai administrator dan
pengawasan pemenvhan kewsajiban perpajakan terhadap penggunaan merek di
Indonesia ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan staff Direktorat Merek- Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual
Departernen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu ;

Bapak Tarsisius Didik Taryadi

Kepala Sub Direktorat Pelayanan Hukum

1.

2,

Bapak Faisal Reza
Fungsional Pemeriksa Merek

Dilakukan tanggal 4 dan 5 Nopember 2008 Jam 14.00 Wi Rertempat di Kantor Merek
Ditlen HaK)!, Lantai 8 ]I, Raya Daan Mogot KM 1 Tangerang

B

Tanya

Apakah yang dimaksud dengan merek dan dasar hukum pengaturan dan
periindungan merek di indonesia?

Bapak Didik Taryadi

Jawal

Tanya

batasan pengertian fentang merek tefah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Merek, Kelentuan perundang-
undangan yang mengatur dan memberkan perfindungan adaizh Undang-
Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Ratifikast perjanjian GATT
dan TRIPS yang mengatur ketentuan tentang Hak atas Kekayaan Infelektual
dimana merek termasuk didalarmnya.

Siapakah yang dapat mendafiarkan merek di Indonesia ? bagaimana
presedur pendeaftaran merek di indonesia?

Bapak Didik Taryadi

Jawab

Tanya

Siapa saja dapat mendaftarkan merek asalkan merek tersebut bersifat
original dan belum didaftarkan oleh pitiak lain sebagai pemegang merek di
Indonesia. Orang Pribadi dan/atau badan yang berasal darf Indonesia dan
Luar Negeri dapat mendaftarkan mereknya sebagal dasar penggunaan
merek dan penghindaran penyalahgunaan merek oleh pihak ketiga yang
dapat merugikan secara matenit dan immaterial. Prosedur pendaftaran
merek telah diatur dalam ketentuan pasal 7 sid pasal 23 Undang-indang
Merak.

Bagaimana perkembangan merek di indonesia 7

Bapak Didik Taryadi :

Jawab

indonesia memiliki potensi ekonomi darl sektor penggunaan merek
pada suaty produk oleh perusahaan baik digunakan sendiri maupun
ditisensikan kepada pihak kefigs sesuai dengaen ketentuan peraturan
yang berlaku. Dari data yang diperdieh dari Kantor Merek Ditjen Hai,
pendaftaran merek atas suatu produk sangst signifikan. Pertumbuhan
marek yang didaftarkan oleh perusahaan terus berkerbang dari tahun
2001 sampai sast inl. Pada periode 2001 ~ 2002, pertumbuhan
pendaftarar: merek hanya € % atay sebesar 28 426 merek uniuk tahun
2001 dibanding dengan tahun 2002 yang hanya sebesar 30.004.
Sedangkan di tahun 2007, merek yang didaftarkan oleh perusahaan ke
Ditjen HaKi sebesar 43.259 atau terfadi pertfumbuhan sebesar 52 %
dibanding dengan ishun 2001, Mesiihat perkembangan dan potens
merek tersebut, kami bersama DPR sedang membahias perubahan
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Tanyz

undang-ungang merek diharapkan sebelum pemily sudah dapat
terrealisasikan,

Apakah hak dan kewaiiban pemegang merek di Indonasia 7

Bapak Faisal Reza :

Jawab

Tanya

Hak pemegang merek adalah mendapal perfindungan hukum atas
penggunaan merek di Indonesia selama 10 tahun ssjak permohonan
merek didafiarkan dan dapat diperpanjang. Sedangkan kewajibannya
adalah menguraikan bentuk, jenis dan etiket merek yang digunakan
sertn menggumakan merek yang dimohonkan dalam kegiatan
uszhanya. Bilamana dalam jangka wakiu 3 fshun, merek belum
dipergunakan, maka merek dapat dimintakan pembatalan atau
penghapusan merek terdaftar dalam Berita Resmi Merek.™

Adakab persyaratan identifas NPWP  pemochon merek dalam sistem
administrasi pendaflaran merek di Biien HakKi?

Bapak Didik Taryadi :

Jawab

Tanya

Persyaratars NPWP sebagai identitas pemohon pendaftaran merek
hanya diterapkan di awal pemberntukan kantor merek di Difjen MHakl.
Namun persyaratan fersebut fidak beralan sebagaimana mesiinya
sehinggs pada saat ini fidak diterapkan. Kantor Mersk hanyaish
sebagal pencatat administratif dan tunduk pada ketentuan intemationat
vang mengatur tentang prosedur pendaftaran merek.”

Bagsimana cara untuk mengetahui penerima lisensi atas suatu merek 7

Bapak Faisal Reza @

Jawab

Tanva

Sebenarmmya wacana itu sudah diamanatkan pada kefentuan Pasal 49
Undang-Undang Merek dimana pengguna merek selain grang pribadi atau
badan yang terdafter dalam Berita Resmi Merek wajib terdaftar di Kantor
Merek. Namun hal fersebut belum dapst dilaksanakan, karena Keppres
sebagal dasar hukum yang mengatur tentang tala cara prosedur
perndiaftaran lisensi merek behkun ada sampal sekarang, Kantor Merek tidak
capat menerime pendaftaran lisensi dan dilain pihak juga tidak mempunyai
dava paksa kepada penearima lisensi uatuk mendaflarkannya ke Kantor
Merak *

Apa pendapat bapak tentang hubungan merek dengan status subyek pajak
pemegang merek di indonesia ?

Bapak Didik Taryadi :

Jawab

Tanya

Pada prinsipnya saya belum paham {entang hubungan merek dengan pajak
& Indonesia, tapt sebagai aparatur negara Kita siap mendukung sistemn
administrasi pencataian NPWP dalam dentiias psmegang Merek dalam
Sertipikat Merek bilamana sudah ada ketentuan hukum vang mengatur atau
mewajibkannya. Hal ini mengingat negara bertlumpu pada penerimaan pajak
untuk membiayal negara khususnya aparatur negara seperfi kita-kita ini.”

Apakah saran yang bapak berkan kepada Dijen Pgjak sebagai

administrator dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap
penggunaan marek di Indonesia ?

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



Bapak Didik Taryadi dan Faisal Reza:

Jawab ¢ Ditjen Pajak harus pro akiif ke Depkumbam cg Difjen HaKl cg Kantor Merek
untuk membuat MoU antar lembaga sehingga dapat beriukar informasi yang
dibutubikan Ditjen pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sekior
penggunaan merek di Indonesia.”

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



PEDOMAN WAWANCARA

Direktorat Peraturan Perpajakan - Direktorat Jenderal Pajak

1.

Apakah bapak mengetahui tentang hubungan antara merek dengan pemegang merek
sebagsat subyek pajak di Indonesia 7

Bagaimana kebijakan pemerntah cq Deparlemen Keuangan dalam optimalisasi
pemenuhan kewajiiban pempajakan?

Apakah ada hubungan institusional antara Ditjen Pajak dengan Ditien HaKi?

Apa langkah Difen Pajak dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak ?
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TRANSKRIF WAWANCARA

Wawancara dengan staff Direktorat Peraturan Perpajakan
Direktorat Jenderal Pajak yaitu |

Bapak Wahyu Santeso
Kepala Seksi Bidang Pajak Penghas#an Direktorat Peraturan Perpajakan

Dilakukan fanggal 4 Desember 2008 Jam 15,00 WIB Bertempat di gedung B Lt 8 Kantor
Pusat Ditjen Paiak, JI. Gatot Subroto Kav, 40-42

1. Tanya H Apakah bapak mengetahul fentang hubungan antara mersk dengan
pemegany merek sebagai subyek pajak di indonesia ?

Jawabs : Sepengetahuan saya, merek itu tidak mempunyai hubungan secarg
langsung dengan identitas subyek pajak di Indonesia, namun merek
terdapat pads produk yang diproduksi dardatau didistribusikan oleh
subyek pajak. Dalam sistem adminisirasi perpajakan, identitag merek
tidak dissbutkan dalam SPT Tahunan pamun terdapat didalam uraian
master file wajib pajsk dalam sisterm informasi perpajakan
lingkungan infernal Difen Pajak (S DJP)LMelalul subyek pajak vang
terdaftar sebagal wajib pajak, Ditien Pajak bani dapat mengkiasifikasi
jonis usaha yang dijalankan cleh subyek pajak yakni industd,
perdagangan  atau jasa.  Klasifikasi jenis usaha tersebut fidak
menspesifikan merek dalars data wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan. Bilamana ada informasi berkaitan dengan
pengunaan merek, maka langkah yang dapat ditempuh Dillen Pajok
adalah intensifikasi paiak terhadap walib pajak yang telah terdaftar
atau eskiensifikasi pajek {erhadap subyek pajak yang belum terdaftar
sebagai wajib pajak. Kedus langkah ftu merupakan fugas dari Account
Representatif yang membawahi wilayah domisili subyek pajak sebagal
bentuk pengawasan pamenuhan kewajiban permajakan’.

2 Tanya : Bagaimana kebijzkan pemerintah oy Deparlemen Keuangan dalam
optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan ?

Jawab Dalarn sisterm adminisfrasi modemn yang telah dijalankan oleh
Ditien Pajak, langkah utama yang dijalankan adalah pelavanan
bukan pemerksgan paak. Biemang ditemukan dala atau
informast baru tentang obyek pajak atau pajak terutang yang
belum dilaporkan, dibayar dan diperhitungkan oleh wajib pajak,
maka AR melakukan himbauan pemenuhan kewaliban secars
prosedur yang ielgh ditetapkan dalam Kep Dujen Pajak
No,14/PJ72008 tanggal 13 Maret 2008 tentang Standar Prosedur
Operasi  {Standard Operating Procedure) Direktorat Jendersl
Pajak, Bilamansa dalam himbauan tersebut, AR meenandang pariu
difindaklanjui dengan pemeriksaan, maka A R akan
mengusulkan  usulan pmeriksaan dengan diseriai  potensi
perpajakan yang ada. Dengan uraian usul pemeriksaan tersebul,
fungsional pemeriksa lebih mudah dalam melakukan pemenuban
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4.

Tanya

Jawab

Tanya

Jawab

Apakah ada hubungan institusional antara Ditjen Pajak dengan Ditien
HakI?

Sejauh ini kami belurn menemukan hubungan instilusional dan
kerjasama dalam bentuk Mou atau apapun yang dapat mensinergikan
hubungan antara merek dengan kKewajiban pemenuhan kewajiban
pempaiakan oleh subyek pajak sebagal pemegang merek. Namun
dikemudian hari fidak tfertulup kemungkinan adanya kebijakan
perpajakan yang mengatur lentang penggunaan Hak atas Kekayaan
intelektual yang mencakup merek, hak cipta, paten dan fain
sebagainya”

Apa langkah Diljen Pajak dalam mengoplimalisasi penerimaan pajak ?

Dalam sistem seff assesment, Ditjen pajak hanyalah memfasilitasi agar
sistern dapat berjalan dengan balk. Fasilitas yang diberikan oleh Ditjen
Pajakk dengan memberikan penyulthan pempajakan, pelayanan
perpajakan (dan pengawasan perpajgkan. Dari bidang saya, Ditjen
telah memberkan fasilitas bagi perusahaan kecil dan menengah
melalui amademen UU PPh yaked untuk wajib pajek badan adanya
Pengurangan tariff sebesar 80 % dalam kelentuan pasal 31 e LU $Ph,
UL KUP berupa difingkatkannva batas miniimal unfuk menggunakan
norma penghitungan untuk orang pribadi, dan fasiiitas fiskal gratis bagi
orang pribadi yang memiilii NPWP°
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PEDOMAN WAWANCARA

Kasie Waskon dan Account Representafive — KPP Pratama Kosambi
Kanwii DJP Banten — Ditjen Pajak

Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi

1. Bagaimana pendapat bapak tertang sistem self assessmen! dalam sistem administras
perpajakan di ingkungan Ditjen Pgjak ?

2 Bagaimana pendapat bapak tentang inlensifikasi pajak dalam sistem adminigitrasi
modem ?

Account Representative

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang peran Account Representative dalam penggalian
potensi dan pengawasan kepatuhan dari wajib pajak?

2. Bagaimana langksh Bapak untuk mendeteksi mendeteksi adanya ketidaksesuai
pelaporan pajak yang dilakukan cleh wajib paiak.?

3. Anakah yang dimaksud dengan esmapping dan smart mapping dalam PBB 7
bagaimara pelaksanaannya di KPP Pratama?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan staff KPP Pratama Kosambi - Kanwil DJF Banten
Direktorat Jenderal Pajak yaitu ;

1.

3.

Bapak Ferdinan Sirait
Kepaia Seksi Pengawasan dan Konsultasi ll KPP Pratama Kosambi

Taufik Ahmad

Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi | KPP Pratama Kosambi

M. Fadly

Account Representative Seksl Pengawasan dan Konsultasi Il KPP Pratama Kosambi

Difakukan tanggal 5 Desember 2008 Jam 15.00-16.30 WIB Bertempat di kantor KPP
Pratama Kosambi JL Perintis Kemsrdekaan |l - Tangerang

A

2.

Bapak Ferdinan Sirait, Kepala Seksi Pengawasat dan Konsuitasi il KPP Pratama
Kosambi

Janya

Jawab @

Taaya

Jawab

Tanya

Jawah :

~
£

Bagasimana pendapat bapak tentang sistem self assessment dalam sistem
administrasi perpalakan di lingkungan Ditien Pajak ?

Dalam sistern self assessment, Kita sebagai aparatur paiak memberkan
kebebasan bagi wajib pajak untuk hitung, menghitung, memperhitungkan
pajak yang harus dibayar, Konsskuensinya adalah pelaporan pajak yang
dilakukan wajib pajak adalah benar sesual dengan ketentuan formal dan
matesiil peraturan perpaiakan, kecuali ada data [ain yang membukti bahwa
hal it fidak benar.

Bagaimana pendapat bapak fentany intensifikasi pajak dalwn sistem
adminisitrasi modem ?

intensifikast pajak sekarang berada ditangan Account Representalive
sheagai garda terdepan dalam pelayanan dan pengawasan pemenuban
kewajiban perpajakan. Analsa wajib untukmenggall potensi perpajakan
dan mendeteksi adanya ketidaksesvaian pelaporan. Kendala yang ada
adalah latar belakang AR yang dahulu berfugas di Kantor PBB, belum
dapal memahami sislem administrast perpajakan. Tapi #u bisa diatasi
dengan adanya forum AR sebagal wadah interaksi para AR di KPP
Pratama Kosambi yang beriujuan unfuk saling mengenal dan kompak
dami tercapainya target penerimaan pajak yang dibebankan kanfor pusat
kepada KPP Pratama Kosambi.”

Apakah ada hambatan dalam memberikan pelayanan kepade wajib pajak
?

va, hambatannya adalah latar belakang AR darni lingkungan PBR vang
belum mengerti sistem perpajakan. Namun itu merupakan suatu hal yang
lumrah, dalzm pengabungan dua sistem pelayanan paiak yakoi PBB dan
KPP, ads masalah dalam interprestasi pemasharnan peraluran perpajakan
bagi AR yeng berlatar belakang dari PBB. Namun hambatan bukaniah
berarti mandeknya pelayanan. Forum AR di KPP Pratama Kosambi
merupakan satu wadah diskust dan interaksi antar AR dalam penyelesgian
dan kensultasi permasalahan wajib pajak sehingga menghasilkan pelayanan
prima”™

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008



Bapak Taufik Ahmad, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasil
KPP Pratama Kosambi

Tanva ;

Jawah :

Tanya :

Jawab:

Bagaimans pendapat Bapak tentang peran Account Representative dalam
penggalian polensi dan pengawasan kepatuhan dari wajib pajak?

AR merupakan pondasi ulama suatuy KPP, bilamana AR di suatu
KPP solid maka KPP tersebut pasti dapal mencapat target
penerimaan. Begitu pula sebaliknya. Peran AR merupakan ujung
tombak pelayanan dan pengawasan pemenuhan wajib pajak di KFP.
AR harus krealf dan inovatif dan juga fleksible dalam menghadapi
keanekaragaman wajib pajak. Infi peran AR adalah pelayanan,
sebagus apapun penenmaan suatu Kpp bilamana pelayanan yang
diberikan AR tidak maksimal maka hilangnya citra KPP tersebut”

Bagaimana fangkah Bapak unfuk mendeteksi mendeteksi adanya
Ketidaksesuaian pelaporan pajak vang dilakukan oleh wallb pajak.

Dalam sistem administrasi modern, AR diturdut berperan akiif untuk
mendapatkan segala informast yang yvang berkaitan dengan waiib pajak.
Pengawasan dimufai dari saat laporan walib pajek  dimasukkan,
dikembangkan dengan analisa dan disandingkan dengan data-data,
Ketidaksesualan pelaporan pada umumya terdapat adanya perbedaan
antara data yang dilaporkan dengan data lain yang dipersieh oleh AR,
Data atau informasi yang didapatkan cleb AR tersebut dapat berupa data
baru dan daia yang belum ferungkap. Data bans, adalah data atau
keterangan mengenal segala sasuatu yang diperlukan untuk mmenghitung
besamya jumiah pajak yang ferhutang yang oleh Wajib Paisk belum
diberitahukan kepada aparal pajak pada waktu penetapan semuia, baik
dalarn SPT dan  lampiran-lampicannya  maupun  dalam pembukuan
perusahasn vang diserahkan pada waklu pemeriksaan. Sedangkan yang
dimaksud dengan data yang semula belumn ferungkap adalzh data atay
keterangan lain mangenai segala sesuaty yang diperiukan untuk menghitung
besarnya jumlah pajak yang terhutang, vang :

a.  tdsk diungkapkan oieh Waiib Pajak dalam Surat Permberitahuan
{SPT) beserta lampirannya (fermasuk Laporan Keuangan), dan
atau

b. pada waklu penelitisn atau pameriksaan untuk penetapan
sermula Wayjib Pajak fidak mengungkapkan data dan atau
memberkan keterangan kain secara benhar, fengkap dan tering
sehingga memungkinkan aparat pajak dapat menerapkan
ketentuan  perundang-undangan dengan  benar  dalam
menghitung jumish pajak vang terhudang.

o.  walaupun Waijib Pajak telsh memberitzhidkan dalam SPT atau
mengungkapkan pada waktu penelitian/pemeriksaan, akan tetapi
apabila membertahukannya/mengungkap-kannya dengan cara
sedemikian rupa sshingga membuat aparat pajak fidak mungkin
menghitung besarmya jumiah pajak yang terhutang secara benar
sehingga jumish pajak yang terhutang ditetepkan kurang dad
yang seharusnys, maka hal lersebut termasuk dalam pengertian
data yang semula belum terungkap.”
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fanya ;

Jawah

Tanya |

Jawab

Bagaimana manfaat konseling yang dilakukan AR kepada wajib pajak 7

Konselling yang dilakukan AR kepada wajib pajak merupakan sarana urun
rembug lenlang pemenuhan kewajiban perpgjakan oleh wajib pajak
Perbedaan penafsiran dan pemahaman terhadap kelentuan peraturan
perpaiakan yang terjadi dalam progses konseling harus didasarkan pada
ketentuan peraturan perpajakan sehingga pelaksanarinya tidak merugikan
kepentingan wajib paiak dan mehingkatkan penerimaan pajsk.

Apakah AR telah memberikan penyuluhan kepada wajib pajak’?

Pada sistem administrasi modem ini, penyuluhan merupakan szrana
efektif untuk memberitahukan dan  menjelaskan informasi perpajakan
kepada wailb pajak. Penyuluhan dapat dilakukan secars verbal, vakni
setara akiif turun Ke fzpangan, melals program fax comer di pusat
perbelanjaan sebagai sarana univk memberikan pelayanan perpajakan
secara langsung; secara visual dapat berupa program lomba perpajakan
meliputi cerdas cermat, karya tulis, debat, pidato pajak; dan non visual
berupa program penyuiuhan melalui saran cetak seperti leaflet, bookist,
laporan khusus, pengumuman dan buku-buku perpajakan.”

Bapak M, Fadly, Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi | KPP
Pratama Kosambi dar Mantan Staff Ekstensifikasi PBB

Tanya !

Jawab :

Apa yang dimaksid dengan e-mapping dan smart mapping dalam
PB8 ? bagaimana pelaksanaannya df KPP Pratama?

e-mapping adalsh program pemotrelan  obyek PBB  dengan
menggunakan satelit. Sedangkan smart mapping  merupakan
implementasi Pemetaan data obyek pajak yang memuat identiias
obyek paiak dan NPWP, Pada awal 2005, e-mapping dan smart
mapping menipakan program keda di PBB unfuk sinkronisasi data
antara Nomor Qbyek Pajak (NOP) sebagsi basis date PBB dengan
NPWP sebagai identitas waiib pajak. Dalam sistem administrasi di
KPP Pratama, kedua program betum dapat dijalankan dengan ideal
karena terbatasnya dana operasional. Dahulu program kerja tersebut
didukung oleh Pergia Dati | dan I, mamun sekarang belum ada fitik
terangnya karena belum ada pengaturan dan aturan mainnya.”
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PEDOMAN WAWANCARA

Staff KPP Pratama Serpong — Kanwil DJP Banten
Direkicrst Jenderal Pajak

1. Supervisor Fungsional Pemeriksa dan Penyldik Pegawai Negeri Sipil KPP Pratama

Serpong

1. Selama Bapak melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang menggunakan merek
pada produknya, apa yang mendasari wajib pajak uniuk melakukan penghindaran pajak
dalam laporan keuangannys 7

2. Apakah sarksi vang dipercieh wajlb pajak bilamana dideteksi adanya ketidaksesuai

pelaporan ?
3 Apa pendapat Bapak tentang penerapan sanksi pidana terhadap walib pajak
B. Operator Konsul KPP Pratama Serpong
1. Apa vang dimaksud dengan Bank Data 7

2. Darmana Data diperoleh untuk digunakan sebagai bank data ?
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TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan staff KPP Pratama Serpong - Kanwil DJP Banten
Direktorat Jenderal Pajak yaitu ;

1.  Bapak D. Akhmad Suryadidjaya
Supervisor Fungsionat Pemeriksa dan Penyidik PNS dl KPP Pratama Serpong

2.  Apit Septiyono
. Account Represertative Seksi Pengawasan dan Konsuftasi | KPP Pratama Kosambi

Dilakukan tanggal 3 Desember 2008 Jam 09.00 WiB Bertempat di kantor KPP Pratama
Serpong JL. BSD Sekior 8 Serpong - Tangerang

A. Bapak D, Akhmad Suryadidiaya
Supervisor Fungsional Pemeriksa dan Penyidik PNS di KPP Pratama Serpong

1. Tanya Selama Bapak melakukan pemeriksaan ferhadap wajib pajak vang
menggunakan merek pada produknys, apa yang mendasan wajib pajak
untuk metakukan penghindaran pajak dalam laperan keuangannya ?

Jawab : Selarmna memeriksa wajib pajak, ada dua hal yang mendasari waiib pajak
untuk melakukan penghindaran paigk yakni keaipaan/ kelalaian dan
kesengajaaan. Kealpaan/kelalaian tersebut  merupakan  tindakan
pelangoaran administrasi perpajakan sedangkan kesengajaan merupakan
tirdakan perbuatan melawan hukum (pidana} dibidang perpajakan sesuai
dengan ketentuan pajak yang beriaku”

2. Tanya Apakah sanksi yang diperoleh wajib pajak bilarnana dideteksi adanya
ketidaksesuai pelaporan 7

Jawab: sesual dengan keterttuan vang terdapat dalam UL KUP, sanksi yang bisa
dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak adalah
sanksi adminstrasi berups denda, bunga dan  kenakan, dan sanksi
pictana berups hukuman penjara dan kurnungan. Kedua sanksi tersebut
dapat dikombinasikan bila penghindaran pajak yang dilakukan bersifat

kompieks"
3 Tanya: Apa pendapat Bapak tertang penerapan sanksi pidana terhadap wajib
paiak ?
Jawab : Dalam mindset kila sebagai aparatur pajak adalah tercapainya target

penerimaan pajak. Oleh karena itu dalam melakukan pensrapan sanksi
perpajakan, unsur penerimaan negara darg pembavaran pajak yang
terutang dan befum dibayar oleh wajib pajak lebih diutamakan daripada
pemidanaan seorang wajlb pajak atau penanggung pejak bilamana
terbulkdi perencanaan pajak yang dilskukannya berteniangan dengan
ketenfuan peraturan perpajakan yang beriaky, Disamping ity bukantah hai
yang mudah membukiikan sengaja atau hdaknya wajib pajak dalam
melakukan pidana perpajakan. Prinsip Kehati-hatian dan asas praduga tak
bersafah harusnya diutamskan sehingga tidak menimbulkan kontra
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pigstasi bagi aparatur pajak. Data bukli permulgan vang cukup menjadi
syarat minimal untuk membuktikan unsur sengaja "

Apit Septivono

Actcount Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi | KPP Pratama Kosambi
Tanya : Apa yang dimaksud dengan Bank 7
Jawab : Bank Data adalah hirmpunan data yang memuat identitas wajib pajak secara

detail dan komprehensif yang menyanglat pemenuhan kewajiban pajak,
fransaks! keuangan, harta dan data-data yang dianggap signifikan cleh Dijen

pajak;
Tanya : Dari mana bank ftu diperoieh?
Jawab : Bank Data i bisa bersifat intemal yakni data vang diinput oleh petugas KPP

bardasarkan TUPQOKS! masing-snasing dan bersifat skstemal berdasarkan
perekaman data dari fuar berupa faporan notans, alat keterangan kpp lain,
dan iembaga-fembaga pemerintah yang dilakukan oleh kantor pusat Ditien
Pajak.”
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PEDOMAN WAWANCARA
Perusahaan Pemegang Merek di Indonesia

1. Apa Perusahaan Saudare menggunakan Merek pada produk yang dipreduksi dan telah
ferdaftar di Kantor Merek 7

Apa manfaat merek dalam kegiatan usaha anda ?

Apakan Perusahaan Saudara melakukan Perencanaan Pajak 7 Apa fuivannya 7 dan
bagaimana penerapsnnya dalam manajemen perusahaan?

Apakah Perusahaan Saudara melakukan Penghindaran Pajak ?

Bagaimana pendapat Anda tentang sistem administrasi modem di KPP dimana
Perusshaan Saudara Terdaftsr

A W
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TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Perusahaan Pemegang Merek didaerah tangerang yaitu ;

1. Bapak O.Trisnadi
Direktur PT HEM dan Pengusaha Orang Pribadi yang memproduksi tahu merek x di
Tangerang

Dilakukar tanggal 28 Okicber 2008 Jam 11.00 WIB Bertempat di pabrik tahu didaerah
cimone fangerang

4. Bapak J. Rusii
Direktur CV ET yang memprodoksi kertas merek y di daerah tangorang

Diiakukan tanggal 14 Nopember 2008 Jam 14.00 WiB Bertempat di Rantor CV ET di
daerah Karawac! Tangerang

3. Bapak Hikmat
Kabag Administrasi PT Ki vang memproduksi coklat z didaerah tangerang

Diiakukan tzrggat § Desember 2008 Jam 14.00 WIB Bertempat @i Kawasan
Perkantoran di daerah Karawaci Tangerang

1. Tanya: Apa Perusahaan Saudara menggunakan Merek pada produk yang
diproduksi dan telah terdaftar di Kantor Merek 7
. Trisnadi ;
Jawab: ya, Perusahaan saya menggunakan merek x pads produk tahu yang di
produlcst namun merek tersebwt terdaftar afas nama saya di Kantor
Merek”
4. Rusli -
Jawab: ya, perusahaan menggunakan merek vy pada produk kertas dan merek
terdaftar atas pama perusahaan,
2. Tanya: Apa manfaat merek dalam kegiatan usaha anda 7
Q. Trisnadi :
Jawah: panyak sekali, yang terutama adaigh sebagai pembeda antars

produksi tahu saya dergan tahu dari perusahaan lain, Kalau
konsumen sudah kenal dan konsumsi tahu saya dengail merek x,
maka konsumen akan bersifat setia kepad tahu produksi kita
Disamping fte perusahaan retall terbesar juga mefasilitasi jaringan
distribusinya karena tahu atas kualtas tahu mersk x yang dicar
konsurmen.

J. Rusli

Jawals: Jelas sekali ferihat pada saat pemasaran produk di pasaran baik
secara langsung kepada konsumen maupun secara fidek langsung
melalui distributor. Memang produk kertas bukanlah pemain utama
datarm produk kertas, lapi dengan harga yang leblh murah dan
kuafitasnya vang lerjaga,maka lambat laun ada perumbuhan omsst,
Yang susah ity diawal pada saat pengenalan merek y saya di pasaran,
karena tidak familiar maka banyak yang menolak produk saya. Tetapi
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3.

4,

5.

Tanya .

€, Trisnadi ;
Jawah :

J. Rushi :
Jawab :

Tanya !

O. Trispadi:
Jawab

S Rusli:
Jawab:

Tanya *

§. Trisnadi:
Jawab:

J. Rusii;

itu tidak berlangsung fama kok, konsumen berhak memilthy produk vang
berkualitas sesuai dengan budget yang dimilikinya”

Apzkah Perusahaan Saudara melakukan Perencanaan Pajak ?

Apa

tujuannya 7 dan bagaimana psngrapannya dalam manajemen perusahasn?

Pasti donk, jangan sampai pajak sebagai beban yang dapat
meruntuhkan usaha yang saya bangqun selama ini. Saya menyerahkan
semua perencanaan pajak kepada konsultan pajak terdaflar . bagi
saya yang penting perusahan bisa berjalan dan pegawai bisa bekerja,
dan pasti untung magih ada untuk kesinambungan usaha. Kalao ngak
untung, buat apa kita usaha, Pada pringipnya kita ticdak membangkang
terhadap pajak tetapi kita lakukan efisiensi sesual hukumiah®

Secara tidak sadar mungkin ya, Karena saya berprinsip bahwa semua
urusan #u rmudah bila kita jujur dan terhuka. Sekarang Kantor pajak gu
enak pelayanannya, leruiama AR nya yang bersifal membantu
bilamana saya ada kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpaiakan
perusahaan, Sedikit demi sedikit saya jadi tahu banyak tentang pajak,
penerapannya hanya berdasarkan pengataman dan konsultasi dengan
AR, Uniuk konsultan pajak, kami tidak ada biaya untuk #it. Yang
penting iu tidak diperiksa, jka kita diperiksa, wow pasti repot kita,
Untuk jalannya perusahaan gja udah repot  apalagr  kalau
diperiksa. hehehe”

Apakah Perusahaan Saudara melakukan Penghindaran Pajak ?

Ch, masalah #u saya fidak mengerti. Saya hanya menurut apa

kata

konsuftan pajak saya. Bilamana ada kesalahan, pastilah kita perbaiki. Untuk

negara kita nggak perhifungan kok,

Saya tidak mengetahul persis itu, tapi saya pemah dihimbau AR untuk
melakukan pembetulan S8PT Tahunan PPh Badan saya, Karena saya
salah menghilung nifal penyusutan harla perusahaan dan biaya
entertain  saya untuk para distributor, Tidak ada maksud untuk
mencurangi pajak, zaman udah beda,.... Apa kata dunia 7.0

Bagaimang pendapat Anda tenfang sislem administrasi modern d
dimana Perusahaan Saudara Terdaftar ?

Sistem pelayanan di KPP #u kan satu atap, melalui AR kita semua
bisa melakukan konsultasi. Lebih mudsh dan nyaman, karena
kantomya pun sudah ber ac sekarang. Tapi ada salu yang nyangkut
nih, masalah sosizlisasi sualy peraturan perpajakan, yang biasanya
dilakukan menjelang injury fime. Tolonglah diperbaiki, kalo ada
perbaikan unfuk Kita dan peningkatan pajak yang dibayar kita orang
maulah”
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6.

Jawab

Tanya

Hikmat:
Jawaiy:

*
*

lL.ebih enak. ngak pusing lagi. Dulu sebentar-sebentar dipanggil
Pernah saya dpanggil untuk hal yang sama oleh dua orang vang
berbeda di satu seksi, Tapi sekarang KPP deh berubah, keterbukaan
sudah ada, pelayanan sudah bagus. Yang periu diperbaiki hanya
kineria dan integrilas aparatur pajak, semua pasti bisa kok, yang
penting usaha dan terus usaha seperli saya.” :

Apakah Bapak sudah mengetshui fagilitas bebas fiskal bagi wajib pajak
yang akan berangkat ke luar negeni? Bagaimana tanggapan Bapak ?

ya, saya sudah mengetahul adanya bebas fiskal mulai 1 Januar tahun
2009 untuk waiib pajak orang prabadi yang mempunyai NPWP. Adanya
pembebasan fiskal tentunya membanty meminimalisas! pengelaran
terhadap peralanan dinas direksi, Pada prakliknya dahulu, ketika
direksi ke luar negeri ftu fidak sendid melainkan bersama keluarga,
namun fiskal yang dapatl dikreditkan hanys fiskal direksi seorang.
Menurut saya, sekarang pemerintah berusaha menghargai waiibs palak
dongan memberikan kontraprestasi langsung sehingga investasi ke
dalart maupun ekspor unfuk pasar luar negeri bisa  tumbuh
betkermbang”
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DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASAS! MANUSIA

SERTIFIKAT MEREK

Menleri Hukum dan Hak Asasi Manusia alas nama Negam' Repi.iéiik Indonesia
berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, membarikan hak
Merpk kaepada

Nama dan alamat permiik merek terdafiar

Nama dan alamat kuasa / Konsultan HK1 - %N

Tangga! Pendaftaran Marek g R

Nama Negara dan tenggal Permohonan
pendaflaran merek {apabiia permintaa n\
pendaftaran  merek  diajukan den%gn i
mengunakan hak prioritas), ‘j
J

Kelas Barang f Jasa

g

Perlindungan Hak Merek dzbefnkaqfelama 14 tahun sejak tanggal Penerimaan dan
jengks wakty perlindungan #u dapat d:perpaﬁ ang.

Bengan Nomor :, tanggsl penan ar1 penmohonar |
Serifikatl Merek mi dziampumjaa"ég an etiket merek, jenis barang(’ asa yang dilindungi
merupakan bagian yang tzdak\ap@ dipisatikan dari sertifikat merek ini,
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Permmochonan Merak
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HARK REGISTRATION PROCEDUBE IN INDONESHA
(Based on Law No. §5 Year 200! on Trademark)

REGISTRATION g
{Aficle 7~ 17}

h 4

SUBSTANTIVE EXAMINATION

4

T

+ Substantive Examtination for ¢ {nine)
trigakhs farticte 19 [3])
+ Publication in BRM farticle 20 (14

s it

H

H

;A
:
¥ ! REJECTED
Writlen Nolification {30 days afler the daie of
PUBLICATION (articte 21) reozipt)
19 days after approval o regigker  fg... i

PU&LICA’I‘{ON@ rti(ele 22) ~ QPPOSITION » RERITTAIL
3 months after published in BRM . . {article 24} « {articls 25)
v : : . 2 months
4
A copy of this sormspondence mus? be
sent Lo spplivant within 14 duys from
reccipt {atticls 24 [37
RE-EXAMINATION
(article 26 (2
for 2 (two) months €
- ‘
(article 61} “'
ey oM APPEAL farticte 31 [3)
,l, For 3 {three} months
REJECTRI l-l~ REJECTED

18 {ten) yesrs

RENEWAL (article 28)

Storging in 12 months before end of mark
protection (articls 35 2]

Hof:
Penal Provision: article 96 - 95

Copyright 12003 Jakarto Patent Consulting. Al rigiis reserved,
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STATEMENT OF MARK OWNER
SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN ATAS MEREK

lfwse, the undessigned
{5ayafami yang bertanda tangan of bawah Inf}

Acling to this presenl as
{Dalern hiat inl bertingdak selaky}

Of and therefore on bebhalf of
{Cxsh karenanya untok dan alas nama)

A orrooralion organized under the laws of
{Suals perseroan snenurat Undang-Undang)

Residingmaving principal office at 5
{Beralamatiberkanios pusat di)

Ca hergby declare that the irademarkiservices mank
(Dengan i menyatakan balwa merek danang/jasa)

for which lhe registration being applied, is reither @ duplication ner constituling an imation of any mark owned by other
person. )
{yang sedang dimehonkan pendaftaranaya bukan sualu mb'anyakm atau merupakan peniraan dart rerek ol orang

fain.)

The above sialement is made indbidly, Jwe acknnwiedge that wilfhd Bise statement may be subject o penalties before
court,

{Katerangan tersebut «ff alas dibnat dengan sebenarnya.  Sayafkami menysdan babws kelerangan yvang dibust fidak
benar dapat dikenakan sanksi di depan pengaditan.)

Oate
{¥anggah)

Signatura :
(Tanzia tangan)
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UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA

Gd. Pascasarana FIGIP Ul LL 1, 4 Salamba Haya Mo, 4 Jakarta 10435

Telp. {0271 3913808, 3313807, 3821068, 3143577, Fax (U21) 3821088 - hilpHwwwdisipadedu

Gd. Mochiar L1 3, JL Pegangsaan Tirue No, 18 Jakada 10320
Tefp, (021} 3141831, Fax (021) 3144737
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Lamp

Hal

© SBIPT 02.18.2.FISIPICII2008 11 Pebruan 2008

-

: $encari Dala

Kepada vang terhormat,

Kepalz Pusat Dokumentasi dan Bantuan Hukum
Kantor Pusat Ditjen Pajak Ri

¢fi

Tempat

Sebagai salah salu persyaratan untuk menyelesaikan studi  Program
Pascasariana Departemen lmu Administrasi Fakultas Hows Sesial dan limu
Politik  Universitas indonesia Kekhususan Adminisimst dan Kebiiakan
Perpajakan , para pesera diwajibkan untuk melskukan perwlisan tesis. Untuk ity
peserta program yaitu :

Nama : Herty Kumiawan

NP M : 0806017852

Program Studi : Hmu Administrasi

Kekhususan : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

ingin mencari datafinformasi di instansi yang Bapak/ibu pimpin. Melalui surat ini
kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/lbu berkenan membantu
memberikan data yang diperukan dan mengiinkan yang bersangkutan unfuk
melakukan penelitian tersebut.

Berdasarkan rencana, jangka wakiu mencar data unbsk penelitian tersebut
adalah terhitung mulai tanggal 11 Pebruari 711 Mei 2008.

Kami sangal mengharapkan perkenan Bapak memberikan bantuan yang
diperiukan.

Atas perhatian dan bantuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

S i
%, '*ﬁﬁf‘ﬁ%ﬁ Bhenyamin Hoessein
“NIF130 275 887

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008




No

Hal

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS (LMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

DEPARTENMEN ILMU ADMINISTRAS]
PROGRAM PASCASARJANA

3d. Pascasarana FISIP U LU 1, JL Salembs Rava Ne. 4 Jakarks 10430

Teln. (021) 3813608, 3B13607, 3021088, 3143877, Fax {021) 3921088 - hitp:thensw flisip.uiedu

Gd. Mochtar L8, 3, Ji Pegangsaan Timor Mo, 18 Jakarta 10320
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CeCe JPT 02 482 FISIEIQ2008 11 Pabruarn 2008
Lamp
s Mencan Bala

Kepada yvang terharmat,
Ditien Haki Dephum dan Mam
di

Jakada

Sebagal salah saly persyaralan  untuk  menyelessikan  studi  Program
Pascasarjana Deparemen jmu Administrast Fakuitas limu Sosial dan Hiu
Politikk  Universitas indonesia  Kekhususan Adymnistrasi dan  Ksabijakan
Perpajakan | para peserta diwajibkan untuk melakukan perulizan tesis, Unhu ity
peserta program yailu @

Nama : Herry Kurniawan

NP M : 0808017962

Program Studi 1 Hmu Administrasi

Kakhusyusan : Administrasi dan Kebijakan Perpaiakan

Ingin mencari datafinformast di instansi yang Bapak/bu pimpin. Melalui surat ini
kami mohon dengan hormat kiranya Bapakibu  berkenan membaniu
memberikan data yang diperdukan dan mengijinkan yang bersangkutan untuk
melakuikan penelitian tersebut.

Berdasarkan rendana, jangka wakiu mencar data unluk penefitian tersebut
sdalah terhitung mulai tanggal 11 Pebruarn /11 Mei 2008,

Kami sangat mengharapkan perkenan Bapak memberikan banfuan yang
diperiukan,

Atas parhatian dan bantuan yang diberikan, kamt ucapkan terima kasih.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap
2. NPM
3. Ternpal dan Tgl Lahir

4. Pekerjzan/jabatan

5. Pangkat/ Gol Ruang

6, Alamat Rumah

Z. Alamat Kartor

HERRY KURNIAWAN
DG(BG017962

Jakarta, 26 Mei 1877

Pegawai Negeri Sipil {PNS} pada
KPP Pratama Serpong Difjen Pajak
Departemen Keuangan R |,

Penata Muda Tk /W b

Ji. Lembur No.36 Rt 02 RW 06
Makasar Jakarta Timur 13570

KPP Pratama Serpong
Bumi Serpong Damai
Tangerang Seiatan

& Agama islam
8. Susunan Keluarga
a. Isten MARDIYANI
h. Anak 1. ARRAF! YUSUF GUNADI
2. ARRASYA GERRARDI| jLHAM
. Orang Tua : 1. Ayzh s SYARIFUDIN (Alm)
2 thy + TUTHISMAYAT{Alm)
Riwayat Karir :
Tahun Jabatan Instansi
2002 - 2003 | CPNS DEPKEU Ri DITJEN PAJAK
2003 - 2007 | PELAKSANA KPP TANGERANG
2007 — 2008 | ACCOUNT KPP PRATAMA KOSAME!
REPRESENTATIVE
2008 — Saat ini | FUNGSIONAL PEMERIKSA KPP PRATAMA SERPONG

Analisis Perencanaan..., Herry Kurniawan, FISIP Ul, 2008





